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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Perubahan
Renstra ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Perubahan
Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta
dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan
mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra
bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa
Tengah, kami berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan
dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang progresif menjawab
permasalahan yang ada.

Perubahan Renstra disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak
baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan
pikiran. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan langkah awal
penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami menyadari penyusunan Perubahan Renstra ini menemui berbagai
kesulitan, namun semua Kkesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik,
karena Perubahan Renstra ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan
dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang
selama ini diberikan sehingga Perubahan Renstra ini dapat selesai disusun.
Perubahan Renstra ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023.

Perubahan Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sehingga semua komponen harus

berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat



daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan
sasaran RPJMD (indikator program) serta indikator kegiatan Tahun 2018-2023.
Tekad ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan
perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara
kuantitatif terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Perubahan
Renstra ini. Langkah-langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan
ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam
Perubahan Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023 yang dibebankan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan kami capai bersama-sama.
Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan
sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program

dan kegiatan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

L DINAS
 \PERENPLAN DAY

NAPeE Siffa Utama Muda
NIP. 19681124 1993102 00 1




LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 akan saya laksanakan
untuk pencapaian indikator kinerja program kegiatan, tujuan dan sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta
mendukung pencapaian, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Semarang,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Perubahan Renstra) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses penyusunan Perubahan
Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Perubahan
Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir
Resntra Perangkat Daerah; (6) penetapan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada
tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta
berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra juga memperhatikan Perubahan
Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Perubahan Renstra BKKBN (Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Provinsi
dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Persiapan
Penyusunan
Renstra PD sesual
Verifikasi p
enetapan
Penyusunan Rancangan P DPD
Rancangan Awal Akhir enstra
Renstra PD Henste Melolor
_ PD Melalui
Disusun OPD
Penyempurnaan Perkada
Rancangan Awal/ Bappeda
Penyusunan
Rancangan Renstra PD . Lampiran Renstra
Disusun OPD g PD denga n
T
Forum Perangkat < Pernyataan
. Pembahasan dan o
Daerah/Lmtas Penyempurnaan E Kepala OPD
Perangkat Daerah Rancangan Renstra PD
Perumusan Rancangan RENSTRA PD
Akhir Renstra PD

Disusun OPD

Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

1.2

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat
strategis. Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap
tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Perubahan Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Perubahan Renstra
maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023.

Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun
1950 Halaman 86-92);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap
Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak
Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi
PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir
(UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4960 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4990);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123);

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Povinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8
Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis
Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 20);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian
Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 53);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten
Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 168);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Renstra Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Perubahan Renstra
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019
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1.3

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Setrategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

52. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;

53. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 76);

54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga
Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor
51);

55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 34).

Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah menyediakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun
yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah
sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam
mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan



dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun
waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:
Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat
Daerah.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja
pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi
dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
telaahan Perubahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu
Strategis.

Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah
perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat
daerah dalam lima tahun mendatang.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama perangkat
daerah dan indicator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian
anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta
rencana tindak lanjut.






BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan,

membawahkan:

a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;

b. Seksi Perlindungan Perempuan.
4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahkan:

a. Seksi Perlindungan Anak;

b. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera,

membawahkan:

a. Seksi Pengendalian Penduduk;

b. Seksi Keluarga Sejahtera.
6. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi, membawahkan :

a. Seksi Keluarga Berencana;

b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi.
7. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi Data dan Informasi;

b. Seksi Partisipasi Masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi
dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi
masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi
dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi
masyarakat;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga
berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data
dan partisipasi masyarakat;

d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan
kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur,
sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat  bertugas melaksanakan  penyiapan  koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program
dan kegiatan di lingkungan Dinas;

c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah
dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;

g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kualitas  hidup dan  perlindungan  perempuan. Dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kualitas hidup perempuan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan
perempuan,;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan
tugasnya mempunyai fungsi :
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemenuhan hak anak;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perlindungan anak; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian penduduk;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
keluarga sejahtera;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi
Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan
advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
keluarga berencana;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan

a. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat
Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
Penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan
pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
data dan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data
dan informasi;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
partisipasi masyarakat; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam
menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan
kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya
sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi
sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam
mencapail tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 117 orang, saat
ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 96 orang
sehingga perlu penambahan jumlah pegawai sesuai dengan formasi
yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai
berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020
No Tingkat PNS Non PNS Jumlah

Pendidikan L | P |{Jumlah| L | P |[Jumlah| Total

1 | SD 1 - 1 - - - 1

2 | SMP Sederajat - - - 1 - 1 2

3 | SMA Sederajat 4 - 4 15| 2 17 21

4 | D1 1 - 1 - - - 1

5 | D3 - 2 2 2 | - 2 4

6 | DIV - 2 2 -1 2 2 4

7 | S1 6 | 14 20 9 |11 20 40

8 | S2 2 |19 21 2 11 3 24

9 | S3 - - - - - - -
Jumlah 14 | 37 S1 29 | 16 45 97
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Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 97 orang terdiri dari PNS sebanyak 51 orang dan Non
PNS sebanyak 45 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan banyak
didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 40 orang (41,2%),
kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 25 orang (26,04%) dan
tingkat pendidikan SLTA sebanyak 24 orang (24,7%). Kondisi tersebut
telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan
teknis.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No Golongan L P Jumlah
1 Golongan I 1 - 1
2 | Golongan II 4 1 S
3 | Golongan III 7 23 30
4 | Golongan IV 2 13 15
Jumlah 14 37 51

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPA Dalduk KB

Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Tabel 2.3

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

. Kondisi Jumlah
No | Jenis Sarana dan Prasarana .
Baik Rusak
I | Tanah 2 - 2
Tanah Bangunan Kantor 5 5
Pemerintah
II | Peralatan dan Mesin
1 | Alat-Alat Besar 11 - 11

Pompa Air

Generating set

Gear Pump 20LMenit

Panel Cos Genset

Tangki Genset

Genset Mobil

[ [N N U U o))

I e
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. Kondisi Jumlah
No | Jenis Sarana dan Prasarana
Baik Rusak
2 | Alat-Alat Angkut 24 - 24
Mobil 15 - 15
Sepeda Motor 9 - 9
3 | Alat Kantor dan Rumah Tangga 721 - 721
4 | Alat Komputer 121 - 121
Printer 43 - 43
Scanner 2 - 2
PC Unit 58 - 58
Laptop 7 - 7
Notebook 10 - 10
Server 1 - 1
5 | Alat Studio dan Komunikasi- 50 - 50
Screen Projector 6 - 6
LCD Projector 5 - 5
Pesawat Telepon 22 22
Telepon Central 4 - 4
Instalasi PABX 1 - 1
Handycam 1 - 1
Camera 2 - 2
Power Mixer PVC 2 - 2
Facsimil 2 - 2
CCTV 1 - 1
Monitor/TV CCTV 1 - 1
Audio Conference 1 - 1
Hotline Service Telepon 1 - 1
Mic Wireles 1 - 1
III | Bangunan dan Gedung 5 - 5
Bangunan Gedung Kantor 3 - 3
Bangunan Monumen (Baliho) 2 - 2
IV | Aset Tetap Lainnya 689 - 689
Buku dan Perpustakaan 685 - 685
Barang Bercorak Kebudayaan 4 - 4
Jumlah Total 1.623 - 1.623

Dari tabel tersebut diatas menunjukan sarana dan prasarana
perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana
komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja,
personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat
terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran
tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan
pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah
berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangkan
teknologi saat ini. Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum
memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu pembenahan dan

penambahan.
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Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan
perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi
mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada
masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, ketersediaan
gedung layanan, meubelair, peralatan kantor, klinik korban.
Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan
perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan
selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan
guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah yang optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.
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Table 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Target Perubahan Renstra Perangkat Target Realisasi Capaian Tahun Tingkat Capaian
Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
Indikator Kinerja sesuai Target |Target . ada Tahun ke- Tahun . Perubahan Renstra
NO . Indikator P Capaian s.d
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK . Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (TW1)
1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 4 5
75.12 | 75.14 | 72.60 | 72.62 | 72.70 . 74.03 72.18 72.18 72.18 .289
1 IDG (Index Pemberdayaan 72.70 99.28%
Gender)
82.86 | 85.71 100 91.43 100 91.43 91.43 94.28 91.43 439
2 Persentase Kab/Kota 100 9143%
Menuju Layak Anak
. 8.37 8.29 8.22 8.15 8.07 8.25 8.99 8.22 8.99 89.97%
3 Rasio kekerasan terhadap ’
d ak per per per per per 8.07 per
perempuan dan an 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.000
00 0 00 00 00
4 Sumbangan perempuan 34.18 | 34.21 34.24 | 34.27 | 34.30 34.30 34.28 34.31 34.24 34.31 100.02%
dalam pendapatan kerja
5 Persentase kabupaten/ 22.86 | 25.71 28.57 60 62.85 62.85% 54.28 54.28 57.14 54.28 86.36%
kota yang menerapkan
kebijakan afirmatif
pemenuhan hak anak
6 Rasio kasus kekerasan 7.10 7.03 7.78 8.05 8.02 8.02 per 7.78 8.49 7.78 8.49 94.46%
terhadap perempuan dan per per per per per 100.000
anak 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
00 00 00 00 00
7 Angka Kelahiran Total 2.26 2.24 2.30 2.20 2.19 2.19 2.23 2.23 2.23 2.23 98.20%

(Total Fertility Rate/TFR)
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Target Perubahan Renstra Perangkat

Target

Realisasi Capaian Tahun

Tingkat Capaian

] o ] Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
Indikator Kinerja sesuai Target |Target . ada Tahun ke- Tahun . Perubahan Renstra
NO . Indikator P Capaian s.d
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK A Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (Tw1)
8 Angka pemakaian 77.00 77.25 75.25 64.76 65.17 65.17 73.48 73.26 73.26 73.26 112.41%
kontrasepsi/ CPR
9 Persentase Keluarga Pra 21.64 | 21.14 | 21.14 | 20.14 | 19.64 19.64 22.00 22.25 21.14 22.25 88.26%
Sejahtera
10 | Nilai Kepuasan Masyarakat 70 74 77 80 85 85 80.25 81.75 77 81.75 96.17%
11 | Nilai SAKIP  Perangkat 78.50 78.85 78.54 79.05 79.10 79.10 84.23 84.60 78.52 84.60 106.95%
Daerah
12 | Persentase peningkatan 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100%
perempuan yang
mendapatkan
pendamipingan yang
menjadi pelaku ekonomi
13 | Jumlah perempuan yang telah 30 25 120 80 95 350 30 30 110 60 17.14%
mendapatkan pendampingan
menjadi pelaku usaha
ekonomi
14 | Jumlah perempuan yang 20700 3450 1200 5700 5700 36750 20700 3389 340 3389 65.54%
mempunyai hak memilih dalam
pemilu mendapatkan
pengetahuan politik
15 | Jumlah perangkat daerah Provinsi % 73 35 73 73 73 73 73 35 0 35 47.94%

dan Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Perencananaan
dan Penganggaran  Responsif
Gender (PPRG)
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Target Perubahan Renstra Perangkat Target Realisasi Capaian Tahun Tingkat Capaian
] o ] Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
NO Indikator Kinerja _sesual Target |Target Indikator pada Tahun ke- Tahun Capaian s.d Perubahan Renstra
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK . Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (TW1)
16 | Persentase keluarga yang % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
berkonsultasi peningkatan kualitas
keluarga dalam, mewujudkan
kesetaraan gender terlayani
17 | Jumlah Forum Anak Provinsi dan 34 34 35 35 36 36 34 35 15 35 97.22%
kab/kota yang terlibat proses
pembangunan
18 | Rasio Korban kekerasan 5.87 5.81 5.76 5.70 5.64 5.64 per 5.89 5.75 per 5.76 5.75 per 98.08%
terhadap perempuan per per per per per 100.000 per 100.000 per 100.000
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 100.00
0 0 0 0 0 0 0
19 | Jumlah kasus kekerasan terhadap 1007 997 987 977 967 967 1024 980 182 980 98.67%
perempuan dewasa
20 | Persentase perempuan korban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
kekerasan  yang terlaporkan
mendapat layanan sesuai standar
21 | Jumlah Lembaga layanan 8 8 8 8 8 8 8 16 2 16 200%
perlindungan
perempuan/pelayanan terpadu
korban kekerasan  terhadap
perempuan yang difasilitasi
penguatan dan
pengembangannya
22 | Persentase kabupaten/kota 80 88.57 91.43 94.28 100 100 88.57 88.57 91.43 88.57 88.57%
menuju layak anak tingkat
pratama, tingkat madya, dan
tingkat nindya
23 | Jumlah kabupaten/kota menuju 28 29 35 35 35 35 31 31 15 31 88.57
layak anak Tingkat Pratama,
tingkat Madya, Tingkat Nindya
24 | Persentase keluarga yang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%

berkonsultasi peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan hak
anak terlayani
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Target Perubahan Renstra Perangkat Target Realisasi Capaian Tahun Tingkat Capaian
] o ] Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
NO Indikator Kinerja _sesual Target |Target Indikator pada Tahun ke- Tahun Capaian s.d Perubahan Renstra
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK . Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (TW1)
25 | Jumlah Forum Anak Provinsi dan 34 34 35 35 36 36 34 35 35 35 97.22%
kab/kota yang terlibat proses
pembangunan
26 | Rasio korban kekerasan 12.76 12.66 12.56 12.46 12.36 12.36 per 12.44 12.15 12.44 12.15 per 101.72%
terhadap anak per per per per per 100.000 per per per 100.000
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 | 100.000 | 100.00
0 0 0 0 0 0 0
27 | Jumlah kasus kekerasan terhadap 1198 1188 1178 1168 1158 1158 1106 1074 202 1074 107.82%
anak
28 | Jumlah Lembaga layanan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100%
perlindungan anak/pelayanan
terpadu anak yang memerlukan
perlindungan khusus (AMPK) yang
difasilitasi penguatan dan
pengembangannya
29 | Persentase anak korban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
kekerasan  yang  terlaporkan
mendapat layanan sesuai standar
30 | Persentase data dan informasi 83.33 83.33 100 100 100 100 83.33 83.33 100 83.33 83.33%
PPPA yang tersedia
31 | Jumlah Lembaga masyarakat 5 5 5 5 5 5 5 10 2 10 200%
dalam pemberdayaan
perempuanh yang dikuatkan dan
dikembangkan
32 | Jumlah Lembaga masyarakat 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 100%
dalam peningkatan kualitas hidup
anak yang dikuatkan dan
dikembangkan
33 | Jumlah Lembaga masyarakat 30 30 30 30 30 30 30 30 10 30 100%
dalam peningkatan kualitas
keluarga
34 | Jumlah Laporan data dan 5 5 6 6 6 6 5 5 1 5 83.33%

informasi PPA
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Target Perubahan Renstra Perangkat Target Realisasi Capaian Tahun Tingkat Capaian
] o ] Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
NO Indikator Kinerja _sesual Target |Target Indikator pada Tahun ke- Tahun Capaian s.d Perubahan Renstra
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK . Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (TW1)
35 | Persentase provinsi dan 8.33 8.33 11.42 33.33 41.67 41.67 5.56 6.33 0 6.33 15.19%
kabupaten/kota yang
memiliki kebijakan
pengendalian kuantitas
penduduk
36 | Jumlah kebijakan pengeendalian 3 3 3 3 3 3 2 2 0 2 66.66%
penduduk yang disusun
37 | Jumlah SLTA vyang mendapat 35 35 35 35 35 35 35 35 0 35 100%
pengetahuan pengendalian
penduduk
38 | Jumlah Dokumen informasi 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 100%
kependudukan dan KB tingkat
provinsi
39 | Persentase kelompok tribina 96.10 93 85.57 96.25 96.30 96.30 96.13 99.01 85.57 99.01 102.81%
yang aktif
40 | Persentase UPPKS yang aktif 89.75 88 68.25 90.05 91 91 90.57 96.59 68.25 96.59 106.14%
41 | Jumlah kelompok tribina yang 26.723 | 22.879 | 26.751 | 26.765 | 26.779 26.779 25.897 | 24.348 | 21.967 24.348 90.92%
aktif
42 Jumlah Kelompok UPPKS vyang 15.379 | 10.514 | 15.422 | 15.439 | 15.456 15.456 13.120 10.734 9.745 10.734 69.44%
aktif
43 | Persentase ormas dan mitra 20 60 60 80 100 100 20 60 20 60 60%
kerja dalam pembangunan
keluarga
44 | Persentase penggunaan 28 28.15 26.39 29.50 30 30 28.11 28.09 26.39 28.09 93.63%
kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
45 Unmeetneed KB 12.75 13.1 12.66 12.89 12.76 12.76 13.03 129 13.13 129 98.91%
46 | Jumlah Peserta KB MKIP 1.346. | 1.370. | 1.394. | 1.418. | 1.443. | 1.443.023 | 1.374. | 1.364.80 | 1.366. 1.364.801 94.57%
822 872 922 973 023 108 1 449
47 | Jumlah PUS vyang ingin anda 832.30 | 998.00 | 767.02 | 734.38 | 701.74 701.746 866.92 | 849.979 | 856.11 849.979 82.56%
ditunda dan tidak ingin anak lagi, 3 0 5 5 6 6 1
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Target Perubahan Renstra Perangkat Target Realisasi Capaian Tahun Tingkat Capaian
] o ] Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
NO Indikator Kinerja _sesual Target |Target Indikator pada Tahun ke- Tahun Capaian s.d Perubahan Renstra
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK . Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (TW1)
tidak berkB
48 | Persentase organisasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
masyarakat/mitra kerja
dalam program KB tingkat
daerah provinsi yang aktif
49 | Jumlah dokumen data 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
kependudukan dan KB tingkat
provinsi yang dipublikasikan
50 | Jumlah ormas/mitra kerja yang 20 20 20 20 20 20 20 30 20 30 150%
ditingkatkan peran  sertanya
dalam program KB
51 Persentase ketercapaian pelayan 90 90 90 90 90 90 90 90 20 90 100%
umum, kepegawaian dan
keuangan perangkat daerah
52 | Jumlah Laporan Keuangan PD 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 100%
53 | Jumlah bulan terpenuhinya 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
pelayana jasa surat menyurat dan
kearsipan PD
54 | Jumlah bulan terpenuhinya jasa 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
komunikasi, air, dan listrik PD
55 | Jumlah bulan terpenuhinya premi 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
asuransi barang milik daerah
56 | Jumlah bulan terpenuhinya jasa 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
kebersihan dan pelayanan
perkantoran perangkat daerah
57 | Jumlah bulan terpenuhinya 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi kedalam
dan keluar daerah
58 | Jumlah bulan terpenuhinya 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%

penyediaan makan minum rapat
perangkat daerah
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Target Perubahan Renstra Perangkat Target Realisasi Capaian Tahun Tingkat Capaian
] o ] Target Daerah akhir Ke- Realisasi Terhadap Target Akhir
NO Indikator Kinerja _sesual Target |Target Indikator pada Tahun ke- Tahun Capaian s.d Perubahan Renstra
Tugas dan Fungsi OPD SPM IKK . Perubaha
Lainnya | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun R3 Tahun 2020
n Renstra R1 R2
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 (TW1)
59 | Jumlah bulan tercukupinya 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
kebutuhan bahan bacaan/buku
perpustakaan PD
60 | Jumlah bulan terpenuhinya 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
pemeliharaan
rutin/rumah/jabatan/rumah
dinas/Gedung kantor/ kendaraan
dinas/ operasional PD
61 | Jumlah  bulan  tercukupinyan 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 100%
pemeliharaan rutin/sarana
prasarana kantor dan rumah
tangga PD
62 | Jumlah unit penyediaan sarana 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 100%
prasarana kantor PD
63 | Jumlah unit pakaian dinas yang 100 102 100 100 100 100 100 102 0 102 102%
diadakan
64 | Jumlah ASN vyang mengikuti 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 100%
diklat/workshop/bintek/seminar
65 | Jumlah laporan informasi publik 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 100%
PD
66 | Jumlah bulan terpenuhinya 12 12 12 12 12 121 2 12 3 12 100%
pelayanan kepegawaian PD
67 | Persentase ketercapaian 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100 100%
perencanaan dan evaluasi kinerja
OPD
68 | Jumlah dokumen Perencanaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
kinerja PD yang disusun
69 | Jumlah dokumen evaluasi kinerja 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 100%
PD
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Table 2.5

Kesesuaian Antara Kinerja dengan Target Program Pada Urusan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2020

Rata-rata Rata-rata Tingkat P.redlkat
Jumlah . Jumlah . . tingkat
. tingkat v 4 tingkat kesesuaian .
Indikator . indikator . . . kesesuaian
No Nama Program . . ketercapaian . . keercapaian kinerja . .
kinerja o e kinerja o e kinerja
indikator . indikator program dan
program %) kegiatan kegiatan (%) kegiatan program dan
program (% g g kegiatan
1 Program 3 100 11 100 100 Sangat
Peningkatan Tinggi
Kualitas Hidup
Perempuan
dan Anak
2 Program 2 100 6 100 100 Sangat
Perlindungan tinggi
Perempuan
dan Anak
3 Program 4 94.87 7 100 94.87 Sangat
Pengendalian Tinggi
penduduk dan
peningkatan
kesertaan KB
4 Program 3 100 3 100 100 Sangat
Keluarga Tinggi
Sejahtera

Kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan
3 indikator kinerja program yaitu Persentase Kabupaten/Kota menuju layak
anak tingkat pratama, tingkat madya dan tingkat nindya dengan realisasi
88,57% sesuai target, persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan
pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dengan realisasi 30% sesuai
target dan persentase data dan informasi PPPA yang tersedia dengan realisasi
sebesar 83,33% sesuai target. Kinerja program ini di dukung oleh 6 kegiatan
dengan 11 indikator kegiatan dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh
indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja
kegiatan dan program tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara
kinerja kegiatan dan program sebesar 100% dan masuk kategori sangat tinggi.
Artinya kegiatan yang dilakukan sesuai dan mendukung kinerja program. Hal ini
dipengaruhi beberapa faktor antara lain, melalui perluasan cakupan kriteria
perempuan yang tadinya hanya perempuan miskin di desa di tambah kelompok
perempuan kepala keluarga, difabel perempuan, buruh migrant purna, lansia
produktif untuk menjadi peserta pelatihan dalam rangka pemulihan ekonomi di
desa pada masa pasca pandemi, dan meningkatkan pemenuhan hak anak
melalui pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak menuju anak yang
semakin sejahtera.

Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 2 indikator
kinerja program, yaitu rasio korban kekerasan terhadap perempuan dengan
realisasi 5.575 per 100.000 lebih baik dari target 5.81 per 100.000 dan rasio
korban kekerasan terhadap anak dengan realisasi 12.15 per 100.000 lebih baik
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dari target 12.66 per 100.000. Kinerja program ini didukung oleh 6 kegiatan dan
6 indikator kegiatan, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator
kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja kegiatan dan
program tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja
kegiatan dan program sebesar 100% dan termasuk dalam kategori tingkat
kesesuaian sangat tinggi. Artinya kegiatan yang dilakukan sesuai dalam
mendukung kinerja program.

Kinerja Program Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB
dengan 4 indikator kinerja program = yaitu persentase organisasi
masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah yang aktif dengan
realisasi 100% sesuai target, unmeetneed dengan realisasi 12,9% dari target
13,1%, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang dengan realisasi
28.69% melebihi dari target 28.15%. Kinerja program ini didukung oleh kegiatan
sebanyak 6 dengan 7 indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh
indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian antara
kegiatan dengan target kinerja program tersebut, maka dapat diketahui tingkat
kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program sebesar 94,87% dan
termasuk kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. Artinya kegiatan yang
dilakukan sesuai dalam mendukung kinerja program. Namun, rata-rata tingkat
ketercapaian kinerja program belum mencapai 100%. Hal ini, disebabkan
beberapa kabupaten/kota yang sudah menyusun Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) belum ditetapkan sebagai kebijakan daerah.

Kinerja Program Keluarga Sejahtera dengan 3 indikator kinerja program
yaitu persentase kelompok tribina yang aktif dengan realisasi 99,01% melebihi
dari target dari 93%, persentase organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam
pembangunan keluarga dengan realisasi 40% sesuai target dan persentase
UPPKS yang aktif dengan realisasi 96,59% melebihi dari target 88%. Kinerja
program ini didukung oleh 3 kegiatan dengan 3 indikator. Rata-rata ketercapaian
seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian
antara kegiatan dengan target kinerja program tersebut, maka dapat diketahui
tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program sebesar 100%
dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. Artinya, kegiatan
yang dilakukan sesuai dalam mendukung kinerja program. Hal ini dikarenakan
adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kegiatan
kelompok Tribina (BKB, BKR, dan BKL). Untuk meningkatkan ketahanan
keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Penyesuain indikator pada Perubahan Renstra perubahan pada indikator
yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi Implementasi
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Pemda, Sumbangan
perempuan dalam pendapatan kerja menjadi persentase pemerintah daerah yang
melaksanakan kebijakan PUG, dikarenakan IDG menjadi IKU daerah karena
pencapaian IDG melibatkan lintas sektor dan indikator persentase keluarga pra
sejahtera menjadi Indeks Pembangunan Keluarga dikarenakan pendataan
keluarga pra sejahtera sudah tidak dilaksanakan BKKBN.
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1. Pemenuhan Hak Anak
Dalam wupaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan dengan
peningkatan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang,
hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas.
Ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota
ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA) sebanyak 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil pemeringkatan
capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, tingkat
madya, tingkat nindya dan tingkat utama.
Tabel 2.6
Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kategori Tingkat Pratama,
Tingkat Madya, Tingkat Nindya Dan Tingkat Utama Di Kabupaten/Kota
Tahun 2015 - 2019

Tingkat Tlongkat Tingkat Tingkat Jumlah %
Tah Utama Nindya Madya Pratama (kab/kota) kab/ k
ahun |\ b/kota) | (kab/kota) | (kab/kota) | (kab/kota) (kab/ kota)
2015 - 1 6 15 22 62,85
2016 - 1 6 15 22 62,85
2017 1 1 5 14 21 60,00
2018 1 1 6 21 29 82,86
2019 1 5 13 13 32 91,43

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi capaian indikator KLA pada
seluruh kategori menunjukkan tren meningkat dari tahun 2015 sebesar 22
kabupaten/kota (62,85%) menjadi 32 kabupaten/kota (91,43%) di tahun 2019.
Capaian ini perlu didorong dan ditingkatkan lagi di tahun 2021 baik berupa
mempertahankan, meningkatkan maupun memperluas capaian kategori
indikator KLA ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Capaian tersebut
diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek penghargaan semata tetapi juga
mempresentasikan dengan kondisi riil dilapangan.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan
merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara
termasuk perempuan dan anak. Kondisi yang ada saat ini tahun 2020 jumlah
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi yaitu
mencapai 20.068 orang.

Tabel 2.7
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020

Kelompok 2016 2017 2018 2019 2020
Perempuan Dewasa 984 920 1.017 964 809
Anak 1.450 1.390 1.274 1.154 1.197
Jumlah 2.434 2.310 2.291 2.118 2.006

Sumber: SIMFONI PPA Kementerian PPPA, 2021
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Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari
2.434 korban menjadi 2.006 korban, meskipun demikian angka tersebut masih
cukup tinggi sehingga ke depan perlu upaya lebih keras untuk mengurangi atau
mencegah terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan yaitu sosialisasi
dan edukasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan penanganan perlindungan
bagi perempuan dan anak oleh pemerintah. Dari aspek jenis kekerasan tertinggi
pada Perempuan Dewasa adalah kasus Kekerasan fisik (484 korban), sedangkan
jenis kekerasan tertinggi pada anak adalah kasus kekerasan seksual (789
korban).

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar di 35
kabupaten/kota. Di tahun 2020, Kota Semarang, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak merupakan kabupaten/kota
dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan kasus kekerasan
anak tertinggi di Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan
Kabupaten Demak.

Selain korban kekerasan, juga terdapat kelompok-kelompok perempuan
lain yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, seperti korban
trafficking, ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, perempuan pekerja
rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja migran,
perempuan dalam bencana, perempuan dengan penyandang disabilitas,
perempuan lansia, dan perempuan kepala keluarga.

Selain itu, terdapat kondisi anak yang membutuhkan perlindungan
khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus,
anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan
HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban
penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak).

Untuk anak penyandang disabilitas, pada tahun 2020 tercatat 19.865
anak. Untuk anak yang terpapar HIV/AIDS dari 2016 sampai dengan tahun
2020 tercatat ada 164 anak (Dinkes Prov. Jateng, 2021). Untuk anak terlantar di
Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai 2020 secara kumulatif tercatat ada 426
anak. Untuk perkawinan anak tahun 2020 tercatat ada 12.972 anak di Jawa
Tengah. Sedangkan untuk kasus trafficking atau perdagangan anak dari tahun
2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 103 kasus.

3. Peserta KB Aktif

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari
pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada
peningkatan kesertaan ber-KB serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. Peserta KB aktif di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2016
sampai dengan tahun 2020 fluktuatif.

27



Tabel 2.8

Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020

Tahun Jumlah PUS Peserta KB Aktif Persentase
2016 6.727.894 5.290.679 78,64
2017 6.610.377 5.082.844 76.89
2018 6.527.869 4.810.077 73.69
2019 6.652.451 4.888.651 73.49
2020 6.525.048 4.757.722 72,91

Sumber: BKKBN RI, 2020

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) CPR di Provinsi Jawa
Tengah selalu mengalami penurunan, CPR pada tahun 2016 sebesar 78,64%
terus mengalami penurunan menjadi 72,91% pada tahun 2020 dengan rata-rata
penurunan sebesar 1.14%.

Penurunan tersebut antara lain disebabkan rendahnya pemakaian alat
kontrasepsi MKJP, keyakinan sebagian masyarakat, takut efek samping,
kurangnya kesadaran masyarakat tentang KB, serta terbatasnya jumlah Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada saat ini. Belum adanya kebijakan
pengendalian penduduk di dan kabupaten/kota menyebabkan
kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju
pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Pemakaian alat kontrasepsi MKJP dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata mengalami peningkatan, dari
tahun 2016 sebesar 28.12% menjadi 28.69% pada tahun 2020 dan hanya
mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 27.43%. Namun peningkatan
persentase pemakaian alat kontrasepsi MKJP tersebut tidak dibarengi dengan
peningkatan jumlah peserta KB MKJP yang bersifat fluktuatif dari tahun ke

provinsi

tahun.

Tabel 2.9
Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020

Peserta KB Peserta KB MKJP
Tahun .
Aktif IUD MOW MOP IMPLAN Jumlah %
2016 5.290.679 | 478.157 | 294.931 | 47.399 | 667.103 | 1.487.590 | 28,12
2017 5.082.844 | 516.068 | 254.987 | 39.649 | 635.232 | 1.445.936 | 28,45
2018 4.810.077 | 428.981 | 233.859 | 32.886 | 623.677 | 1.319.403 | 27,43
2019 4.888.651 | 446.425 | 239.619 | 30.122 | 657.942 | 1.374.108 | 28.10
2020 4.757.722 | 447.567 | 232.244 | 25.658 | 659.332 | 1.364.801 28.69

Sumber: BKKBN RI, 2020

a. Unmet Need

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak
ber-KB (unmetneed KB) dari tahun 2016 — 2020 secara umum mengalami tren
peningkatan dan mengalami penurunan di tahun 2018. Tahun 2020 sebesar
12,86% atau 839.434 orang meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 9.95%
(669.852 orang).. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmetneed KB
antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi
masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmetneed KB nya tinggi,
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optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi
pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2.10
Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020
No. Tahun Jumlah PUS Jumlah (orang) Unmet Need KB (%)
1 2016 6.727.894 669.582 9,95
2 2017 6.610.377 773.808 11.70
3 2018 6.527.869 852.677 13.06
4 2019 6.652.451 866.926 13.03
) 2020 6.525.048 839.434 12.86

Sumber: BKKBN RI, 2020

b. Peran Aktif Kelompok Tribina

Peningkatan ketahanan keluarga sangat ditentukan pada peran aktif
Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR)
dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Keaktifan kelompok Tribina tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
tahun 2020 adalah tahun dengan jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL terkecil.

Tabel 2.11
Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2016 - 2020

BKB BKR BKL
Jumlah | Aktif % Jumlah | Aktif % Jumlah | Aktif %
2016 13.931 | 13.029 | 93,53 | 6.783 6.250 | 92,14 | 9.356 8.427 | 90,07
2017 13.676 | 12.562 | 91,85 | 6.700 6.219 | 92,82 | 9.136 8.276 | 90,59
2018 12.717 | 12.204 | 95,97 | 6.418 6.236 | 97,16 | 8.673 8.273 | 95,39
2019 19.465 | 11.473 | 58,94 | 10.268 | 6.145 | 59,85 | 13.496 | 7.948 | 58,89

2020 10.657 10.533 | 98,84 5.947 5.921 | 99,56 7.763 7.696 | 99,14
Sumber: BKKBN RI, 2020

Tahun

c. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) memberi peluang bagi
setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha,
berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar
bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dalam rangka mengurangi
keluarga pra sejahtera/keluarga miskin sekaligus memantapkan keikutsertaan
masyarakat ber-KB. Jumlah kelompok UPPKS yang aktif dari tahun 2016
cenderung menurun yaitu sebanyak 21.147 kelompok menjadi 17.135 di tahun
2018. Demikian pula persentase keaktifannyaa juga cenderung mengalami
penurunan yaitu sebesar 87,73% di tahun 2018 menjadi 96,15% di tahun 2020,
walaupun mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 94,52%.
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Tabel 2.12

Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Tahun 2016 - 2020

Kelompok UPPKS
Tahun
Jumlah Aktif %

2016 21.147 19.989 94,52
2017 20.756 18.198 87,68
2018 17.135 15.033 87,73
2019 24.360 13.120 53.86
2020 10.733 10.320 96.15

Sumber: BKKBN RI, 2020

d. Keluarga Pra Sejahtera

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera periode tahun 2014-
2018 mengalami tren penurunan (26,11% menjadi 22,03%), demikian juga

dengan angka absolut (2.659.070 KK menjadi 2.230.810 KK).

Tabel 2.13

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Keluarga Pra Sejahtera
Tahun Jumlah KK
Jumlah %

2014 10.185.469 2.659.070 26,11
2015 9.719.925 2.175.667 22,38
2016 9.757.258 2.177.297 22.31
2017 9.825.208 2.186.088 22.24
2018 10.124.638 2.230.810 22.03

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019
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1. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Ketahanan keluarga mencakup pengembangan Tri Bina (Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia).
Perhatian yang besar diprioritaskan pada pengembangan Bina Keluarga
Balita dan Bina Keluarga Remaja. Meningkatnya kualitas Bina Keluarga
Balita ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan kelompok Bina
Keluarga Balita (BKB), tahun 2016 sebesar 93,53% menjadi 95,14% di
tahun 2020. Hal tersebut perlu perhatian yang serius guna peningkatan
keaktifan kelompok BKB melalui advokasi dan penggerakan disamping
pembenahan data guna mendukung peningkatan kualitas tumbuh
kembang anak dibawah lima tahun dan mencegah stunting di Jawa
Tengah.

Sedangkan  pengembangan Bina  Keluarga Remaja lebih
diprioritaskan pada pencapaian Usia Perkawinan Perempuan Pasangan
Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun. Pencapaian Usia Perkawinan
Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun bersifat
fluktuatif, namun adanya kecenderungan menurun dari tahun 2013
sebesar 2,22 menjadi sebesar 1,11 di tahun 2016, sedangkan capaian
tahun 2017 dan tahun 2018 belum tersedia datanya. Perkembangan
keaktifan kelompok BKB dan Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia
Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Keaktifan Kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB)

120
93,53 91,85 95,97 95,14

100
- - = -
80
58,94
60 \l/

40

20

2016 2017 2018 2018 2020

Gambar 2.11 Grafik Keaktifan Kelompok Bina Keluarga Balita
(BKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber : BKKBN, 2020.

Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2020 pada
Perubahan Renstra terinci pada tabel berikut
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Table 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Rasio antara

Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
gg P &g P Anggaran Tahun Pertumbuhan
No Program ke-
TahunTahun Tahun
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 R-1 R-2 T-3 Anggaran | Realisasi
ke-1 | ke-2 | ke-3
Program Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum,
1 ) 4.0081.181.000 2.715.200.000 7.470.745.000 7.254.320.000 8.000.252 3.816.487.827 | 2.606.292.463 |7.470.745.000 | 95,22 [ 95,99 | 100,00
Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Pelayanan
1.2 314.500.000 252.219.000 417.450.000 459.195.000 505.115.000 291.520.000 229.157.000 417.450.000 92,69 | 90,86 | 100,00
Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat
1.3 menyurat dan kearsipan 11.100.000 9.600.000 35.000.000 45.000.000 50.000.000 11.098.000 9.600.000 35.000.000 99,98 |100,00( 100,00
perangkat daerah.
Kegiatan Penyediaan Jasa
s s 900.000. 900.000.
1.4 Komunikasi, Air dan Listrik 639.490.000 425.640.000 000 950.000.000 1.100.000.000 453.573.573 385.125.577 000 70,93 | 90,48 | 100,00
Perangkat Daerah.
Kegiatan Penyediaan Jaminan
1.5 - 50.167.000 57.959.000 150.000.000 160.000.000 170.000.000 49.562.000 57.948.000 150.000.000 98,79 | 99,98 | 100,00
Barang Milik Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa
1.6 Kebersihan dan pelayanan 811.250.000 923.282.000 1.250.000.000 1.300.000.000 1.400.000.000 782.981.040 921.575.940 1.250.000.000 | 96,52 | 99,82 | 100,00
perkantoran Perangkat Daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
1.7 dan Konsultasi dalam dan luar 481.000.000 88.492.000 665.500.000 732.050.000 805.255.000 480.879.809 87.890.000 665.500.000 99,98 | 99,32 | 100,00
Daerah Perangkat Daerah.
Kegiatan Pelayanan Penyediaan
1.8 Makan dan Minum Perangkat 102.500.000 87.062.000 160.000.000 170.000.000 180.000.000 102.463.500 86.757.000 160.000.000 99,96 | 99,65 | 100,00
Daerah
Kegiatan Penyediaan Bahan
1.9 Bacaan/Buku Perpustakaan 12.025.000 2.520.000 45.000.000 45.000.000 55.000.000 12.022.000 2.508.500 45.000.000 99,98 | 99,54 | 100,00
Perangkat Daerah
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Rasio antara

Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
gg P g P Anggaran Tahun Pertumbuhan
No Program ke-
TahunTahun Tahun
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 R-1 R-2 T-3 Anggaran| Realisasi
ke-1 | ke-2 | ke-3
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.10 751.045.000 379.013.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.400.000.000 735.490.605 344.986.638 1.200.000.000 97,93 | 91,02 | 100,00
Kantor/Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat
Daerah
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana Kantor dan
1.11 E“ma:Ta"gga Perangkat 261.702.000 244.235.000 450.000.000 550.000.000 600.000.000 261.614.300 | 241.315.308 | 450.000.000 | 99,97 | 98,80 | 100,00
aera
Kegiatan Penyediaan Sarana dan
1.12 453.762.000 45.000.000 652.795.000 718.075.000 789.882.000 452.213.000 43.035.000 652.795.000 99,66 | 95,63 | 100,00
Prasarana Kantor
Kegiatan Pengadaan Pakaian
1.13 DI 35.400.000 10.200.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 35.370.000 10.200.000 60.000.000 99,92 |100,00( 100,00
inas
Kegiatan Pendidikan dan
1.14 X 18.500.000 5.120.000 75.000.000 85.000.000 95.000.000 9.450.000 5.079.500 75.000.000 51,08 | 99,21 | 100,00
Pelatihan Formal
Kegiatan Pelayanan Informasi
1.15 74.000.000 50.480.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 73.500.000 49.568.500 300.000.000 99,32 | 98,19 | 100,00
Perangkat Daerah
Kegiatan Pengelolaan
1.16 Administrasi Kepegawaian 64.750.000 134.378.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 64.750.000 131.545.500 250.000.000 |[100,00| 97,89 | 100,00
Perangkat Daerah
Program Perencanaan dan
2 Evaluasi Kinerja Perangkat 491.875.000 314.460.000 1.050.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 472.403.500 305.969.500 1.050.000.000 96,04 | 97,30 | 100,00
Daerah
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Rasio antara

Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
gg P g P Anggaran Tahun Pertumbuhan
No Program ke-
TahunTahun Tahun
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 R-1 R-2 T-3 Anggaran| Realisasi
ke-1 | ke-2 | ke-3
Kegiatan Penyusunan Dokumen
2.1 311.500.000 257.173.000 550.000.000 650.000.000 700.000.000 300.559.500 248.682.500 550.000.000 96,49 | 96,70 | 100,00
Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan Penyusunan Dokumen
2.2 Evaluasi Kinerja Perangkat 180.375.000 57.287.000 500.000.000 550.000.000 600.000.000 171.844.000 57.287.000 500.000.000 95,27 |100,00( 100,00
Daerah
Program Peningkatan Kualitas
3 ) 9.404.570.000 3.258.326.000 10.844.000.000 11.594.000.000 12.305.358.000 9.305.585.940 3.164.976.100 |10.844.000.000 | 98,95 | 97,14 | 100,00
Hidup Perempuan dan Anak
Kegiatan Pemberdayaan
3.1 P 5.542.400.000 1.644.580.000 4.384.000.000 4.559.000.000 4.717.000.000 5.475.802.850 4.384.000.000 98,80 | 96,02 | 100,00
erempuan
P 1.579.066.000
Kegiatan Pelembagaan PUG dan 1.675.000.00
3.2 Peningkatan Kualitas Keluarga 774.540.000 329.790.000 1.675.000.000 | 1.800.000.000 | 1.887.000.000 768.572.000 313.185.500 ’ (') ’ 99,23 | 94,97 | 100,00
yang Responsif Gender
Kegiatan Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak dan
3.3 . X 893.025.000 323.481.000 1.575.000.000 1.750.000.000 1.925.000.000 891.425.000 323.480.900 1.575.000.000 99,82 |100,00( 100,00
peningkatan Kualitas Keluarga
yang Responsif Hak Anak
Kegiatan Peningkatan Partisipasi
3.4 Anak 305.250.000 91.587.000 450.000.000 470.000.000 556.358.000 305.242.900 91.587.000 450.000.000 100,00|100,00( 100,00
na
Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
3.5 Masyarakat Peningkatan Kualitas 1.265.905.000 508.082.000 1.660.000.000 1.815.000.000 1.970.000.000 1.255.542.290 504.715.400 1.660.000.000 99,18 | 99,34 | 100,00
Hidup Perempuan, Anak dan
Keluarga
Kegiatan Penyusunan data dan
3.6 623.450.000 360.806.000 1.100.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000 609.000.900 352.941.300 1.100.000.000 97,68 | 97,82 | 100,00

informasi PPA
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Rasio antara
.. Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Anggaran Tahun Pertumbuhan
No Program ke-
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 R-1 R-2 T-3 TahunTahun Tahun Anggaran| Realisasi
ke-1 | ke-2 | ke-3
Program Perlindungan
4 2.763.530.000 1.343.989.000 4.794.000.000 5.128.000.000 5.496.000.000 2.738.696.205 1.329.899.054 |4.794.000.000 | 99,10 | 98,95 | 100,00

Perempuan dan Anak
Kegiatan Pencegahan dan

4.1 Advokasi Penanganan Kekerasan 1.315.442.000 379.093.000 2.600.000.000 2.700.000.000 2.800.000.000 1.298.181.000 379.011.722 2.600.000.000 | 98,69 | 99,98 | 100,00
Terhadap Perempuan
Kegiatan layanan Penanganan

4.2 korban kekerasan terhadap 223.325.000 223.325.000 275.000.000 300.000.000 325.000.000 220.622.805 233.320.500 275.000.000 98,79 |104,48| 100,00
perempuan
Kegiatan Penguatan dan

4.3 Pengembangan lembaga layanan 270.533.000 270.533.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 270.484.000 190.225.532 450.000.000 99,98 | 70,32 | 100,00
perlindungan perempuan
Kegiatan Pencegahan dan

4.4 Pengurangan Resiko Kekerasan 529.655.000 238.208.000 899.000.000 1.033.000.000 1.191.000.000 526.703.300 238.708.000 899.000.000 99,44 |100,21| 100,00
terhadap anak
Kegiatan Penguatan dan

4.5 Pengembangan lembaga layanan 70.300.000 33.228.000 160.000.000 175.000.000 200.000.000 70.129.000 33.228.000 160.000.000 99,76 |100,00( 100,00
perlindungan Anak
Kegiatan Layanan penanganan
korban kekerasan terhadap anak

4.6 354.275.000 259.716.000 410.000.000 420.000.000 430.000.000 352.576.000 255.405.300 410.000.000 99,52 | 98,34 | 100,00
serta Anak yang berhadapan
Hukum (ABH)
Program Pengendalian

5 Penduduk dan Peningkatan 6.149.619.000 4.221.809.000 7.616.619.000 8.592.319.000 9.579.089.000 6.102.103.300 | 4.205.395.868 |7.616.619.000 | 99,23 (99,61 | 100,00

Kesertaan keluarga Berencana
Kegiatan Pemaduan Kebijakan

5.1 dan Pengintegrasian Pendidikan 637.880.000 252.006.000 775.000.000 850.000.000 1.000.000.000 637.880.000 251.396.000 775.000.000 100,00 99,76 | 100,00
kependudukan

5.2 Kegiatan Pemetaan 189.625.000 32.418.000 275.000.000 300.000.000 325.000.000 189.585.000 32.058.868 275.000.000 99,98 | 98,89 | 100,00
Pengendalian Penduduk
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Rasio antara

Realisasi dan Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
gg P g P Anggaran Tahun Pertumbuhan
No Program ke-
TahunTahun Tahun
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 R-1 R-2 T-3 Anggaran| Realisasi
ke-1 | ke-2 | ke-3
5.3 | Kegiatan Kesertaan KB MKJP 3.527.506.000 3.150.095.000 4.549.619.000 5.244.619.000 5.774.619.000 | 3.498.880.500 |3.139.867.000 |4.549.619.000 | 99,19 | 99,68 | 100,00
Kegiatan Penggerakan dan
5.4 Pengembangan KIE 1.678.428.000 744.760.000 1.850.000.000 2.000.000.000 2.250.000.000 1.659.667.800 739.544.000 1.850.000.000 98,88 | 99,30 | 100,00
Pengendalian Penduduk dan KB
Kegiatan  Penyediaan  Profil
5.5 Kependudukan dan KB 27.750.000 6.150.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 27.750.000 6.150.000 60.000.000 100,00|100,00( 100,00
Kegiatan Peningkatan Peran
5.6 serta Organisasi Masyarakat dan 88.430.000 36.380.000 107.000.000 117.700.000 129.470.000 88.340.000 36.380.000 107.000.000 99,90 {100,00( 100,00
Mitra Kerja dalam Program KB
6 Program Keluarga Sejahtera 1.035.075.000 547.502.000 1.912.769.000 2.104.045.000 2.314.459.000 1.035.069.000 546.665.950 1.912.769.000 (100,00( 99,85 | 100,00
Kegiatan Advokasi Ketahanan
6.1 Kel 761.507.000 378.679.000 945.000.000 1.100.000.000 1.189.459.000 761.507.000 377.998.450 945.000.000 100,00| 99,82 | 100,00
eluarga
Kegiatan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Masyarakat dan
6.2 . i 273.568.000 44.120.000 180.000.000 200.000.000 225.000.000 273.562.000 44.120.000 180.000.000 100,00|100,00( 100,00
Mitra KerjaDalam Pembangunan
Keluarga
Kegiatan Advokasi Kesejahteraan
6.3 Kel 273.568.000 124.703.000 787.769.000 804.045.000 900.000.000 124.547.500 787.769.000 0,00 | 99,88 | 100,00
eluarga
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Rasio antara realisasi dan anggaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk pelaksanaan program
dan kegiatan yang terdiri dari 4 program dengan 21 kegiatan dan Ex BAU terdiri
dua program dengan 17 kegiatan rata-rata capaian rasio tertinggi 100 dan

terendah 95,57.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

a.
b.

Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;

Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan
memilih calon legislatif perempuan;

Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat
serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan.

Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai
pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang
dan tahapan pembangunan masih kurang;

Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum
optimal;

Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan
sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat
dan keluarga;

Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;

Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang
responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung
pemenuhan indikator KLA;

Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama
pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan
keputusan;

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
Adanya disharmoni antar Undang-Undang terkait anak, seperti
batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun,
sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak
adalah 18 tahun;

Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit
untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;

. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin

meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki
smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak
dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
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2. Peluang
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:

a.

Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan
pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan;

. Tersedianya  pedoman  pelaksanaan Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender;

Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang
dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan
kesetaraan gender di daerah.

Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan
penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
melalui KLA;

Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam
peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan
kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan
desa;

Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah
Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;

Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan
perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan
hak anak;

Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan
dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh
Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak serta TPPO;

Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan
Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta
Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan
Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem
peradilan;

. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah

dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan
kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi
Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi
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Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan,
Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan
Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
Tahun 2015-2030).

. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat
dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait
perempuan dan anak.

. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat
dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

2.4.2. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:

a.
b.

Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;

Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin
anak ditunda tidak berKB;

Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;

d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;

h.

Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan
mendukung program KB secara komprehensif;

Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proposional
Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan
keluarga;

Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:

a.

C.

d.

Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan
Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan
pembangunan keluarga;

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program
KKBPK;

Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI,
Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya)
dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan
pembangunan keluarga;

Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan
operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi
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peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di
Desa/Kelurahan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a.

Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak

anak:

1) Adanya kesenjangan gender dibidang politik dan ekonomi.

2) Masih rendahnya pelaksanaan kebijakan PUG.

3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan
indikator kabupaten/kota layak anak di kabupaten/kota.

Permasalahan terkait perlindunganperempuan dan anak:
1) Tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga

berencana:

1) Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kependudukan.

2) Angka kelahiran total (TFR) Jawa Tengah masih tinggi.

Permasalahan terkait keluarga sejahtera:

1) Belum optimalnya fungsi kelompok Tribina dalam peningkatan
Ketahanan Keluarga

2) Belum optimalnya kelompok UPPKS dalam peningkatan
kesejahteraan keluarga

. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana
prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan
perangkat daerah;

2. Belum optimalnya kualitas Dokumen Perencanaan Program dan
Kegiatan.

Identifikasi permasalahan sesuai dengan tupoksi masing-masing

perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 | Adanya kesenjangan gender | Kurangnya peran | Pengarusutamaa gender
di bidang politik dan ekonomi | perempuan dalam | pemberdayaan perempuan
pembangunan belum menjadi mainstream bagi

Kabupaten/Kota

seluruh OPD dan Pemeritah
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No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Kurangnya kapasitas

perempuan dalam bidang

ekonomi dan politik

Kurangnya
peningkatan kualitas keluarga
yang responsif gender

optimalnya

Belum optimalnya kinerja dan
lembaga masyarakat
partisipasi
pemberdayaan

jejaring
serta masyarakat
dalam
perempuan dan peningkatan
yang

kualitas keluarga

responsif gender

Belum optimalnya ketersediaan
data
pemberdayaan perempuan

dan informasi

Masih

rendahnya

pelaksanaan kebijakan PUG

Tingkat
perempuan

Partisipasi

dalam
bidang pembangunan
masih rendah

Masih lemahnya kelembagaan
PUG
penganggaran,

dalam perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi
kebijakan dan pembangunan

yang responsif gender

Belum

optimalnya

pemenuhan hak anak melalui

pemenuhan
Kabupaten/Kota

indikator
layakAnak

di kabupaten/Kota

Belum optimalnya
kabupaten/kota

memenuhi capaian
indikator pemenuhan

hak anak >500

hak
belum menjadi mainstream bagi

Pengarusutamaan anak

Lembaga pemerintah,

nonpemerintah, dan  dunia

usaha

Kurangnya optimalnya
peningkatan kualitas keluarga

yang responsife hak anak

Belum optimalnya partisipasi
anak dalam pembangunan

Belum optimalnya kinerja dan
jejaring Lembaga masyarakat
serta

partisipasi masyarakat

dalam peningkatan kualitas
hidup anak dan keluarga yang

responsife hak anak
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kemasan produk hasil

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan
data dan informasi pemenuhan
hak anak

4 | Tingginya jumlah korban | Korban kekerasan | Belum optimalnya upaya
kekerasan terhadap | terhadap  perempuan | pencegahan kekerasan
perempuan dan anak dan anak masih tinggi | terhadap perempuan dan anak

Dan anak kelompok rentan
sebagai upaya penguarngan
resiko

Belum  optimalnya  kualitas
layanan Lembaga  penyedia
layanan penanganan korban
kekerasan terhadap perempuan
dan anak

5 Belum optimalnya | Pemerintah daerah | Belum tersusunnya GDPK 5
perencanaan dan | baru menyusun GDPK | (lima) Bidang di Tingkat
pelaksanaan pembangunan | 1 (satu) Bidang | Provinsi
kependudukan. sedangkan amanat dari

Perpres 153 Tahun

2014 menyusun GDPK

S (lima) Bidang
Belum tersosialisasikan GDPK 5
(lima) Bidang
Belum termanfaatkannya
GDBK di Tingkat Provinsi
Belum semua satuan
pendidikan jenjang SMA/SMK
membentuk  Sekolah  Siaga
Kependudukan (SSK)

6 Angka kelahiran total (TFR) | Capaian Contraceptive | Kurangnya Komunikasi,

Jawa Tengah masih tinggi. Prevalensi rate (CPR) | Informasi dan Edukasi (KIE)
masih  rendah, DO | pada masyarakat karena
tinggi, KB MKJP | keterbatasan jumlah tenaga
masihrendah penyuluh KB dilapangan,
kurangnya motivasi dan
ketrampilan Kader (PPKBD, Sub
PPKBD dalam  memberikan
KIE), kurangnya dukungan
mitra kerja dalam penggerakan
program KB.

7 | Belum optimalnya fungsi | Pembinaan  terhadap | Masih kurangnya kualitas
kelompok  Trbina dalam | kader kelompok | Sumber Daya Manusia (SDM)
peningkatan Ketahanan | Tribina belum optimal kader kelompok Tribina
Keluarga

8 | Belum optimalnya Kelompok | Kurangnya akses | Kurangnya jiwa kewirausahaan
UPPKS dalam peningkatan | sumber  permodalan, | yang dimiliki oleh anggota
kesejahteraan keluarga kualitas produksi | kelompok UPPKS

pemasaran dan
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

anggota UPPKS

9 | Belum optimalnya tata kelola | Belum optimalnya Belum optimalnya layanan
organisasi perangkat daerah kualitas pelayanan administrasi perkantoran,
perangkat daerah sarana prasarana, informasi

publik kepegawaian dan
keuangan perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD
adalah Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetep Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan

fungsi perangkat daerah adalah berdikari dan sejahtera yang berarti

mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat dan berdiri sendiri
dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka
menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup

untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas

sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja

untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih

berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dengan Program Kerja antara lain :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,
anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji;
Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;
Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes
dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;

s

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani
serta melindungi kepentingan nelayan;

7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan
bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8. Pembukaan kawasan industry baru dan rintisan pertanian
terintegrasi;

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB
dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan
difabel,;
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10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah
kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung
pencapaian misike 3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan
membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran “melalui kegiatan yang mendukung penanggulangan
kemiskinan sebagai berikut :

» Penyediaan Basic Life Acces, melalui fasilitasi layanan KB MKJP bagi
keluarga pra sejahtera guna peningkatan kesertaan KB;
» PenguatanSustainable Livelihood
- Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan
indeks pemberdayaan perempuan;
- Penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dalam upaya penurunan keluarga pra sejahtera.

Selain itu juga mendukung misi ke 4 (empat) yaitu “Menjadikan
rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan
mencintai lingkungan” utamanya pada tujuan ke 1 yaitu “membangun
sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, sasaran ke 3
yaitu “meningkatnya akses dan kualitas hidup serta perlindungan
terhadap perempuan dan anak dan kesetaraan gender” melalui
pelembagaan PUG guna peningkatan kesetaraan dan keadilan gender,
pelembagaan PUHA  guna  peningkatan pemenuhan  indikator
kabupaten/kota layak anak dan pengembangan provinsi layak anak,
peningkatan partisipasi anak, peningkatan kualitas keluarga yang
responsif gender dan hak anak, peningkatan kualitas perlindungan
perempuan dan anak, peningkatan ketahanan keluarga yang didukung
partisipasi masyarakat dan pengelolaan data yang baik, serta peningkatan
peran serta kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL).

Sedangkan Program Kerja Gubernur terpilih yang didukung antara
lain :

- Program kerja ke 1

e Pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, melalui kegiatan
pemberdayaan perempuan, sub kegiatan pendidikan politik bagi
perempuan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang
demokrasi dan pemilu kepada perempuan guna peningkatan
pemahaman peran perempuan dalam politik dan perlunya wakil
perempuan dalam legislatif.

e Pelatihan gender, melalui kegiatan pelembagaan PUG dan
peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender, fokus pada
pelatihan penyusunan PPRG, penguatan tim driver provinsi dan
kabupaten/kota dan pelatihan PUG bagi siswa SMA/SMK dengan
tujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan tentang
gender kepada lembaga pemerintah dan siswa SMA/SMK guna
peningkatan indeks pembangunan gender di Jawa Tengah.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat
dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.
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Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah
Visi, Misi, dan Tupoksi Faktor
No Program Perangkat Permasalahan
Kepala Daerah Daerah Penghambat dan Pendorong
1 | Visi: Tugas Adanya e Strategi e Adanya komitmen
Jawa Tengah Perangkat kesenjangan pengarusutamaan| kepala daerah untuk
Berdikari dan Daerah : gender di bidang gender dan meningkatkan
Semakin Membantu politik dan pemberdayaan pengarusutamaan
Sejahtera Gubernur ekonomi perempuan belum| gender dan
Mboten melaksanakan menjadi Pemberdayaan
Korupsi, urusan mainstream bagi Perempuan
Mboten Ngapusi | pemerintahan seluruh OPD dan
bidang Pemerintah e Mulai tumbuh
pemberdayaan Kabupaten/Kota kesadaran bagi
Misi 3 : perempuan ¢ Kurangnya perempuan untuk
Memperkuat dan kapasitas mengajukan diri
kapasitas perlindungan perempuan dan sebagai calon
ekonomi rakyat |anak, dan terbatasnya legislatif
dan membuka bidang finansial
lapangan kerja | pengendalian menjadikan
untuk penduduk dan ketakutan
mengurangi keluarga perempuan
kemiskinan dan |berencana dalam pengajuan |e Mulai tumbuhnya
pengangguran yang menjadi diri sebagai calon kesadaran pemilih
kewenangan legislatif perempuan untuk
Misike 4 : Daerah dan e Kurangnya minat menjaga
Menjadikan tugas masyarakat suara/kebutuhan
rakyat Jawa pembantuan dalam memilih perempuan
Tengah lebih yang caleg perempuan diperhatikan dalam
sehat, lebih ditugaskan dikarenakan pengambilan
pintar, lebih kepada Daerah kurangnya kebijakan
berbudaya dan pengetahuan ¢ Meningkatnya
mencintai Fungsi perempuan di kesadaran
lingkungan Perangkat bidang politik perempuan untuk
Daerah : berwirausaha baik
Program Kerja Perumusan, perorangan maupun
ke 1: pelaksanaan, berkelompok,
Sekolah tanpa evaluasi dan e Rendahnya dengan tetap
sekat,pelatihan | pelaporan kesempatan menjaga dan
tentang kebijakan kerja/ mendampingi anak
demokrasi dan | bidang berwirausahan di rumah
pemilu,gender, | kualitas hidup bagi perempuan
antikorupsi dan | dan e Telah diundangkan
magang perlindungan Perdadan Pergub
gubernur untuk | perempuan, tentang
siswa pemenuhan Pembangunan
SMA/SMK; hak dan Ketahanan Keluarga
perlindungan
Program kerja anak,
ke 4 : pengendalian
Satgas penduduk dan | Rendahnya e Belum adanya
kemiskinan, keluarga pemahaman implementasi
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Visi, Misi, dan Tupoksi Faktor
No Program Perangkat Permasalahan
Kepala Daerah Daerah Penghambat dan Pendorong
bantuan desa, sejahtera, pembangunan kebijakan e Adanya komitmen
rumah keluarga keluarga dalam pembangunan para pengambil
sederhana layak | berencana, mewujudkan keluarga untuk kebijakan di
huni advokasi dan kesetaraan mewujudkan kabupaten/ kota
komunikasi, gender di kesetaraan dan dalam pemenuhan
informasi dan | provinsi dan keadilan gender hak anak
edukasi, data kabupaten/kota tingkat daerah e Adanya kewenangan
dan partisipasi provinsi dan provinsi dalam UU
masyarakat kabupaten/kota No. 23 Tahun 2014
untuk pelembagaan
Belum Rendahnya PUHA pada
optimalnya kabupaten/kota lembagapemerintah,
pemenuhan hak yang non pemerintah dan
anak melalui menerapkan dunia usaha
pemenuhan kebijakan
indikator afirmatif e Telah diundangkan
Kabupaten /Kot pemenuhan hak Perdadan Pergub
a Layak Anak di anak tentang
kabupaten/kota Rendahnya Pembangunan
program kegiatan Ketahanan Keluarga
yang responsif
hak anak di
provinsi dan
kabupaten/ kota
e Adanya komitmen
Kepala Daerah dan
kerjasama dengan
pemprov lainnya dan
instansi lain dalam
pencegahan dan
penanganan
kekerasan terhadap
Rendahnya Belum adanya perempuan dan
pemahaman implementasi anak
pembangunan kebijakan
keluarga dalam pembangunan
mewujudkan keluarga untuk
hak anak di mewujudkan
provinsi dan hakanak tingkat
kabupaten/kota daerah provinsi
dan
kabupaten/kota
Tingginya Belum
jumlah korban optimalnya
kekerasan upaya
terhadap pencegahan
perempuan kekerasan
dananak terhadap
perempuan dan
anak
Terbatasnya

jumlah tenaga
layanan terlatih
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No

Visi, Misi, dan
Program
Kepala Daerah

Tupoksi
Perangkat
Daerah

Permasalahan

Faktor

Penghambat dan Pendorong

Belum
tersedianya
data informasi
gender dan
anak sesuai
ketentuan yang
berlaku

Belum
optimalnya
kinerja dan
jejaring lembaga
masyarakat

dan sarana dan
prasarana
pelayanan
terpadu provinsi
dan
kabupaten/kota
Belum
optimalnya
kinerja lembaga
penyedia layanan
dan partisipasi
masyarakat
dalam
perlindungan
perempuan dan
anak

Belum
optimalnya
sistem
perlindungan
anak (termasuk
sistem hukum,
kebijakan serta
pelaksanaannya)
Kurangnya
pemahaman bagi
keluarga dalam
pemenuhan hak
anak

Belum
optimalnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pencegahan dan
penanganan
kekerasan
terhadap anak

Pengumpulan
data lintas sector
belum
tersinkronisasi

Kurangnya
advokasi
penggerakan
lembaga
masyarakat
dalam

Sistem aplikasi
gender dan anak
telah mulai
disinkronisasikan
dengan data
adminduk

Adanya komitmen
dan dukungan
lembaga
masyarakat/ormas
perempuan dan
anak dalam
pemberdayaan
perempuan serta
peningkatan
kualitas hidup anak
dan keluarga
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Visi, Misi, dan Tupoksi Faktor
No Program Perangkat Permasalahan

Kepala Daerah Daerah Penghambat dan Pendorong
dalam pemberdayaan
pemberdayaan perempuan,
perempuan, peningkatan
peningkatan kualitas keluarga
kualitas untuk
keluarga untuk mewujudkan

mewujudkan
keadilan dan
kesetaraan
gender dan
pemenuhan hak
anak, serta

keadilan dan
kesetaraan
gender dan
pemenuhan hak
anak, serta
peningkatan

peningkatan kualitas hidup

kualitas hidup anak

anak

Belum Belum adanya Telah disusunnya
optimalnya kebijakan kebijakan bonus
implementasi pengendalian demografi daerah

program KKBPK

Menurunnya
angkaContracep
tive Prevalence
Rate (CPR) dan
tingginya
unmetneed

penduduk di
provinsi dan
kabupaten/kota
Belum adanya
pengintegrasian
program
kependudukan di
SMA/SMK
sehingga
Program KKBPK
kurang optimal
Belum
optimalnya
penyediaan data
kependudukan
dan keluarga
berencana (KB)
sebagai bahan
kajian/analisis
kebijakan
perencanaan
pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

Kurangnya
pemahaman PUS
dalam
penggunaan alat
kontrasepsi
MKJP dan
tingginya PUS
yang tidak ingin
punya anak lagi

DukunganKepala
Daerah dalam
pemberian
pengetahuan
kepadasiswa
SMA/SMK

Telah disusunnya
dokumen pemetaan
perkiraan
pengendalian
penduduk dan
analisa dampak
kependudukan
mulai tiap tahun
mulai tahun 2017
dan 2018

Komitmen dan
dukungan Kepala
Daerah dalam
mendukung program
KB sebagai salah
satu upaya
penanggulangan
kemiskinan
Sebagian PPKBD
telahterlatih
program KB
sehingga dapat
membantu PLKB
dalam penyuluhan
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Visi, Misi, dan Tupoksi Faktor
No Program Perangkat Permasalahan
Kepala Daerah Daerah Penghambat dan Pendorong
dan ingin anak kepada masyarakat
ditunda, tidak
ber KB karena
kurangnya
pemahaman dan
takut efek
samping
Semakin
berkurangnya e Komitmen dan
jumlah tenaga dukungan Kepala
penyuluh Daerah dalam
lapangan mendukung program
keluarga KB sebagai salah
berencana satu upaya
(PLKB/PKB) di penanggulangan
kabupaten/kota kemiskinan
(rata-rata 1 : 4
desa/kelurahan)
Belum
optimalnya Kurangnya ¢ Komitmen dan
peran advokasi dukunganKepala
organisasi penggerakan Daerah dalam
masyarakat dan organisasi mendukung
jejaring masyarakat dan pemberdayaan
kelembagaan jejaring keluarga sebagai
keluarga kelembagaan salah satu upaya
berencana keluarga penanggulangan
dalam berencana dalam kemiskinan
mendukung mendukung
program program
keluarga keluarga
berencana berencana
Banyaknya Belum
jumlah keluarga optimalnya
pra sejahtera partisipasi

keluarga pada
kelompok BKB,
BKL, BKR dalam
mendukung
ketahanan
keluarga
Belumoptimalnya
peran aktif
Tribina (BKB,
BKR, BKL) di
kabupaten/kota
Kurangnya
pemahaman
remaja tentang
kesehatan
reproduksi,
penyakit menular
seksual, NAPZA

e Komitmen dan
dukungan Kepala
Daerah dalam
mendukung
pemberdayaan
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Visi, Misi, dan Tupoksi Faktor
No Program Perangkat Permasalahan
Kepala Daerah Daerah Penghambat dan Pendorong

dan HIV/AIDS, keluarga sebagai
serta perkawinan salah satu upaya
usia dini penanggulangan
Belum kemiskinan
optimalnya peran
aktif kelompok
UPPKS dalam
mendukung
kesejahteraan
keluarga
Kurangnya

Belum advokasi

optimalnya penggerakan

peran organisasi

organisasi masyarakat dan

masyarakat dan jejaring

jejaring kelembagaan

kelembagaan keluarga

ketahanan dan berencana dalam

pemberdayaan mendukung

ekonomi program

keluarga dalam pembangunan

mendukung keluarga

program

pembangunan

keluarga

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L
3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 - 2024

Berkepribadian

Dalam RPJMN tahun 2020-2024, dalam mendukung visi
Presiden “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berlandaskan

Gotong-Royong”,

Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki

tujuan sebagai berikut:

1.

Meningkatkan
perempuan,;

kesetaraan

Gender

dan

pemberdayaan

MeningkatkanPemenuhan Hak Anak;

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga
dalam Pembangunan PPPA ;

Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan
termasuk TPPO;

Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak;

Mewujudakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di
KemenPPPA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor

penghambat dalam pencapaian sasaran Perubahan Renstra
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 - 2024

Tujuan dan

Faktor

Tupoksi Permasalahan
Sasaran Renstra
No Kementerian Perangkat Pelayanan Penghambat dan Pendorong
Daerah Perangkat Daerah
PPPA
1 Tujuan : Tugas Perangkat
Meningkatkan Daerah :

kesetaraan Membantu

Gender, Gubernur

Pemberdayaan melaksanakan

Perempuan dan |urusan

Perlindungan Hak | pemerintahan

Perempuan; bidang

dengan sasaran : pemberdayaan

a. Meningkatnya |perempuan dan e [IPG meningkat |e Pelaksanaan Adanya
kualitas hidup |perlindungan namun belum Perencanaan komitmen
dan Peran | anak, dan bidang pada kondisi dan kepala
Perempuan pengendalian ideal sebesar penganggaran daerah untuk
dalam penduduk dan 100 responsif meningkatka
Pembangunan keluarga e IDG dan gender belum n

kompositnya optimal. Pemberdayaa
bersifat e Terbatasnya n Perempuan
fluktuatif anggaran
Namun
cenderung
meningkat tiap
tahun
2 Tujuan :

Meningkatkan

Pemenuhan  Hak

Anak; dengan

sasaran :

a. Meningkatnya Tejadinya o Terbatasnya Adanya
Kualitas berbagai praktik personil yang kerjasama
Tumbuh buruk yang melayani yang baik
Kembang Anak mengancam penanganan antara
dan Kapasitas hak-hak analk, kasus pemerintah
Kelembagaan seperti pekerja kekerasan daerah dan
Pemenuhan anak terhadap instansi
Hak serta perkawinan perempuan dan terkait
Perlindungan anak dan anak anak melalui SPT
Khusus Anak. berhadapan PPA

dengan hukum
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Tujuan dan

Faktor

Tupoksi Permasalahan
Sasaran Renstra
No Kementerian Perangkat Pelayanan Penghambat dan Pendorong
Daerah Perangkat Daerah
PPPA
e Keterbatasan
jumlah tenaga
layanan terlatih
dan sarana dan
prasarana
pendukung.
¢ Belum
optimalnya
peran
kelembagaan
perlindungan
hak perempuan.
3 Tujuan :

Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat dan

Kualitas Keluarga

dalam

Pembangunan

PPPA; dengan

sasaran :

a. Meningkatnya ¢ Kurangnya Pengetahuan e Adanya
Partisipasi partisipasi dan kepedulian komitmen
Masyarakat masyarakat organisasi kepala
dan Kualitas dalam masyarakat daerah untuk
Keluarga dalam Pemberdayaan dan LSM dalam mengembang
Pemberdayaan perempuan dan Pemberdayaan kan Kota
Perempuan dan perlindungan perempuan dan Layak Anak
Perlindungan anak perlindungan
Anak untuk anak masih
Mewujudkan kurang
kesetaraan
Gender dan
Pemenuhan
Hak Anak

4 Meningkatkan e Terjadinya

Perlindungan Hak berbagai praktik

Perempuan dari buruk yang

Kekerasan mengancam

termasuk TPPO; hak-hak anak,

dengansasaran : seperti pekerja

anak
perkawinan
anak, dan anak
berhadapan
dengan hukum
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Tujuan dan

Faktor

Tupoksi Permasalahan
Sasaran Renstra
No Kementerian Perangkat Pelayanan Penghambat dan Pendorong
Daerah Perangkat Daerah
PPPA

(ABH).

Munculnya

berbagai tindak

kekerasan

terhadap anak
Menurunnya e Terjadinya ¢ Adanya
segala bentuk berbagai praktik beberapa
kekerasan buruk yang organisasi
terhadap mengancam masyarakat
Perempuan hak-hak anak, dan LSM
diruang publik, seperti pekerja yang
domestik, tempat anak bergerak di
kerja, situasi perkawinan bidang
darurat kondisi anak, dan anak Pemberdayaa
khusus, dan berhadapan

n perempuan

peempuan korban dengan hukum dan
TPPO, serta (ABH). perlindungan
meningkatnya e Munculnya anak
layanan berbagai tindak
kekerasan
terhadap anak
5 Meningkatkan
Perlindungan
Khusus Anak;
dengan sasaran :
Meningkatnya Adanya
layanan bagi anak komitmen
korban kekerasan kepala
dan yang daerah untuk
memerlukan mengembang
perlindungan kan Kota
khusus Layak Anak
6 Mewujudkan Tata

kelola
Pemerintahan
yang Baik di
Kementerian PPPA;
dengan sasaran :

Meningkatnya Tata
Kelola
Pemerintahan

yang Baik di
Kemen PPPA

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024

Dalam RPJMN tahun 2020-2024, dalam mendukung visi

nasional “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong-Royong”,

Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tujuan
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untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya
penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan
Keluarga Berkualitas”.

Analisis permasalahan,

faktor pendorong dan faktor

penghambat dalam pencapaian sasaran Perubahan Renstra
BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

Telaahan Perubahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024

Tujuan dan . Permasalahan Sebagai Faktor
Tupoksi
No Sasaran Jangka Perangkat Pelayanan
Menengah Renstra Perangkat Penghambat Pendorong
Daerah
BKKBN Daerah

Tujuan : Tugas Perangkat

Mewujudkan Daerah :

keluarga Membantu

berkualitas, yaitu | Gubernur

keluarga tentram, | melaksanakan

mandiri dan |urusan

bahagia pemerintahan

Mengendalikan bidang

struktur penduduk | pemberdayaan

menuju penduduk | perempuan dan

tumbuh seimbang | perlindungan

(PTS) dengan | anak, dan

sumber daya | bidang

manusia yang | pengendalian

berkualitas penduduk dan

sehingga terwujud |keluarga

bonus demografi | berencana yang

yang bermanfaat | menjadikewenan Kurangnya e Komitmen dan

bagi pembangunan; | gan Daerah dan pemahaman dukungan

dengansasaran : tugas PUS Kepala Daerah
pembantuan dalampengguna dalam
yang ditugaskan analatkontrase mendukung
kepada Daerah psi MKJP program KB

karenatakutefe sebagai salah

Fungsi ksamping satu upaya
Perangkat Semakin penanggulanga
Daerah : berkurangnya n kemiskinan
Perumusan, jumlah tenaga |e Sebagian
pelaksanaan, penyuluh PPKBD telah
evaluasi dan lapangan terlatih
pelaporan keluarga program KB
kebijakan berencana sehingga dapat
bidang kualitas (PLKB/PKB) di membantu
hidup dan kabupaten/kot PLKB dalam
perlindungan a (rata-rata 1 : penyuluhan
perempuan,
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Tujuan dan . Permasalahan Sebagai Faktor
Tupoksi
Sasaran Jangka Pelayanan
No Perangkat
Menengah Renstra Perangkat Penghambat Pendorong
Daerah
BKKBN Daerah
1 Menurunnya angka | pemenuhan hak 4 desa/ kepada
kelahiran total dan kelurahan) masyarakat
(Total Fertility perlindungan e Belum Komitmen dan
Rate/TFR) .
anak, optimalnya dukungan
pengendalian peran Kepala Daerah
penduduk dan organisasi dalam
2 Meningkatnya keluarga e Menurunnya masyarakat mendukung
angka p}‘evalensi sejahtera, angka dan jejaring pemberdayaan
pemakaian keluarga Contraceptive kelembagaan keluarga
kontrasepsi modern >
(modern berencana, Prevalence keluarga sebagai salah
Contraceptive advokasi dan Rate (CPR) berencana satu upaya
Prevalence komunikasi, dalam penanggulanga
Method/mCPR informasi dan mendukung n kemiskinan
program
3 Menurunnya e Bertambahny keluarga
kebutqhalil ber-KB a persentase berencana.
yang tida unmetneed
terpenuhi (unmet e Menurunnya
need) peran aktif
Tribina (BKB,
4 Menurunnya angka ¢ Rendahnya BKR, BKL) di
kelahiran menurut kesertaan KB kabupaten/ kot
kelompok umur 15- an
19 tahun (Age yang a
Specific Fertility menggunakan |e Belum
Rate/ASFR 15-19) alat optimalnya
kontrasepsi peran aktif
MKJP kelompok
S Meningkatnya edukasi, data e Tingginya UPPKS dalam
Indeks dan partisipasi drop out KB mendukung
Pembangunan masyarakat kesejahteraan
Keluarga
keluarga
6 Meningkatnya
Median Usia Kawin
Pertama (MUKP)
perempuan
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang,

Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima

tahun kedepan perangkat

daerah

tidak melaksanakan kegiatan

57




pembangunan gedung fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh
terhadap pola, fungsi ruang dan dampak lingkungan, sehingga Perubahan
Renstra Perubahan ini tidak memiliki subtansi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tabel 3.5
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD
Kebijakan FaktorPengham
. Permasalah
No | RTRW/KLH Tupoksi Perangkat Daerah an bat dan
S Pendorong
I RTRW Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur
Pola ruang | melaksanakan urusan pemerintahan bidang NIHIL NIHIL
dan struktur | pemberdayaan perempuan dan perlindungan analk,
ruang RTRW |dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana
Program NIHIL NIHIL
indikatif
II KLHS
Permasalaha NIHIL NIHIL
n dan Isu
Strategis
Skenario NIHIL NIHIL
dan
Rekomendas
i
Kebijakan Faktor
. Permasalah
No | RTRW/KLH TupoksiPerangkat Daerah Penghambat
S an dan Pendorong
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Fungsi Perangkat Daerah :
Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga
sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan
komunikasi, informasi dan edukasi, data dan
partisipasi masyarakat
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya

yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu

strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan

metode Focussed Group Discussion

(FGD).

Berdasarkan hasil FGD

ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai

berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

a. Peningkatan kesetaraan gender;

b. Pemenuhan

hak anak melalui

Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;

pemenuhan

indikator
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c. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak
perdagangan orang;
2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Peningkatan kesertaan keluarga berencana;
b. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
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1.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh
perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta
kualitas perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana

b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target

sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.1

Tahun 2018 - 2023

No

Tujuan

Sasaran

Indikator
Kinerja
Tujuan dan
Sasaran

Kondisi Awal

Target Kinerja Sasaran

2017 | 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi
Akhir

Meningkatkan
kesetaraan
gender dan
pemenuhan
hak

serta kualitas

anak

perlindungan
perempuan
dan anak

IDG (Index
Pemberdayaa
n Gender)

75.10 | NA

75.12

75.14

72.60

72.62

72.70

72.70

Presentase
Implementasi
Pengarusuta
maan Gender
dalam
Pembangunan
di Pemerintah
Daerah

NA NA

NA

NA

NA

34.27

34.30

34.30

Persentase
Kab/Kota
Menuju Layak
Anak

60 82.86

82.86

85.71

100

91.43

100

100

Rasio
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

8.51
per
100.00

8.44
per
100.0

8.37
Per
100.0
00

8.29
Per
100.0
00

8.22
Per
100.0
00

8.15
Per
100.0
00

8.07
Per
100.0
00

8.07
Per
100.00
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Indikator

Kondisi Awal

Target Kinerja Sasaran

. Kinerja Kondisi
No Tujuan Sasaran . ]
Tujuan dan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir
Sasaran
. Meningkat | Sumbangan 34.13 | NA 34.18 | 34.21 | 34.24 NA NA NA
nya peran |perempuan
perempua dalam
n dan hak |pendapatan
anak kerja
dalam
Persentase NA NA NA NA NA 80 90 90
pembangu .
nan pemerintah
daerah yang
melaksanaka
n  kebijakan
PUG
Persentase 20 22.86 | 22.86 | 25.71 | 28.57 60 62,85 | 62,85
kabupaten /ko
ta yang
menerapkan
kebijakan
afirmatif
pemenuhan
hak anak
. Menurunn |Rasio kasus| 7.24 8.20 8.16 8.13 8.09 8.05 8.02 8.02
ya kasus |kekerasan per per per per per per per per
kekerasan terhadap 100.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.00
terhadap perempuan 0 00 00 00 00 00 00 0
perempua dan anak
n dan
anak
2 | Mewujudkan Angka 2.30 2.30 2.26 | 2.24 2.30 2.20 | 2.19 2.19
keluarga kecil Kelahiran
berkualitas Total (Total
Fertility
Rate/TFR)
. Meningkat |Angka 76.89 | 73.69 | 74.00 | 74,75 | 75.25 | 64,76 | 65,17 | 65,17
nya pemakaian
kesertaan kontrasepsi/
Keluarga CPR
Berencana
. Meningkat | Persentase 22.14 NA 21.64 | 21.14 | 20.64 NA NA NA
nyaketaha |Keluarga Pra
nan dan | Sejahtera
kesejahter
aan Indeks NA NA NA NA NA 54,38 | 56,29 | 56,29
keluarga Pembangunan
Keluarga
3 | Meningkatkan Nilai NA NA 70 74 77 80 85 85
tata kelola Kepuasan
organisasi Masyarakat
perangkat
daerah
. Meningkat | Nilai NA NA 70 74 77 80 85 85
nya Kepuasan
kualitas Masyarakat
pelayanan
perangkat
daerah
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Indikator Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran
. Kinerja Kondisi
No Tujuan Sasaran . ]
Tujuan dan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir
Sasaran
. Meningkat |Nilai = SAKIP| 71.05 | 78.48 | 78.50 | 78,85 | 78,54 | 79,05 | 79,10 | 79,10
nya Perangkat
akuntabilit | Daerah
as kinerja
perangkat
daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi
Strategi yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah
sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan;

2) Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi;

3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender;

4) Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsive hak anak;

6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan;

7) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat
peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;

8) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak;

9) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

10) Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan
sebagai upaya pengurangan risiko;

11) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

12) Meningkatkan kesertaan KB MKJP;

13) Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan
KIE pengendalian penduduk dan KB;

14) Meningkatkan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk;

15) Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK;

16) Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan
pengendalian penduduk serta data kependudukan;

17) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam
program KB;

18) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif
Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung
ketahanan remaja;

19) Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam
mendukung kesejahteraan keluarga;

20) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam
pembangunan keluarga;

21) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana
kantor, informasi public kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;

22) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat
daerah.

23) Meningkatkan  kapasitas/keterampilan bagi perempuan untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
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4.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran adalah sebagai berikut:

ok b=

Peningkatan keluarga sejahtera;

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB;

Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah;

Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Perubahan Renstra PD Tahun 2018 - 2023

Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan,

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Meningkatka | Meningkatkan peran | Meningkatkan |Meningkatkan |Mewujudkan
n daya saing|perempuan dan Hak |kesejahteraan |kesetaraan kesejahteraan
perempuan |Anak dalam | perempuan, gender dan hak|perempuan,
dan anak | pembangunan serta | anak dan |anak serta | anak dan
serta kesertaan KB dan | keluarga mengendalikan |keluarga yang
kesertaan Pemberdayaan Keluarga |didukung angka kelahiran |setar dan
KB dan |menuju Kesejahteraan | peran guna berkualitas.
Keluarga Perempuan, Anak dan |perempuan mewujudkan
Sejahtera Keluarga dan anak |kesejahteraan
menuju dalam permpuan dan
Kesejahteraa pembangunan |anak serta
n serta keluarga  kecil
Perempuan, kesertaaan KB |berkualitas.
Anak dan dan ekonomi
Keluarga keluarga yang

semakin

mantap
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Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan kesetaraan | a. Meningkatnya peran | 1) Meningkatkan
gender dan pemenuhan hak perempuan dan hak kapasitas bagi
anak serta kualitas anak dalam perempuan melalui
perlindungan perempuan dan pembangunan pemberdayaan
anak 2) Meningkatkan
pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
lembaga  pemerintah
tingkat Daerah Provinsi
3) Meningkatkan kualitas
keluarga yang
responsif gender
4) Meningkatkan
pelembagaan
pemenuhan hak anak
pada lembaga
pemerintah, non
pemerintah, dan dunia
usaha
5) Meningkatkan kualitas
keluarga yang
responsif hak anak
6) Meningkatkan
pelibatan anak dalam
proses pembangunan
7) Meningkatkan
penguatan dan
pengembangan
lembaga  masyarakat
peningkatan  kualitas
hidup perempuan,
anak dan keluarga
8) Meningkatkan
pengelolaan sistem
data gender dan anak
b. Menurunnya kasus |1) Meningkatkan upaya
kekerasan terhadap pencegahan
perempuan dan anak kekerasan  terhadap
perempuan dan anak
2) Meningkatkan
perlindungan hak
perempuan dan anak
kelompok rentan
sebagai upaya

pengurangan risiko
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Tujuan

Sasaran

Strategi

3) Meningkatkan
kualitas layanan
korban
terhadap

perempuan dan anak

penanganan
kekerasan

Mewujudkan keluarga kecil

berkualitas

a. Meningkatnya kesertaan
Keluarga Berencana

1) Meningkatkan
kesertaan KB MKJP

2) Meningkatkan
penggerakan KB
bersama
dan pengembangan KIE
pengendalian penduduk
dan KB

3) Meningkatkan
pemaduan
pengendalian penduduk

4) Mengintegrasikan
pendidikan
kependudukan di
SMA/SMK

S5) Meningkatkan
ketersediaan dokumen
informasi dan pemetaan

mitra kerja

kebijakan

pengendalian
pendudukserta data
kependudukan

6) Meningkatkan peran
serta organisasi

masyarakat dan mitra
kerja dalam program
KB

b. Meningkatnya
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

1) Meningkatkan

ketahanan keluarga
melalui keterlibatan
dan peran aktif Tribina
(BKB, BKR, BKL) dan
peran PIK KRR dalam

mendukung ketahanan

remaja;
2) Meningkatkan peran
aktif dan penguatan

kelompok UPPKS dalam

mendukung

kesejahteraan keluarga;
3) Meningkatkan peran
serta organisasi
masyarakat dan mitra

kerja dalam

pembangunan keluarga
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Tujuan

Meningkatkan tata kelola
organisasi perangkat daerah

Sasaran Strategi
a. Meningkatnya kualitas |1) Meningkatkan layanan
pelayanan perangkat administrasi
daerah perkantoran, sarana
prasarana kantor,
informasi public
kepegawaian, dan
keuangan perangkat
daerah
b. Meningkatnya 1) Meningkatkan
akuntabilitas kinerja kualitas dokumen
perangkat daerah perencanaan dan
kinerja perangkat
daerah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan
Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai
berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1. Kegiataan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga
pemerintah kewenangan provinsi.
1.1 Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan
PUG termasuk PPRG kewenangan Provinsi

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronissasi perumusan kebijakan

pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG

kewenangan Provinsi

1.4 Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

kewenangan Provinsi

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi pada Ormas kewenangan Provinsi
2.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi
2.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga
untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan
Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya lintas daerah Kab/Kota
2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyedia Layanan Komprehensif bagi
Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan
Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup daerah Provinsi dan lintas
Daerah Kabupaten Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender
dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
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D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah,
dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

1.1

1.2

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub  Kegiatan Koordinasi dan = Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Provinsi

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

2.1

2.2

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan
para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1.1

1.2

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

2.1

2.2

Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

3.1

3.2

3.3

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan
Sarana dan Prasarana bagi Layanan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam
Situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
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3.4

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas daerah
Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para
pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

1.1

1.2

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak Kewenangan Provinsi

2. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi

2.1

2.2

2.3

2.4

Sub Kegiatan Penyediaan layanan anak yang memerlukan
perlindungan khusus kewenangan provinsi

Sub  Kegiatan Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak
Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.1

3.2

3.3

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jeajaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

G. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk

1.1

1.2
1.3

Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi
terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)

Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatana GDPK tingkat Provinsi

Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-
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MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok
Kegiatan Masyarakat.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
Provinsi

2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga

H. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.1  Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan
Konseling Kesehata Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi Sesuai
dengan Kearifan Budaya Lokal

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK
Melalui Mitra Kerja

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

1. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan
Keluarga dan Remaja

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.1 Sub Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga
Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),
Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

J. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
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1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

1.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

1.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.9 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

1.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas
dan Fungsi

1.4 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.5 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perijinasn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

1.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

1.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020

Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
P d Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka
. rogram dan .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan g
Penanggung
Realis | oo oo Realisasi | p . Jawab
Target asi Target Target
P an Rp ( P P an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja tooad
s . Realisas Realisasi
a Kinerj i) a )
a
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Angka 75.12 74,03 - 75.14 72,18 - DP3AP2KB Jateng
kesetaraan gender Gender (IDG)
dan pemenuhan hak
anak serta kualitas
perlindungan
perempuan dan anak
Persentase Kab/Kota % 82.86 91,43 - 85.71 91,43 -
Menuju Layak Anak
Rasio kekerasan Per 100,000 8.37 8,25 - 8.29 8,99 -
terhadap perempuan
dan anak
Meningkatnya peran Sumbangan % 34.18 34,28 - 34.21 34,31 -
perempuan dan hak perempuan dalam
anak dalam pendapatan kerja
pembangunan
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
s, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
a i) )

-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Persentase kabupaten/kdfa 22.86 54,28,86 54,28 25.71- 25,7154,28 | 54,28 - 28.57 31.43
yang menerapkan kebijhkan
afirmatif pemenuhan hgk anak

Rasio kasus kekerasan Per 100.000 7.10 7.78 - 7.03 8.49 -
terhadap perempuan

dan anak

Angka kelahiran total ( 2.26 2.23 - 2.24 2.23 -
Total ferilate Rate/TFR

Angka pemakain 77.00 73.48 - 77.25 73.26 -
kontrasepsi ( CPR)
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . : . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Presentase Keluarga 21.64 22.00 - 21.14 22.25 -
Pra seajahtera
Nilai Kepuasan 70 80.25 - 74 81.75 -
Masyarakat
Nilai SAKIP Perangkat 78.50 84.23 - 78.85 84.60 -
Daerah
Peningkatan Kualitas 9.305.58 Bidang
Hidup Perempuan Dan 5.940 3.164.97 | Pemenuhan Hak
Anak 6.100 | dan
Perlindungan
Anak; Bidang
Data dan
Partisipasi
Mayarakat;
Bidang Kualitas
Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
s, Realisas Realisasi
a Kinerj i) a )
a
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Persentase % 25 30 - 30 30 -
peningkatan
perempuan yang
mendapatkan
pendampingan menjadi
pelaku usaha ekonomi
Persentase % 80 88,57 - 88,57 88,57 -
kabupaten/kota
menuju layak anak
tingkat pratama
tingkat madya dan
tingkat nindya
Persentase data dan % 83.33 - 83.33 -
informasi PPPA yang
tersedia
Pemberdayaan Perempuan Kabupat
5.475.80 1.579.06 en
2.850 6.000 Cilacap
Kabupat
en
Kebume
n dan
Kabupat
en
Sragen
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah perempuan Orang 30 60 - 25 30 -
yang telah
mendapatkan
pendampingan menjadi
pelaku usaha ekonomi
Jumlah perempuan Orang 20,700 | 20,700 - 3.450 3.389 -
yang mempunyai hak
memilih dalam pemilu
mendapatkan
pengetahuan politik
Pelembagaan PUG dan 768.572. 31.318.5 Provinsi
Peningkatan Kualitas 000 500 Jawa
Keluarga yang Responsif Tengah
Gender

78




Tujuan

Sasaran

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan

Sasaran Program,
Kegiatan, Sub
Kegiatan

Satuan

Pendanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka

2019

2020

Target
Kinerj

Realis
asi
Target
Kinerj

Pendana
an Rp (
Realisas

i)

Target
Kinerj

Realisasi
Target
Kinerja

Pendana
an Rp (
Realisasi

)

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

2

4

9

-10

-11

-12

Jumlah Perangkat
Daerah Provinsi dan
kabupaten/kota yang
melaksanakan
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif Gender
(PPRG)

OPD

73

73

35

35

Persentase keluarga
yang berkonsultasi
peningkatan kualitas
keluarga dalam
mewujudkan
kesetaraan gender
terlayani

%

100

100

100

100

Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak dan Peningkatan
Kualitas Keluarga yang
Responsif Hak Anak

891.425.
000

323.480.
900

Bidang PHPA

Provinsi
Jawa
Tengah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah Kabupaten/Kota 28 31 - 29 31
Kabupaten/Kota 323.481.
Menuju Layak Anak 000
Tingkat Pratama
Tingkat Madya dan
Tingkat Nindya
Persentase keluarga % 100 100 - 100 100 -
yang berkonsultasi
peningkatan kualitas
keluarga dalam
mewujudkan hak anak
terlayani
Peningkatan Partisipasi 34 34 | 305.242. 34 35 91.587.0 Provinsi
Anak 900 000 Jawa
Tengah

Jumlah Forum Anak Lokasi 34 34 34 35
provinsi dan kab/kota 305.242. 91.587.0
yang terlibat proses 900 000
pembangunan
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
a Kinerj Rea‘hsas a Realisasi
o i) )

-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Penguatan dan 1.255.54 504.715. Provinsi
Pengembangan Lembaga 2.290 400 Jawa
Masyarakat Peningkatan Tengah
Kualitas Hidup Perempuan kota
Anak dan Keluarga semaran

g sragen
sukoharj
o
banyum
as

Jumlah lembaga Kelompok 5 5 - 5 10 -

masyarakat dalam

pemberdayaan

perempuan yang

dikuatkan dan

dikembangkan

Jumlah lembaga Kelompok 20 20 - 20 20 -

masyarakat dalam

peningkatan kualitas

hidup anak yang

dikuatkan dan

dikembangkan
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
a Kinerj Rea‘hsas a Realisasi
a i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah Lembaga Kelompok 30 30 - 30 30 -
masyarakat dalam
peningkatan kualitas
keluarga
Penyusunan data dan 609.000. 352.941. Provinsi
informasi PPA 900 3000 Jawa
Tengah
Jumlah laporan data Dokumen 5 5 - 5 -
dan informasi PPA
Menurunnya kasus Rasio kasus kekerasan Per 100,000 8.16 - 8.13 -
kekerasan terhadap terhadap perempuan
perempuan dan anak dan anak
Perlindungan Perempuan Bidang Kualitas
Dan Anak 3,103,35 7,581,30 | Hidup dan
5 0 | Perlindungan
Perempuan;
Bidang
Pemenuhan Hak
dan
Perlindungan
Anak
Rasio korban Per 100,000 5.87 5.89 - 5.81 -
kekerasan terhadap
perempuan
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
. : Realisas Realisasi
a Kinerj . a
a i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Rasio korban Per 100,000 12.76 12.44 - 12.66 -
kekerasan terhadap
anak
Pencegahan dan Advokasi 1.298.18 379.011. Provinsi
Penanganan Kekerasan 1.000 722 Jawa
Terhadap Perempuan Tengah
Jumlah kasus Kasus 1,007 1.024 997 980 379.011.
kekerasan terhadap 1.298.18 722
perempuan dewasa 1.000
Pencegahan dan Provinsi
Pengurangan Risiko 526.703. 233.320. Jawa
Kekerasan Terhadap Anak 300 500 Tengah
Jumlah kasus Kasus 1,198 1.106 | 526.703. 1,188 1074 233.320.
kekerasan terhadap 300 500
anak
Layanan penanganan 220.622. 190.225. Provinsi
korban kekerasan terhadap 805 532 Jawa
perempuan Tengah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
. : Realisas Realisasi
a Kinerj . a
a i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Persentase perempuan % 100 100 | 220.622. 100 100 190.225.
korban kekerasan yang 805 532
terlaporkan mendapat
layanan sesuai standar
Penguatan dan 270.484. Provinsi
Pengembangan Lembaga 000 238.708. Jawa
Layanan Perlindungan 000 Tengah
Perempuan
Jumlah lembaga Kelompok 8 8 | 270.484. 8 16
layanan perlindungan 000 238.708.
perempuan/pelayanan 000
terpadu korban
kekerasan terhadap
perempuan yang
difasilitasi penguatan
dan pengembangannya
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . : . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
. : Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Penguatan dan Provinsi
Pengembangan Lembaga 70.129.0 33.228.0 Jawa
Layanan Perlindungan 00 00 Tengah
Anak
Jumlah lembaga Kelompok 15 15 15 15
layanan perlindungan 70.129.0 33.228.0
anak/pelayanan 00 00
terpadu anak yang
memerlukan
perlindungan khusus
(AMPK) yang difasilitasi
penguatan dan
pengembangannya
Layanan penanganan % 100 100 255.405. Jawa
korban kekerasan terhadap 352.576. 300 Tengah
anak serta Anak 000
Berhadapan hukum (ABH)
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj i) a )
a
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Persentase anak % 100 100 - 100 100 -
korban kekerasan yang
terlaporkan mendapat
layanan sesuai standar
Mewujudkan Angka Kelahiran Total Angka 2.26 2.23 - 2.24 -
keluarga kecil (Total Fertility
berkualitas Rate/TFR)
Meningkatnya Angka pemakaian Angka 75.00 73.48 - 75.10 -
kesertaan Keluarga kontrasepsi/CPR
Berencana
Pengendalian Penduduk Bidang Data dan
dan Peningkatan Kesertaan 6,929,61 | Partisipasi
Keluarga Berencana 9.00 | Mayarakat;
Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Sejahtera;
Bidang Keluarga
Berencana
Advokasi dan
KIE

86



Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Persentase provinsi % 8.33 5.56 - 16.67 -
dan kabupaten/kota
yang memiliki
kebijakan
pengendalian kuantitas
penduduk
Persentase % 28 28.11 - 28.50 -
penggunaan
kontrasepsi jangka
panjang (MKJP)
Unmetneed KB % 12.75 13.03 - 12.25 -
Persentase organisasi % 100 100 - 100 -
masyarakat/mitra
kerja dalam program
KB tingkat daerah
provinsi yang aktif
Peningkatan kesertaan KB 3.498.88 319.867. 35
MKJP 0.500 000 Kab/Kot
a
Jumlah Peserta KB Orang 1.346. 3.498.88 1.370. 1.379.197 319.867.
MKJP 822 0.500 872 000
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )

-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Pemaduan Kebijakan Dan Provinsi
Pengintegrasian Pendidikan 637,880 251.396. Jawa
Kependudukan 000 Tengah

Jumlah kebijakan Dokumen 3 - 3 2 -
pengendalian
penduduk yang
disusun
Jumlah SLTA yang Lokasi 35 - 35 5 -
mendapat pengetahuan
pengendalian
penduduk
Pemetaan Pengendalian 320.588. Provinsi
Penduduk 189.585. 68 Jawa
000 Tengah
Jumlah dokumen Dokumen 2 189.585. 2 1 320.588.
informasi 000 68
kependudukan dan KB
tingkat provinsi
Penyediaan profil 6.150.00 Provinsi
kependudukan dan KB 27.750.0 0 Jawa
00 Tengah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah dokumen data Dokumen 1 27.750.0 1 1 6.150.00
kependudukan dan KB 00 0
tingkat provinsi yang
dipublikasikan
Penggerakan dan 739.544. Provinsi
Pengembangan KIE 1.659.66 000 Jawa
pengendalian penduduk 7.800 Tengah
dan KB
Jumlah PUS yang ingin | Orang 832,30 799,66 845.979 739.544.
anak ditunda dan tidak 3 1.659.66 4 000
ingin anak lagi tidak 7.800
berKB
Peningkatan Peran Serta 36.380.0 Provinsi
Organisasi Masyarakat dan 88.340.0 00 Jawa
Mitra Kerja dalam program 00 Tengah
KB
Jumlah ormas/mitra Kelompok 20 20 30 36.380.0
kerja yang 88.340.0 00
ditingkatkan peran 00
sertanya dalam
program KB
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . : . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
. : Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Meningkatnya Persentase Keluarga % 21.64 21.14
ketahanan dan Pra Sejahtera
kesejahteraan keluarga
Keluarga Sejahtera 1.035.06 546.665. | Bidang
9.000 950 | Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Sejahtera;
Bidang Data dan
Partisipasi
Mayarakat
Persentase kelompok % 96.10 - 96.15 -
tribina yang aktif
Persentase UPPKS % 89.75 - 89.90 -
yang aktif
Persentase ormas dan % 20 - 40 -
mitra kerja dalam
pembangunan
keluarga
Advokasi Ketahanan 761.507. 377.998. Provinsi
Keluarga 000 450 Jawa
Tengah
Jumlah kelompok Kelompok 26,723 761.507. 26,737 377.998.
Tribina yang aktif 000 450

90



Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Rea!ls Pendana Realisasi Pendana Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
s, Realisas Realisasi
a Kinerj i) a )
a
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Peningkatan Peran Serta - 44.120.0 Provinsi
Organisasi Masyarakat dan 00 Jawa
Mitra Kerja Dalam Tengah
Pembangunan Keluarga
Jumlah ormas/mitra Kelompok 2 2 44.120.0
kerja yang 136,800 00
ditingkatkan peran
sertanya dalam
program ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga
Advokasi Kesejahteraan 273.562. 124.547. Provinsi
Keluarga 000 500 Jawa
Tengah
Jumlah Kelompok Kelompok 15,379 15,404
UPPKS Yang aktif 273,568 718,880
Meningkatkan tata Meningkatnya kualitas Angka 70 - 74 -
kelola organisasi pelayanan perangkat
perangkat daerah daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Rea!ls Pendana Realisasi Pendana Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
a Kinerj Rea‘hsas a Realisasi
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Meningkatnya Angka 78.50 - 78.55 -
akuntabilitas kinerja
perangkat daerah
Meningkatnya kualitas Nilai Kepuasan Angka 70 - 74 -
pelayanan perangkat masyarakat
daerah
Manajemen Administrasi 3.816.48 2.606.29 | Dinas
Pelayanan Umum 7.827 2.463 | Pemberdayaan
Kepegawaian dan Perempuan
Keuangan Perangkat Perlindungan
Daerah Anak
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Persentase % 90 90 - 90 -
ketercapaian
pelayanan umum
kepegawaian dan
keuangan perangkat
daerah
Kegiatan Administrasi 291.520. 229.157. Provinsi
Pelayanan Keuangan 000 000 Jawa
Perangkat Daerah Tengah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah Laporan Dokumen 4 4 | 291.520. 4 4 229.157.
Keuangan PD (jenis) 000 000
Kegiatan Pelayanan Jasa 9.600.00 Jawa
Surat Menyurat dan 11.098.0 0 Tengah
Kearsipan Perangkat 00
Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 11.098.0 12 12 | 9.600.00
terpenuhinya 00 0
Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan
Kearsipan Perangkat
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa 385.125. Jawa
Komunikasi Air dan Listrik 453.573. 577 Tengah
Perangkat Daerah 573
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 385.125.
terpenuhinya Jasa 453.573. 577
Komunikasi Air dan 573
Listrik Perangkat
Daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Rea!ls Pendana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
. : Realisas Realisasi
a Kinerj . a
a i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Kegiatan Penyediaan 49.562.0 57.948.0 Jawa
Jaminan Barang Milik 00 00 Tengah
Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 49.562.0 12 12 57.948.0
terpenuhinya premi 00 00
asuransi barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa 782.981. 921.575. Jawa
Kebersihan dan Pelayanan 040 940 Tengah
Perkantoran Perangkat
Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 921.575.
terpenuhinya jasa 782.981. 940
Kebersihan dan 040
Pelayanan Perkantoran
Perangkat Daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )

-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Kegiatan Rapat Koordinasi 87.890.0 Jawa
dan Konsultasi Dalam dan 480.879. 00 Tengah
Luar Daerah Perangkat 809
Daerah

Jumlah bulan Bulan 12 12 | 480.879. 12 12 87.890.0

terpenuhinya 809 00

pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

dan luar daerah
Kegiatan Pelayanan 102.463. 86.757.0 Jawa
Penyediaan Makan Minum 500 00 Tengah
Rapat Perangkat Daerah

Jumlah bulan Bulan 12 12 102.463. 12 12 | 86.757.0

terpenuhinya 500 00

Penyediaan Makan

Minum Rapat

Perangkat Daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )

-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Kegiatan Penyediaan 12.022.0 2.508.50 Jawa
Bahan Bacaan/Buku 00 0 Tengah
Perpustakaan Perangkat
Daerah

Jumlah bulan Bulan 12 12 12.022.0 12 12 2.508.50
tercukupinya 00 0
kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku
Perpustakaan
Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan 344.986. Jawa
Rutin/ Berkala Rumah 735.490. 638 Tengah
Jabatan/Rumah 605
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah

96




Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . : . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
oo, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah bulan Bulan 12 12 735.490. 12 12 344.986.
terpenuhinya 605 638
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan 241.315. Jawa
Rutin /Berkala Sarana 261.614. 308 Tengah
Kantor dan Rumah Tangga 300
Perangkat Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 241.315.
tercukupinya 261.614. 308
Pemeliharaan Rutin 300
/Berkala Sarana
Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat
Daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
s, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
a i) )

-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Kegiatan Penyediaan 452.213. 43.035.0 Jawa
Sarana dan Prasarana 000 00 Tengah
Kantor

Jumlah unit Unit 10 10 | 452.213. 10 10 | 43.035.0
penyediaan sarana dan 000 00
prasarana kantor
perangkat daerah
Kegiatan Pengadaan - - - - - - -
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Unit - - - - - _
Dinas terpenuhi
Kegiatan Pengadaan 35.370.0 10.200.0 Jawa
Pakaian Dinas 00 00 Tengah
Jumlah Unit Pakaian Unit 100 100 | 35.370.0 100 100 10.200.0
Dinas Yang Diadakan 00 00
Kegiatan Pendidikan dan 5.079.50 Provinsi
Pelatihan Formal 9.450.00 0 Jawa
0 Tengah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
. : Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah ASN yang Orang 20 20 20 20 5.079.50
mengikuti 9.450.00 0
Diklat/Workshop/Bint 0
ek/Seminar
Kegiatan Pelayanan 73.500.0 49.568.5 Provinsi
Informasi Perangkat 00 00 Jawa
Daerah Tengah
Jumlah laporan Dokumen 3 3 | 73.500.0 3 3 49.568.5
informasi publik 00 00
perangkat daerah
Kegiatan Pengelolaan 64.750.0 131.545. Provinsi
Administrasi Kepegawaian 00 500 Jawa
Perangkat Daerah Tengah
Jumlah bulan Bulan 12 12 64.750.0 12 12 131.545.
terpenuhinya 00 500
pelayanan
kepegawaian perangkat
daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Angka 78.5 78.5 78.52 78.52
akuntabilitas kinerja Daerah
perangkat daerah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, Perangkat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 £ .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi R Target Target R
Kinerj | Target an =p ( Kinerj Kinerja an =p (.
a Kinerj Rea‘hsas a Realisasi
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Perencanaan dan Evaluasi 472.403. 305.969. | Dinas
Kinerja Perangkat Daerah 500 500 | Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Persentase % 100 100 | 472.403. 100 100 | 305.969.
ketercapaian 500 500
perencanaan dan
evaluasi kinerja OPD
Kegiatan Penyusunan 300.559. Provinsi
Dokumen Perencanaan 500 248.682. Jawa
Perangkat Daerah 500 Tengah
Jumlah dokumen Dokumen 2 2 | 300.559. 1 1
perencanaan Perangkat 500 248.682.
Daerah yang disusun 500
Kegiatan Penyusunan 171.844. 57.287.0 Provinsi
Dokumen Evaluasi Kinerja 000 00 Jawa
Perangkat Daerah Tengah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

Tujuan Pendanaan
Unit Kerja
Sasaran Program, P kat
. Program dan Kegiatan, Sub 2019 2020 erangka .
Tujuan Sasaran . Kegiatan Satuan Daerah Lokasi
Kegiatan
Penanggung
Realis | ,  iana Realisasi | , . Jawab
Target asi Target Target
. . an Rp ( . . . . an Rp (
Kinerj | Target . Kinerj Kinerja o ad
s, Realisas Realisasi
a Kinerj . a
o i) )
-1 -2 -3 -4 -6 -9 -10 -11 -12 -21 -22
Jumlah dokumen Dokumen 1 1 171.844. 1 1 57.287.0
evaluasi kinerja 000 00
perangkat daerah
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Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2021

Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Meningkatkan tata Nilai Kepuasan Masyarakat % DP3AP2KB
kelola organisasi
perangkat daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah %
akuntabilitas
kinerja
perangkat
daerah
PROGRAM Persentase ketercapaian % 100 340.096.000 Sekretariat
PENUNJANG perencanaan dan evaluasi
URUSAN kinerja OPD
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI
Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Dokumen 1 158.648.000 Subbagian OPD Provinsi,
perencanaan dan evaluasi Program Kota
kinerja yang disusun Semarang
Jumlah dokumen Dokumen 1 181.448.000 Subbagian OPD Provinsi,
perencanaan Perangkat Program Kota
Daerah yg disusun Semarang

Kegiatan
Administrasi
Keuangan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab

Perangkat Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan Laporan 4 9.901.326.000 Subbagian OPD Provinsi,

administrasi keuangan Keuangan Kota

Perangkat Daerah Semarang
Sub Kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 12 9.901.326.000 | Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan Gaji kebutuhan gaji dan tunjangan Keuangan Kota
dan Tunjangan ASN Semarang
ASN
Kegiatan
Administrasi
Umum
Sub Kegiatan Jumlah bulan pemenuhan Bulan 12 7.500.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan Jasa pelayanan surat menyurat PD Umum Kota
Surat Menyurat Kepegawaian Semarang
Sub Kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 12 650.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi,air dan Umum Kota
Komunikasi, listrik PD Kepegawaian Semarang
Sumber Daya Air
dan Listrik
Sub Kegiatan Jumlah terpenuhinya jasa Bulan 12 712.400.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan kebersihan dan Pelayanan Umum Kota
Peralatan dan Perkantoan PD Kepegawaian Semarang
Perlengkapan
Kantor
Sub Kegiatan Jumlah terpenuhinya premi Bulan 12 59,207.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan Jasa asuransi barang milik daerah Umum Kota
jaminan Barang Kepegawaian Semarang
Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan PD Dok 4 320.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan Umum Kota
Administrasi Kepegawaian Semarang
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Keuangan
Sub Kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 277.600.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan Jasa jasa Kebersihan dan Umum Kota
Kebersihan Kantor | Pelayanan PD Kepegawaian Semarang
Sub Kegiatan Jumlah unit penyediaan unit 10 390.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
Penyediaan sarana dan prasarana kantor Umum Kota
peralatan dan perangkat daerah Kepegawaian Semarang
perelengkapan
kantor
Sub kegiatan Jumlah bulan tercukupinya bulan 12 114.040.000 Subbagian OPD Provinsi,
penyediaan bahan kebutuhan bahan bacaan atau Umum Kota
bacaan dan buku perpus PD Kepegawaian Semarang
peraturan
perudang-
undangan
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 60.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
penyediaan makan minum PD Umum Kota
makanan dan Kepegawaian Semarang
minuman
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 150.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
Rapat-rapat pelaksanaan rapat-rapat Umum Kota
koordinasi dan korrdinasi dan konsultasi ke Kepegawaian Semarang
konsultasi keluar dalam dan luar daerah
daerah
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 500.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala Umum Kota
rutin/berkala rmah jabatan/rumah Kepegawaian Semarang
Gedung kantor dinas/Gedung
kantor/kendaraan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
dinas/operasional PD
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 175.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala Umum Kota
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kepegawaian Semarang
kendaraan
dinas/operasional
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 50.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala Umum Kota
rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor Kepegawaian Semarang
perlengkapan
Gedung kantor
Sub kegiatan Jumlah terpenuhinya bulan 12 40.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala Umum Kota
rutin/berkala peralatan Gedung kantor Kepegawaian Semarang
peralatan Gedung
kantor
Sub kegiatan Jumlah terpenuhinya bulan 12 7.500.000 Subbagian OPD Provinsi,
pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala Umum Kota
rutin/berkala mebeleur Kepegawaian Semarang
mebeleur
Kegiatan
Peningkatan
Disiplin dan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Sub kegiatan Jumlah ASN yang mengikuti orang 20 20.000.000 Subbagian OPD Provinsi,
Pendidikan dan diklat/workshop/bimtek/semi Umum Kota
pelatihan formal nar Kepegawaian Semarang
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhi bulan 12 47.609.000 Subbagian OPD Provinsi,
bimtek pelayanan kpegawaian PD Umum Kota
implementasi Kepegawaian Semarang
peraturan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
perundang-
undangan
Indeks Pemberdayaan Angka 75.16 -
Gender (IDG)
Persentase Kab/Kota Menuju % 88,57 -
Layak Anak
Rasio kekerasan terhadap Per 100.000 8,22 -
perempuan dan anak
Meningkatnya Sumbangan perempuan dalam % 34,24 - DP3AP2KB
peran pendapatan kerja
perempuan dan
hak anak dalam
pembangunan
Presentase Kab/kota yang % 28,57 -
terapkan kebijakan afirmatif
pemenuhan hak anak
Menurunnnya Rasio kekerasan terhadap Per 100.000 8,09 - DP3AP2KB
kasus perempuan dan anak
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
PROGRAM 7.020.000.000 | Bidang Kualitas
PENGARUSUTAMA Hidup dan
AN GENDER DAN Perlindungan
PEMBERDAYAAN Perempuan dan
PEREMPUAN Bidang Data
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
dan Partisipasi
Masyarakat
Persentase peningkatan % 30 -
perempuan yang mendapatkan
pendamping menjadi pelaku
usaha ekonomi
Kegiatan
Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga
Pemerintah
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Perangkat Daerah OPD 73 320.000.000 Seksi Kualitas Kota
Provinsi dan Kabupaten/kota Hidup Semarang,
yang melaksanakan Perempuan Kab.
Perencanaan dan Semarang,
Penganggaran Responsif Kab. Jepara,
Gender (PPRG) Kab. Sragen,
Kab.
Grobogan,
OPD Provinsi
Sub Kegiatan 320.000.000
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Perangkat Daerah OPD 73 - Seksi Kualitas Kota
Provinsi dan Kabupaten /kota Hidup Semarang,
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
yang melaksanakan Perempuan Kab.
Perencanaan dan Semarang,
Penganggaran Responsif Kab. Jepara,
Gender (PPRG) Kab. Sragen,
Kab.
Grobogan,
OPD Provinsi
Kegiatan 6.100.000.000
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Sosial, dan
Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Provinsi
Jumlah perempuan yang telah Orang 80 Seksi Kualitas OPD Provinsi,
mendapatkan pendampingan Hidup 35
menjadi pelaku usaha Perempuan Kabupaten/
ekonomi Kota
Jumlah perempuan yang Orang 5700 Seksi Kualitas OPD Provinsi,

mempunyai hak memilih
dalam pemilu mendapatkan
pengetahuan politik

Hidup
Perempuan

35
Kabupaten /Ko
ta

Sub Kegiatan
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Peningkatan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Partisipasi
Perempuan dalam
Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Kewenangan
Provinsi
Jumlah perempuan yang telah Orang 80 Seksi Kualitas OPD Provinsi,
mendapatkan pendampingan Hidup 35
menjadi pelaku usaha Perempuan Kabupaten /Ko
ekonomi ta
Sub Kegiatan
Sosialisasi
Peningkatan
Partisipasi
Perempuan di
Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
Ekonomi
Kewenangan
Provinsi
Jumlah perempuan yang Orang 5700 Seksi Kualitas OPD Provinsi,

mempunyai hak memilih
dalam pemilu mendapatkan
pengetahuan politik

Hidup
Perempuan

35
Kabupaten /Ko
ta

Kegiatan Penguatan
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Provinsi
Jumlah lembaga masyarakat kelompok 5 600.000.000 Seksi Partisipasi | Kota
dalam pemberdayaan Masyarakat Semarang,
perempuan yang dikuatkan OPD Provinsi
dan dikembangkan
Sub Kegiatan
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
kepada Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Provinsi
Jumlah lembaga masyarakat kelompok 5 Seksi Partisipasi | Kota
dalam pemberdayaan Masyarakat Semarang,
perempuan yang dikuatkan OPD Provinsi
dan dikembangkan
PROGRAM Bidang Kualitas
PERLINDUNGAN Hidup dan
PEREMPUAN Perlindungan
Perempuan,
Bidang Data
dan Partisipasi
Masyarakat
Rasio korban kekerasan Per 100.000 5,76 1.168.709.000
terhadap perempuan
Kegiatan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Pencegahan
Kekerasan
terhadap
Perempuan yang
Melibatkan para
Pihak Lingkup
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kasus kekerasan kasus 987 250.000.000 Seksi Kab.
terhadap perempuan dewasa Perlindungan Semarang
Perempuan Kota Salatiga
dan Surakarta,
OPD Provinsi
Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan, Program
dan Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
terhadap
Perempuan
Kewenangan
Provinsi
Jumlah kasus kekerasan Kasus 987 250.000.000 Seksi Kab.
terhadap perempuan dewasa Perlindungan Semarang
Perempuan Kota Salatiga
dan Surakarta,
OPD Provinsi
Kegiatan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Penyediaan
Layanan Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase perempuan korban % 100 629.690.000 Seksi OPD Provinsi,
kekerasan yang terlaporkan Perlindungan 35
mendapat layanan sesuai Perempuan Kabupaten/
standar
Kota
Sub Kegiatan
Penyediaan
Layanan
Pengaduan
Masyarakat bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase perempuan korban % 100 629.690.000 Seksi OPD Provinsi,
kekerasan yang terlaporkan Perindungan 35
mendapat layanan sesuai Perempuan Kabupaten/
standar Kota
Kegiatan 200.000.000

Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Perempuan
Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah 113embaga layanan kelompok - Kab.
perlindungan Semarang,
perempuan/layanan terpadu OPD Provinsi
korban kekerasan terhadap
perempuan yang difasilitasi
penguatan dan
pengembangannya
Sub Kegiatan
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah 113embaga layanan kelompok Seksi Kab.
perlindungan Perlindungan Semarang,
perempuan/layanan terpadu Perempuan OPD Provinsi
korban kekerasan terhadap
perempuan yang difasilitasi
penguatan dan
pengembangannya
PROGRAM 650.000.000 Bidang Kualitas
PENINGKATAN Hidup dan
KUALITAS Perlindungan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
KELUARGA Perempuan,
Bidang
Pemenuhan Hak
dan
Perlindungan
Anak, Bidang
Data dan
Pertisipasi
Masyarakat
Persentase keluarga yang % 100
berkonsultasi peningkatan
kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan
gender terlayani
Kegiatan 200.000.000
Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender
(KG) dan Hak Anak
Kewenangan
Provinsi
Persentase keluarga yang % 100 Seksi Kualitas Kota
berkonsultasipeningkatan Hidup Semarang,
kualitr'cts keluarga dalam Perempuan Kab.
mewujudkan kesetaraan
Semarang,

gender terlayani

OPD Provinsi

Sub Kegiatan
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Keluarga untuk
Mewujudkan KG
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
dan Perlindungan
Anak Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota
Persentase keluarga yang % 100 100.000.000 Seksi Kualitas Kota
berkonsultasi peningkatan Hidup Semarang,
kuahtgs keluarga dalam Perempuan Kab.
mewujudkan kesetaraan s
gender terlayani emarans,
OPD Provinsi
Persentase keluarga yang % 100 100.000.000 Seksi Kota
berkonsultasi pel’lll’lgkatan Pemenuhan Hak Semarang,
kualitas keluarga dalam Anak Kab
mewujudkan hak anak S '
terlayanani emarang,
OPD Provinsi
Kegiatan Penguatan 200.000.000
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
Kewenangan
Provinsi
Jumlah lembaga masyarakat Kelompok 20 450.000.000 Seksi Partisipasi | Kab.
dalam peningkatan kualitas Masyarakat Grobogan,
hidup anak yang dikuatkan Kab
dan dikembangkan '
Semarang,
Kab. Sragen,
Kota
Surakarta,
Kab.
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Banyumas,
Kab.
Purworejo,
OPD Provinsi
Sub Bagian
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Keluarga
Kewenangan
Provinsi
Jumlah lembaga masyarakat Kelompok 20 450.000.000 Seksi Partisipasi | Kab.
dalam peningkatan kualitas Masyarakat Grobogan,
hidup anak yang dikuatkan Kab.
dan dikembangkan
Semarang,
Kab. Sragen,
Kota
Surakarta,
Kab.
Banyumas,
Kab.
Purworejo,
OPD Provinsi
PROGRAM 390.000.000 Bidang
PEMENUHAN HAK Pemenuhan Hak
ANAK (PHA) Anak dan
Perlindungan
Anak & Bidang
Data Parmas
Persentase kabupaten/kota % 85,71

menuju layak anak tingkat
pratama, tingkat madya, dan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
tingkat nindya
Kegiatan 340.000.000
Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah,
Nonpemerintah,
dan Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Forum Anak Provinsi lokasi 35 Seksi 35
dan Kab/Kota yang terlibat Pemenuhan Hak | Kabupaten/
proses pembangunan Anak Kota
Jumlah Kabupaten/Kota Kab/Kota 30 Seksi 35
menuju layak anak Tingkat Pemenuhan Hak | Kabupaten/
Pratama, Tingkat Madya, Anak Kota
Tingkat Nindya
Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan
Provinsi
Jumlah Forum Anak Provinsi lokasi 30 90.000.000 Seksi 35
dan Kab/Kota yang terlibat Pemenuhan Hak | Kabupaten/
proses pembangunan Anak Kota
Sub Kegiatan
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Pemenuhan Hak
Anak pada
Lembaga
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja | Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media
dan Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Kabupaten/Kota Kab/Kota 35 250.000.000 Seksi 35
glenuju la’IS‘,' ak ;nall\{/l T(iingkat Pemenuhan Hak | Kabupaten/
ratama, Tingkat Madya,
Tingkat Nindya Anak Kota
Kegiatan Penguatan 50.000.000
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Provinsi
Jumlah lembaga masyarakat klp 30 Seksi Partisipasi | Kab. Sragen,
dalam peningkatan kualitas Masyarakat Kota
keluarga Semarang,
Kota
Surakarta,
Kab.
Banyumas,
Kab.
Purworejo,

OPD Provinsi

Sub Kegiatan
Penguatan Jejaring
Antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Provinsi dan Lintas
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Daerah
Kabupaten /Kota
Jumlah lembaga masyarakat klp 30 50.000.000 Seksi Partisipasi | Kab. Sragen,
dalam peningkatan kualitas Masyarakat Kota
keluarga Semarang,
Kota
Surakarta,
Kab.
Banyumas,
Kab.
Purworejo,
OPD Provinsi
PROGRAM 350.000.000 Bidang Data
PENGELOLAAN dan Partisipasi
SISTEM DATA Masyarakat
GENDER DAN
ANAK
Persentase data dan informasi % 100
PPPA yang tersedia
Kegiatan
Pengumpulan,
Pengolahan
Analisis dan
Penyajian Data
Gender dan Anak
dalam
Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah
Provinsi
Jumlah laporan data dan Dok 6 Seksi Data dan 35
informasi PPA Informasi Kabupaten/Ko
ta, OPD
Provinsi
Sub Kegiatan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Penyediaan Data
Gender dan Anak
Provinsi
Jumlah laporan data dan Dok 6 Seksi Data dan 35
informasi PPA Informasi Kabupaten /Ko
ta
PROGRAM 500.000.000 Bidang
PERLINDUNGAN Pemenuhan Hak
KHUSUS ANAK Anak dan
Perlindungan
Anak
Rasio korban kekerasan Per 100.000 12,56
terhadap anak
Kegiatan 200.000.000
Pencegahan
Kekerasan
terhadap Anak
yang Melibatkan
para Pihak Lingkup
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kasus kekerasan Kasus 1178 Seksi 35
terhadap anak Perlindungan Kabupaten /Ko
Anak ta, OPD
Provinsi

Sub Kegiatan
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Pelaksanaan
Kebijakan, Program
dan Kegiatan
Pencegahan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Kekerasan
terhadap Anak
Kewenangan
Provinsi
Jumlah kasus kekerasan Kasus 1178 Seksi 35
terhadap anak Perlindungan Kabupaten/Ko
Anak ta, OPD
Provinsi
Kegiatan 250.000.000
Penyediaan
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase anak korban % 100 Seksi 35
kekerasan yang terlaporkan Perlindungan Kabupaten /Ko
mendapat layanan sesuai Anak ta. OPD
standar , OFD
Provinsi
Sub Kegiatan
Penyediaan
Layanan Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Provinsi
Persentase anak korban % 100 Seksi 35
kekerasan yang terlaporkan Perlindungan Kabupaten /Ko
mendapat layanan sesuai Anak ta. OPD
standar T
Provinsi
Kegiatan Penguatan 50.000.000
dan Pengembangan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten /Kota
Jumlah lembaga layanan Kelompok 15 Seksi 35
perlindungan anak/pelayanan Perlindungan Kabupaten /Ko
terpadu anak yang Anak ta. OPD
memerlukan perlindungan o
khusus (AMPK) yang Provinsi
difasilitasi penguatan dan
pengembangannya
Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Provinsi
Jumlah 122embaga layanan Kelompok 15 Seksi 35
perlindungan anak/pelayanan Perlindungan Kabupaten /Ko
terpadu anak yang Anak ta. OPD
memerlukan perlindungan .
khusus (AMPK) yang Provinsi
difasilitasi penguatan dan
pengembangannya
PROGRAM 350.000.000 Bidang
PENGENDALIAN Pengendalian
PENDUDUK

Penduduk dan
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Keluarga
Sejahtera,
Bidang Data
dan Partisipasi
Masyarakat
Persentase Provinsi dan % 25
Kabupaten/Kota yang
memiliki kebijakan
pengendalian kuantitas
penduduk
Kegiatan Pemaduan 250.000.000
dan Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah
Daerah Provinsi
dalam Rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Jumlah kebijakan Dok 3 Seksi Kab.
pfengendalian penduduk yang Pengendalian Magelang,
disusun Penduduk Kota Salatiga,
OPD Provinsi
Jumlah SLTA yang mendapat Kab/Kota 35 Seksi Kab.
pengetahuan pengendalian Pengendalian Magelang,
penduduk Penduduk Kota Salatiga,

OPD Provinsi

Sub Kegiatan
Penyerasian
Kebijakan
Pembangunan
Daerah Provinsi
terhadap
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Tujuan

Sasaran

Program.Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan
Sub Kegiatan

Satuan

Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

2021

Target Kinerja

Pendanaan Rp.

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

Kependudukan,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga (KKBPK)

Jumlah kebijakan
pengendalian penduduk yang
disusun

Dok

150.000.000

Seksi
Pengendalian
Penduduk

Kab.
Magelang,
Kota Salatiga,
OPD Provinsi

Sub Kegiatan
Advokasi dan
Sosialisasi
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
Jalur Formal di
Satuan Pendidikan
Jenjang SLTA-MA,
Jalur Nonformal
dan Informal Pada
Ormas Pengelola
Kelompok Kegiatan
Masyarakat

Jumlah SLTA yang mendapat
pengetahuan pengendalian
penduduk

Kab/Kota

35

Kegiatan Pemetaan
Perkiraan
Pengendalian
Penduduk Cakupan
Daerah Provinsi

100.000.000

Jumlah dokumen informasi
kependudukan dan KB tingkat

Dokumen

Seksi
Pengendalian

35
Kabupaten/
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Provinsi Penduduk Kota, OPD
Provinsi
Jumlah dokumen data Dokumen 1 Seksi Data dan Kab.
kependudukan dan KB tingkat Informasi Semarang,
Provinsi yang dipublikasikan OPD Provinsi
Sub Kegiatan
Pemetaan Program
Kependudukan,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga
Jumlah dokumen informasi Dokumen 2 Seksi 35
kependudukan dan KB tingkat Pengendalian Kabupaten/
Provinsi Penduduk Kota, OPD
Provinsi
Sub Kegiatan
Penyusunan Profil
Kependudukan,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga
Jumlah dokumen data Dokumen 1 Seksi Data dan Kab.
kependudukan dan KB tingkat Informasi Semarang,
provinsi yang dipublikasikan OPD Provinsi
PROGRAM 550.000.000 Bidang
PEMBERDAYAAN Pengendalian
DAN
Penduduk d
PENINGKATAN Ko e
KELUARGA cuarga

SEJAHTERA (KS)

Sejahtera &
Bidang Data
Partisipasi
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Masyarakat
Persentase kelompok Tribina % 96,2
yang aktif
Persentase UPPKS yang aktif % 90
Kegiatan
Pengelolaan
Pelaksanaan
Desain Program
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah kelompok Tribina yang | Kelompok 26.751 Seksi Keluarga Kab.Klaten,
aktif Sejahtera Sragen,
Purbalingga,
Grobogan,
Rembang,
Purworejo,
Kebumen,
Wonosobo,
Pemalang,
Blora, Demalk,
Banyumas,
Banjarnegara,
Brebes,
Kudus,
Cilacap, Kota
Magelang,
Pekalongan,
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Tujuan

Sasaran

Program.Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan
Sub Kegiatan

Satuan

Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

2021

Target Kinerja

Pendanaan Rp.

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

Surakarta,
Salatiga
Semarang,
Tegal

Sub Kegiatan
Pembinaan
Peningkatan Akses
dan Kualitas
Ketahanan
Keluarga dan
Remaja

Jumlah kelompok Tribina yang
aktif

Klp

26.751

Seksi Keluarga
Sejahtera

Kab.Klaten,
Sragen,
Purbalingga,
Grobogan,
Rembang,
Purworejo,
Kebumen,
Wonosobo,
Pemalang,
Blora, Demak,
Banyumas,
Banjarnegara,
Brebes,
Kudus,
Cilacap, Kota
Magelang,
Pekalongan,
Surakarta,
Salatiga
Semarang,
Tegal
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Kegiatan 200.000.000
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Provinsi dalam
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah kelompok UPPKS yang | Klp 15422 Seksi Keluarga Kab.Kudus,
aktif Sejahtera Jepara,
Kebumen,
Pekalongan,
Karanganyar,T
egal, Cilacap,
Sukoharjo,
Brebes,
Grobogan,
Wonosobo,
Boyolali,
Batang, Kota
Surakarta dan
Magelang
Sub Kegiatan
Penguatan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Jumlah kelompok UPPKS yang | Klp 15422 Seksi Keluarga Kab.Kudus,
aktif Sejahtera Jepara,
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Kebumen,
Pekalongan,
Karanganyar,
Tegal, Cilacap,
Sukoharjo,
Brebes,
Grobogan,
Wonosobo,
Boyolali,
Batang, Kota
Surakarta dan
Magelang
Kegiatan
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Provinsi dalam
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah ormas/mitra kerja Kelompok 6 Seksi Partisipasi | Kab.
yang ditingkatkan peran Masyarakat Semarang,

sertanya dalam program
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga

OPD Provinsi

Sub Kegiatan
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Tujuan

Sasaran

Program.Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan
Sub Kegiatan

Satuan

Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

2021

Target Kinerja

Pendanaan Rp.

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

Peningkatan
Kapasitas Mitra
dan Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Pengelolaan
Program Ketahanan
Keluarga Melalui
Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja
(BKR), Bina
Keluarga Lansia
(BKL), Unit
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga

Jumlah ormas/mitra kerja
yang ditingkatkan peran
sertanya dalam program
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga

Klp

Seksi Partisipasi
Masyarakat

Kab.

Semarang,
OPD Provinsi

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)

3.650.000.000

Bidang Keluarga
Berencana dan
Advokasi KIE,
Bidang Data
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
dan Partisipasi
Masyarakat
Persentase penggunaan % 29
kontrasepsi jangka panjang
(MKJP)
Unmetneed KB % 11,75
Kegiatan 3.600.000.000
Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan dan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana (KB)
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Jumlah Peserta KB MKJP Orang 1394922 Seksi Keluarga 35
Berencana Kabupaten/
Kota, OPD
Provinsi
Jumlah PUS yang ingin anak Seksi Advokasi 35
ditunda dan tidak ingin anak dan KIE Kabupaten/
lagi, tidak berKB Kota. OPD
Provinsi

Sub Kegiatan
Pengembangan dan
Penyediaan Materi

131




Tujuan

Sasaran

Program.Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan
Sub Kegiatan

Satuan

Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan

2021

Target Kinerja

Pendanaan Rp.

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

dan Sarana
Promosi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana dan
Pembangunan
Keluarga Sesuai
Kearifan Budaya
Lokal

Jumlah Peserta KB MKJP

Seksi Keluarga
Berencana

35
Kabupaten/
Kota, OPD
Provinsi

Sub Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi dan KIE
Program KKBPK
Melalui Mitra Kerja

Jumlah PUS yang ingin anak
ditunda dan tidak ingin anak
lagi, tidak berKB

orang

767025

Seksi Advokasi
dan KIE

35
Kabupaten/
Kota, OPD
Provinsi

Kegiatan
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Provinsi dalam
Pengelolaan
Pelayanan dan

50.000.000

Semarang
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Target Kinerja Program dan Unit Kerja
. Indikator,Kinerja Tujuan, Kerangka Pendanaan Perangkat
. Program.Kegiatan . .
Tujuan Sasaran dan Sub Kesiatan Sasaran, Program, Kegiatan Satuan 2021 Daerah Lokasi
& Sub Kegiatan Target Kinerja Pendanaan Rp. Penanggung
Jawab
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Jumlah ormas/mitra kerja Kelompok 20 Seksi Partisipasi | Kab.
yang ditingkatkan peran Masyarakat, Semarang,
sertanya dalam program KB OPD Provinsi OPD Provinsi
Peningkatan Peran
Serta dan Kerja
Sama Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Pelayanan
dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Jumlah ormas/mitra kerja Kelompok 20 Seksi Partisipasi | Kab.
yang ditingkatkan peran Masyarakat, Semarang,

sertanya dalam program KB

OPD Provinsi

OPD Provinsi
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Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2023

Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Meningkatkan Nilai % 80 85 1.650.000 | 85 1.650.000. | DP3aP2AKB
tata kelola Kepuasan 1.500.000 .000 000
organisasi Masyarakat .000
perangkat daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP | % 79.05 1.500.000 | 79.1 1.650.000 | 79.1 3.150.000. | SEKRETARIA
akuntabilitas Perangkat .000 .000 000 T
kinerja Daerah
perangkat
daerah
PROGRAM Persentase | % 100 1.500.000 | 100 1.650.000 | 100 3.150.0000 | SEKRETARIA
PENUNJANG ketercapaia .000 .000 .000 T
URUSAN n
PEMERINTAHAN perencanaa
DAERAH PROVINSI n dan
evaluasi
kinerja
OPD
Kegiatan Jumlah Doku 1 1.500.000 | 1 1.650.000 | 1 3.150.000. | SUB BAG OPD
Perencanaan, dokumen men .0000 .000 000 PROGRAM Provinsi,
Penganggaran, dan perencanaa Provinsi
Evaluasi Kinerja n dan Jawa
Perangkat Daerah evaluasi Tengah,
kinerja DKI
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
yang Jakarta
disusun
Sub Kegiatan Jumlah Doku 1 900.000.0 | 1 990.000.0 | 1 1.890.000. | SUB BAG OPD
Penyusunan dokumen men 00 00 000 PROGRAM Provinsi,
Dokumen perencanaa Provinsi
Perencanaan n Jawa
Perangkat Daerah Perangkat Tengah,
Daerah yg DKI
disusun Jakarta
Sub Kegiatan Jumlah Doku 1 600.000.0 | 1 660.000.0 | 1 1.260.000. | SUB BAG OPD
Evaluasi Kinerja dokumen men 00 00 000 PROGRAM Provinsi,
Perangkat Daerah evaluasi Provinsi
kinerja PD Jawa
Tengah,
DKI
Jakarta
Meningkatnya Nilai % 80 19.359.00 | 85 24.596.00 | 85 43.955.000 | SEKRETARIA
kualitas Kepuasan 0.000 0.000 0.000 T
pelayanan Masyarakat
perangkat
daerah
PROGRAM Persentase | % 90 19.359.00 | 90 24.596.00 | 90 43.955.000 | SEKRETARIA
PENUNJANG ketercapaia 0.000 0.000 0.000 T
URUSAN n
PEMERINTAHAN administras
DAERAH PROVINSI i
pelayanan
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Perangkat
Daerah
Kegiatan Jumlah Lapora | 1 1 15.700.00 | 1 28.830.000 | SUB BAG
Administrasi laporan n 13.130.00 0.000 .000 KEUANGAN
Keuangan Perangkat | pelaksanaa 0.
Daerah n 000
administras
i keuangan
Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 12.500.00 | 12 15.000.00 | 12 27.500.000 | SUB BAG OPD
Penyediaan Gaji dan bulan 0.000 0.000 .000 KEUANGAN Provinsi,
Tunjangan ASN terpenuhin Kota
ya Semarang
kebutuhan
gaji dan
tunjangan
ASN
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 500.000.0 | 12 550.000.0 | 12 1.050.000. | SUB BAG OPD
Penyediaan bulan 00 00 000 KEUANGAN Provinsi,
Administrasi terpenuhin Kota
Pelaksanaan Tugas ya Semarang
ASN kebutuhan
administras
i
pendukung
pelaksanaa
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
n tugas
ASN
Sub Kegiatan Jumlah Lapora | 3 50.000.00 | 3 55.0000.0 105.000.00 | SUB BAG OPD
Pelaksanaan laporan n 0 00 0 KEUANGAN Provinsi,
Penatausahaan dan pelaksanaa Kota
Pengujian /Verifikasi n Semarang
Keuangan SKPD penatausah
aan dan
verifikasi
keuangan
Sub Kegiatan Jumlah Doku 1 30.000.00 | 1 40.000.00 70.000.000 | SUB BAG OPD
Koordinasi dan dokumen men 0 0 KEUANGAN Provinsi,
Pelaksanaan laporan Kota
Akuntansi SKPD akuntansi Semarang
perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Lapora | 4 50.000.00 | 4 55.000.00 105.000.00 | SUB BAG OPD
Koordinasi dan Laporan n 0 0 0 KEUANGAN Provinsi,
Penyusunan Laporan | Keuangan Kota
Keuangan Bulanan/Tr Semarang
Bulanan/Triwulanan | iwulanan/S
/Semesteran SKPD emesteran
PD yang
disusun
Kegiatan Jumlah Lapora | 2 100.000.0 | 2 110.000.0 220.000.00 | SUB BAG
Administrasi Barang | laporan n 00 00 0 UMUM
Milik Daerah pada pelaksanaa KEPEGAWAI
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra
PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target | Pendanaan

Kinerja

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

Perangkat Daerah

n
Administra
si Barang
Milik
Daerah
pada
Perangkat
Daerah

AN

Sub Kegiatan
Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah
bulan
terpenuhin
ya premi
asuransi
barang
milik
daerah

Bulan

12

100.000.0
00

110.000.0
00

2 220.000.00

0

SUB BAG
UMUM
KEPEGAWAI
AN

OPD
Provinsi,
Kota
Semarang

Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah
laporan
pelaksanaa
n
Administra
si
Kepegawaia
n
Perangkat
Daerah

Lapora

745.000.0
00

824.500.0
00

1 1.569.500.
000

SUB BAG
UMUM
KEPEGAWAI
AN

Sub Kegiatan

Jumlah

Unit

100

150.000.0

100

165.000.0

100 315.000.00

SUB BAG

OPD
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pengadaan Pakaian unit 00 00 0 UMUM Provinsi,
Dinas Beserta Atribut | pakaian KEPEGAWAI | Kota
Kelengkapannya dinas yang AN Semarang
diadakan
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 150.000.0 | 100 165.000.0 | 100 315.000.00 | SUB BAG OPD
Pendataan dan bulan 00 00 0 UMUM Provinsi,
Pengolahan pelayanan KEPEGAWAI | Kota
Administrasi administras AN Semarang
Kepegawaian i
kepegawaia
n
perangkat
daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 25 50.000.00 | 25 60.000.00 | 25 110.000.00 | SUB BAG OPD
Pendidikan dan ASN yang 0 0 0 UMUM Provinsi,
Pelatihan Pegawai mengikuti KEPEGAWAI | Kota
Berdasarkan Tugas DIKLAT/Wo AN Semarang
dan Fungsi rkshop/
Seminar
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 30 125.000.0 | 30 137.500.0 | 30 262.500.00 | SUB BAG OPD
Sosialisasi Peraturan | ASN yang 00 00 0 UMUM Provinsi,
Perundang- mengikuti KEPEGAWAI | Kota
Undangan Sosialisasi AN Semarang
peraturan
perundang-
undangan
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 100 270.000.0 | 100 297.000.0 | 100 567.000.00 | SUB UMUM OPD
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Bimbingan Teknis Pegawai 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Implementasi yang AN Kota
Peraturan mengikuti Semarang
Perundang- Bimbingan
Undangan Teknis
Kegiatan Jumlah Lapora | 1 1.794.000 | 1 1.928.000 | 1 3.722.000. SUB BAG
Administrasi Umum laporan n 0.000 .000 000 UMUM
Perangkat Daerah pelaksanaa KEPEGAWAI
n AN
administras
i umum
Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 75.0000.0 | 12 75.000.00 | 12 150.000.00 | SUB UMUM OPD
Penyediaan bulan 00 0 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Komponen Instalasi terpenuhin AN Kota
Listrik /Penerangan ya Semarang
Bangunan Kantor penyediaan
komponen
Instalasi
Listrik /Pen
erangan
Bangunan
Kantor
Sub Kegiatan Jumlah Unit 10 200.000.0 | 10 220.000.0 | 10 420.000.00 | SUB UMUM OPD
Penyediaan Peralatan | unit 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
dan Perlengkapan penyediaan AN Kota
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kantor Peralatan Semarang
Kantor
Jumlah Unit 1 180.000.0 | 1 180.000.0 | 1 360.000.00 | SUB UMUM OPD
unit 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
penyediaan AN Kota
Perlengkap Semarang
an Kantor
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 96.0000.0 | 12 102.000.0 | 12 198.0000.0 | SUB UMUM OPD
Penyediaan Peralatan | bulan 00 00 00 KEPEGAWAI | Provinsi,
Rumah Tangga terpenuhin AN Kota
ya Semarang
kebutuhan
rumah
tangga
perangkat
daerah
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 180.000.0 | 12 200.000.0 | 12 380.000.00 | SUB UMUM OPD
Penyediaan Bahan Bulan 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Logistik Kantor terpenuhin AN Kota
ya Semarang
kebutuhan
logistik
kantor
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 207.000.0 | 12 210.000.0 | 12 417.000.00 | SUB UMUM OPD
Penyediaan Barang Bulan 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Cetakan dan terpenuhin AN Kota
Penggandaan ya Semarang
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra

PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerja

Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

kebutuhan
barang
cetakan
dan
pengganda
an kantor

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Jumlah
bulan
tercukupin
ya
kebutuhan
bahan
bacaan/bu
ku
perpustaka
an PD

Bulan

12

316.000.0
00

12

347.000.0
00

12

663.000.00
0

SUB UMUM
KEPEGAWAI
AN

OPD
Provinsi,
Kota
Semarang

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah
bulan
terpenuhin
ya
pelaksanaa
n rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke dalam

Bulan

12

440.000.0
00

12

484.000.0
00

12

924.000.00
0]

SUB UMUM
KEPEGAWAI
AN

OPD
Provinsi,
Kota
Semarang
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dan luar
daerah
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 100.000.0 | 12 110.000.0 | 12 210.000.00 | SUB UMUM OPD
Penatausahaan Arsip | bulan 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Dinamis pada SKPD terpenuhin AN Kota
ya Semarang
penatausah
aan arsip
Kegiatan Pengadaan Jumlah Lapora | 2 350.000.0 | 2 2.505.000 | 2 2.855.000. | SUB UMUM
Barang Milik Daerah | laporan n 00 .000 000 KEPEGAWAI
Penunjang Urusan Pengadaan AN
Pemerintah Daerah Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Unit 5 150.000.0 | 1 275.000.0 | 6 425.000.00 | SUB UMUM OPD
Pengadaan unit 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Kendaraan pengadaan AN Kota
Perorangan Dinas kendaraan Semarang
atau Kendaraan dinas
Dinas Jabatan jabatan
Sub Kegiatan Jumlah Unit 4 100.000.0 | 4 120.000.0 | 4 220.000.00 | SUB UMUM OPD
Pengadaan Mebel unit 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
pengadaan AN Kota
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
meubelair Semarang
Sub Kegiatan Jumlah Unit 10 100.000.0 | 10 110.000.0 | 10 210.000.00 | SUB UMUM OPD
Pengadaan Peralatan | unit 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
dan Mesin Lainnya pengadaan AN Kota
Peralatan Semarang
dan Mesin
Sub Kegiatan Jumlah Unit 0 0 1 2.000.000 | 1 2.000.000. | SUB UMUM OPD
Pengadaan Sarana unit Sarana .000 000 KEPEGAWAI | Provinsi,
dan Prasarana dan AN Kota
Gedung Kantor atau Prasarana Semarang
Bangunan Lainnya gedung
Kantor/
Bangunan
Lainnya
Kegiatan Penyediaan | Jumlah Lapora | 1 2.240.000 | 1 2.463.500 | 1 2.463.500. | SUB UMUM
Jasa Penunjang laporan n .000 .000 000 KEPEGAWAI
Urusan Penyediaan AN
Pemerintahan Jasa
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 40.000.00 | 12 44.000.00 | 12 84.000.000 | SUB UMUM OPD
Penyediaan Jasa bulan 0 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Surat Menyurat pemenuhan AN Kota
pelayanan Semarang
surat
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
menyurat
PD
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 825.0000. | 12 907.0000. | 12 1.732.000. | SUB UMUM OPD
Penyediaan Jasa bulan 000 000 000 KEPEGAWAI | Provinsi,
Komunikasi, Sumber | terpenuhin AN Kota
Daya Air dan Listrik ya Jasa Semarang
Komunikasi
,air dan
listrik PD
Sub Kegiatan Jumlah Bulan | 2 1.375.000 | 2 1.512.000 | 2 2.887.000. | SUB UMUM OPD
Penyediaan Jasa bulan .000 .000 000 KEPEGAWAI | Provinsi,
Pelayanan Umum terpenuhin AN Kota
Kantor ya jasa Semarang
pelayanan
umum
kantor
Kegiatan Jumlah Lapora | 2 1.000.000 | 2 1.065.000 | 2 2.065.0000 | SUB UMUM
Pemeliharaan Barang | laporan n .000 .000 .000 KEPEGAWAI
Milik Daerah Pemelihara AN
Penunjang Urusan an Barang
Pemerintahan Milik
Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 250.000.0 | 12 250.000.0 | 12 500.000.00 | SUB UMUM OPD
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penyediaan Jasa bulan 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Pemeliharaan, Biaya | terpenuhin AN Kota
Pemeliharaan dan ya biaya Semarang
Pajak Kendaraan Pemelihara
Perorangan Dinas an Rutin/
atau Kendaraan Berkala
Dinas Jabatan dan Pajak
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 200.000.0 | 12 210.000.0 | 12 410.000.00 | SUB UMUM OPD
Penyediaan Jasa bulan 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
Pemeliharaan, Biaya | terpenuhin AN Kota
Pemeliharaan, Pajak | ya biaya Semarang
dan Perizinan Pemelihara
Kendaraan Dinas an Rutin/
Operasional atau Berkala
Lapangan dan Pajak
Kendaraan
Dinas
Operasional
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 50.000.00 | 12 55.000.00 | 12 105.000.00 | SUB UMUM OPD
Pemeliharaan Mebel bulan 0 0 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
terpenuhin AN Kota
ya biaya Semarang
Pemelihara
an Mebel
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Sub Kegiatan Jumlah Unit 1 400.000.0 | 1 440.000.0 | 1 840.000.00 | SUB UMUM OPD
Pemeliharaan/Rehabi | Unit 00 00 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
litasi Gedung Kantor | Gedung AN Kota
dan Bangunan Yang Semarang
Lainnya Direhab
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 75.000.00 | 12 82.500.00 | 12 157.500.00 | SUB UMUM OPD
Pemeliharaan/Rehabi | bulan 0 0 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
litasi Sarana dan terpenuhin AN Kota
Prasarana Gedung ya Semarang
Kantor atau Pemelihara
Bangunan Lainnya an Rutin/
Berkala
dsarana
prasarana
pendukung
gedung
kantor
Sub Kegiatan Jumlah Bulan 12 25.000.00 | 12 27.500.00 | 12 52.500.000 | SUB UMUM OPD
Pemeliharaan/Rehabi | bulan 0 0 KEPEGAWAI | Provinsi,
litasi Sarana dan terpenuhin AN Kota
Prasarana ya biaya Semarang
Pendukung Gedung Pemelihara
Kantor atau an Rutin/
Bangunan Lainnya Berkala
sarana
prasarana
pendukung
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra

PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerja

Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

gedung
kantor

Meningkatkan
kesetaraan gender
dan pemenuhan
hak anak serta
kualitas
perlindungan
perempuan dan
anak

Rasio
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

Per
100.00

9.427.000
.000

8.07

11.224.70
0.000

8.07

11.224.700
.000

DP3AP2KB

Meningkatnya
peran
perempuan dan
hak anak
dalam
pembangunan

Persentase
pemerintah
daerah
yang
melaksana
kan
kebijakan
PUG

Y%

80

9.427.000
.000

90

11.224.70
0.000

90

20.651.700
.000

BIDANG
KHPP

PROGRAM
PENGARUSUTAMAA
N GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Persentase
Partisipasi
perempuan
dalam
bidang
pembangun
an

Y%

6.42

9.127.000
.000

6.84

10.874.70
0.000

6.84

20.001.700
0.000

BIDANG
KHPP
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kegiatan Persentase | % 40 2.500.000 | 60 3.600.000 | 60 6.100.000. | SEKSI
Pelembagaan OPD yang .000 .000 000 KUALITAS
Pengarusutamaan menyusun HIDUP
Gender (PUG) pada PPRG di PEREMPUAN
Lembaga Pemerintah | Provinsi
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 25 500.000.0 | 30 750.000.0 | 30 1.250.000. | SEKSI OPD
Koordinasi dan peserta 00 00 000 KUALITAS Provinsi,
Sinkronisasi perumusan HIDUP Provinsi
Perumusan kebijakan PEREMPUAN | Jawa
Kebijakan pelaksanaa Tengah
Pelaksanaan PUG n PUG
Kewenangan Provinsi | kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 170 800.000.0 | 240 1.100.000 | 240 1.900.000. | SEKSI OPD
Koordinasi dan peserta 00 .000 000 KUALITAS Provinsi,
Sinkronisasi sinkronisas HIDUP Provinsi
Pelaksanaan PUG i PEREMPUAN | Jawa
Kewenangan Provinsi | pelaksanaa Tengah
n PUG
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 1 500.000.0 | 2 700.000.0 | 2 1.200.000. | SEKSI OPD
Advokasi Kebijakan advokasi an 00 00 000 KUALITAS Provinsi,
dan Pendampingan kebijakan HIDUP Provinsi
Pelaksanaan PUG dan PEREMPUAN | Jawa
termasuk PPRG pendampin Tengah
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kewenangan Provinsi | gan
pelaksanaa
n PUG
termasuk
PPRG
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 100 700.000.0 | 200 1.050.000 | 200 1.750.000. | SEKSI OPD
Sosialisasi Kebijakan | peserta 00 .000 000 KUALITAS Provinsi,
Pelaksanaan PUG pelaksanaa HIDUP Provinsi
termasuk PPRG n PEREMPUAN | Jawa
Kewenangan Provinsi | sosialisasi Tengah
kebijakan
pelaksanaa
n PUG
Kegiatan Persentase | % 30 6.627.000 | 40 7.274.700 | 40 13.901.700 | SEKSI
Pemberdayaan perempuan .000 .000 .000 KUALITAS
Perempuan Bidang yang HIDUP
Politik, Hukum, memahami PEREMPUAN
Sosial, dan Ekonomi advokasi,
pada Organisasi pendampin
Kemasyarakatan gan, dan
Kewenangan Provinsi | sosialisasi
di bidang
politik,
ekonomi,
hukum dan
sosial
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 1.650 850.000.0 | 1.815 920.000.0 | 1.815 1.770.000. | SEKSI OPD

150




Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Sosialisasi peserta 00 00 000 KUALITAS Provinsi,
Peningkatan sosialisasi HIDUP 35
Partisipasi peningkata PEREMPUAN | Kabupate
Perempuan di Bidang | n n/ Kota
Politik, Hukum, partisipasi
Sosial, dan Ekonomi | perempuan
Kewenangan Provinsi | di bidang
politik,
hukum,
sosial dan
ekonomi
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 3.575 5.777.000 | 3.932 6.354.700 | 3.932 12.131.700 | SEKSI OPD
Advokasi Kebijakan peserta .000 .000 .000 KUALITAS Provinsi,
dan Pendampingan advokasi HIDUP 35
Peningkatan kebijakan PEEMPUAN Kabupate
Partisipasi dan n/ Kota
Perempuan dalam pendampin
Politik, Hukum, gan
Sosial, dan Ekonomi | peningkata
Kewenangan Provinsi | n
partisipasi
perempuan
dalam
politik,
hukum,
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
sosial dan
ekonomi
kewenanga
n Provinsi
PROGRAM Persentase | % 35 300.000.0 | 40 350.000.0 | 40 650.000.00 | BIDANG
PENINGKATAN penyelengg 00 00 0 KHPP
KUALITAS araan
KELUARGA program
kualitas
keluarga
berbasis
gender
Kegiatan Peningkatan | Persentase | % 40 300.000.0 | 50 350.000.0 | 50 650.000.00 | SEKSI Provinsi
Kualitas Keluarga Layanan 00 00 0 KUALITAS Jawa
dalam Mewujudkan Konsultasi HIDUP Tengah
Kesetaraan Gender Keluarga PEREMPUAN
(KG) dan Hak Anak yang
Kewenangan Provinsi | responsif
gender
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 1 300.000.0 | 2 350.000.0 | 2 650.000.00 | SEKSI OPD
Advokasi Kebijakan pelaksanaa | an 00 00 0 KUALITAS Provinsi,
dan Pendampingan n Advokasi HIDUP Provinsi
Keluarga untuk kebijakan PEREMPUAN | Jawa
Mewujudkan KG dan | dan Tengah
Perlindungan Anak pendampin
Kewenangan Provinsi | gan
dan Lintas keluarga
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra

PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerja

Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Kabupaten/Kota

untuk
mewujudka
n
kesetaraan
gender
kewenanga
n Provinsi
dan lintas
Kab/Kota

Meningkatnya
peran
perempuan dan
hak anak dalam
pembangunan

Persentase
kabupaten/
kota yang
menerapka
n kebijakan
afirmatif
pemenuhan
hak anak

Y%

60

2.168.000
.000

62.85

2.404.800
.000

62.85

4.572.800.
000

BIDANG
PHPA

Provinsi
Jawa
Tengah

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELUARGA

Persentase
penyelengg
araan
program
kualitas
keluarga
berbasis
pemenuhan
hak anak

%

35

300.000.0
00

40

350.000.0
00

40

650.000.00
0

BIDANG
PHPA

Provinsi
Jawa
Tengah

Kegiatan Penyediaan

Persentase

Y%

42.85

300.000.0

48.57

350.000.0

48.57

650.000.00

SEKSI

Kota
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) () (3) (4) 5 | (6 (7) (8) ©) (10) (11) (12) (13)
Layanan bagi layanan 00 00 0 PEMENUHA Semarang
Keluarga dalam konsultasi N HAK ANAK |,
Mewujudkan KG dan | keluarga Karangan
Hak Anak yang dalam yar,
Wilayah Kerjanya pemenuhan Purbaling
Lintas Daerah hak anak ga,
Kabupaten/Kota Rembang
Sub Kegiatan Jumlah Kelom | 5 300.000.0 | 7 350.000.0 | 7 650.000.00 | SEKSI OPD
Pelaksanaan penyedia pok 00 00 0 PEMENUHA Provinsi,
Penyediaan Layanan | layanan N HAK ANAK | Kota
Komprehensif bagi komprehen Semarang
Keluarga dalam sif bagi , Kab.
Mewujudkan KG dan | keluarga Karangan
Perlindungan Anak yar, Kab.
yang Wilayah Purbaling
Kerjanya Lingkup ga, Kab.
Daerah Provinsi dan Rembang
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase | % 15 1.210.000 | 20 1.331.000 | 20 2.541.000. | BIDANG Provinsi
PENGELOLAAN keterisian .000 .000 000 DATA Jawa
SISTEM DATA indikator PARMAS Tengah
GENDER DAN ANAK oleh
Kab/Kota
dan OPD
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Provinsi
pada
aplikasi
Sistem
Informasi
Gender dan
Anak
(SIGA)
Provinsi
Kegiatan Jumlah Kab/ 5 1.210.000 | 7 1.331.000 | 7 2.541.000. | SEKSI DATA | OPD
Pengumpulan, kabupaten/ | Kota .000 .000 000 DAN Provinsi,
Pengolahan Analisis kota yang INFORMASI Kota
dan Penyajian Data difasilitasi Semarang
Gender dan Anak dalam
dalam Kelembagaan pendataan
Data di Tingkat aplikasi
Daerah Provinsi SIGA
Sub Kegiatan Jumlah Doku 6 1.210.000 | 6 1.331.000 | 6 2.541.000. | SEKSI DATA | OPD
Penyediaan Data ketersediaa | men .000 .000 000 DAN Provinsi,
Gender dan Anak n dokumen INFORMASI Kota
Provinsi data gender Semarang
dan anak
PROGRAM Persentase | % 94.28 1.868.000 | 100 2.054.000 | 100 3.922.800. | BIDANG Provinsi
PEMENUHAN HAK Kabupaten .000 .000 000 PHPA Jawa
ANAK (PHA) /Kota Tengah
menuju
Layak Anak
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Minimal
Tingkat
Pratama
Kegiatan Jumlah Kab/ 35 1.868.000 | 35 2.054.000 | 35 3.922.000. | SEKSI Kota
Pelembagaan PHA Kabupaten Kota .000 .000 000 PEMENUHA Semarang
pada Lembaga /Kota yang N HAK ANAK | , Kab.
Pemerintah, Non dievaluasi Magelang,
Pemerintah, dan pengemban Kota
Dunia Usaha gan KLA Salatiga,
Kewenangan Provinsi Kab.
Brebes,
Kab.
Banyuma
s, Pati,
Temanggu
ng,
Purworejo
, Klaten
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 35 1.133.000 | 35 1.246.300 | 35 2.379.300. | Seksi Kota
Advokasi Kebijakan peserta .000 .000 000 Pemenuhan Semarang
dan Pendampingan advokasi Hak Anak , Kab.
Pemenuhan Hak kebijakan Magelang,
Anak pada Lembaga dan Kota
Pemerintah, Non pendampin Salatiga,
Pemerintah, Media gan Kab.
dan Dunia Usaha pemenuhan Brebes,
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kewenangan Provinsi | hak anak Kab.
Banyuma
s, Pati,
Temanggu
ng,
Purworejo
, Klaten
Sub Kegiatan Jumlah Klp 35 735.000.0 | 35 808.500.0 | 35 1.543.500. Seksi Kota
Koordinasi dan forum anak 00 00 000 Pemenuhan Semarang
Sinkronisasi yang Hak Anak , Kota
Pelembagaan dilibatkan Magelang,
Pemenuhan Hak dalam Purbaling
Anak Kewenangan pengambila ga,
Provinsi n kebijakan Banjarneg
tingkat ara,
provinsi Wonosobo
Wonogiri,
Blora,
Kota
Tegal,
Pati, Kota
Salatiga,
Luar
Jawa
Tengah
PROGRAM Persentase | % 20 910.000.0 | 25 1.050.000 | 25 1.960.000. Bidang Data | Provinsi

157




Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
PEMENUHAN HAK Keterisian 00 .000 000 Parmas Jawa
ANAK (PHA) indikator Tengah
Kabupaten
/kota
Layak Anak
(KLA)
Kegiatan Penguatan Jumlah Klp 10 910.000.0 | 15 1.050.000 | 15 1.960.000. Seksi Parmas | Kota
dan Pengembangan lembaga 00 .000 000 Semarang
Lembaga Penyedia masyarakat , Kota
Layanan Peningkatan | dalam Surakarta
Kualitas Hidup Anak | peningkata )
Kewenangan Provinsi | n kualitas Pemalang,
hldup anak Purwokert
vg © ,
dikuatkan Purworejo
dan
dikembang
kan dalam
KIE
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 30 360.000.0 | 35 450.000.0 | 35 810.000.00 | Seksi Kota
Pengembangan peserta KIE 00 00 0 Partisipasi Semarang
Komunikasi, pemenuhan Masyarakat , Kota
Informasi dan hak anak Surakarta
Edukasi Pemenuhan | bagi s
Hak Anak bagi lembaga Pemalang,
Lembaga Penyedia penyedia Purwokert
Layanan Peningkatan | layanan o,
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kualitas Hidup Anak | peningkata Purworejo
Kewenangan Provinsi | n kualitas
hidup anak
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Kelom 10 550.000.0 | 10 600.000.0 | 10 1.150.000. Seksi Kota
Penguatan Jejaring lembaga pok 00 00 000 Partisipasi Semarang
Antar Lembaga mitra kerja Masyarakat s
Penyedia Layanan yang Pemalang,
Peningkatan Kualitas | ditingkatka Klaten,
Hidup Anak n Grobonga
Kewenangan Provinsi | kapasitasn n, Kota
dan Lintas Daerah ya dalam Surakarta
Kabupaten/Kota rangka
peningkata
n kualitas
hidup anak
Menurunnya Rasio Per 8.05 4.287.000 | 8.02 4.985.000 | 8.02 9.272.000. | Bidang KHPP
kasus kasus 100.00 .000 .000 000
kekerasan kekerasan 0
terhadap terhadap
perempuan dan perempuan
anak dan anak
PROGRAM Rasio Per 5.7 4.287.000 | 5,64 4.985.000 | 5,64 9.272.000. | Bidang KHPP | Provinsi
PERLINDUNGAN korban 100.00 .000 .000 000 Jawa
PEREMPUAN kekerasan 0 Tengah
terhadap
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
perempuan
Kegiatan Pencegahan | Persentase | % 8.333 2.000.000 | 13,889 | 2.150.000 | 13.889 4.150.000. Seksi Provinsi
Kekerasan terhadap Pemda .000 .000 000 Perlindungan | Jawa
Perempuan yang yang Perempuan Tengah,
melibatkan para menyusun Kota
Pihak Lingkup kebijakan Semarang
Daerah Provinsi dan dalam » Kab.
Lintas Daerah rangka Semarang
Kabupaten/Kota pencegahan ) KOt‘r’.‘
kekerasan Salatiga,
terhadap Luar
perempuan Jawa
Tengah
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 35 750.000.0 | 35 800.000.0 | 35 1.550.000. Seksi Provinsi
Koordinasi dan peserta 00 00 000 Perlindungan | Jawa
Sinkronisasi koordinasi Perempuan Tengah,
Pelaksanaan dan Kota
Kebijakan, Program sinkronisas Semarang
dan Kegiatan i , Kab.
Pencegahan pelaksanaa Semarang
Kekerasan terhadap n kebijakan , Kota
Perempuan program Salatiga,
Kewenangan Provinsi | dan Luar
kegiatan Jawa
pencegahan Tengah
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kekerasan
terhadap
perempuan
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 35 1.250.000 | 35 1.350.000 | 35 2.600.000. Seksi Provinsi
Advokasi Kebijakan peserta .000 .000 000 Perlindungan | Jawa
dan Pendampingan Advokasi Perempuan Tengah,
Layanan kebijakan Kota
Perlindungan dan Semarang
Perempuan pendampin , Kab.
Kewenangan Provinsi | gan Semarang
layanan , Kota
perlindung Pekalonga
an n
perempuan
kewenanga
n Provinsi
Kegiatan Penyediaan | Persentase | % 100 1.075.000 | 100 1.475.000 | 100 2.550.000. Seksi Provinsi
Layanan Rujukan perempuan .000 .000 00 Perlindungan | Jawa
Lanjutan bagi korban Perempuan Tengah
Perempuan Korban kekerasan
Kekerasan yang yang
memerlukan terlaporkan
Koordinasi Tingkat mendapat
Daerah Provinsi dan layanan
Lintas Daerah sesuai
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kabupaten/Kota standar
Sub Kegiatan Persentase | % 100 580.000.0 | 100 790.000.0 | 100 1.370.000. Seksi OPD
Penyediaan Layanan | penangana 00 00 000 Perlindungan | Provinsi,
Pengaduan n Perempuan 35
Masyarakat bagi pengaduan Kabupate
Perempuan Korban masyarakat n/ Kota
Kekerasan Tingkat yang
Daerah Provinsi dan dilayani
Lintas Daerah bagi
Kabupaten/Kota perempuan
korban
kekerasan
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 10 495.000.0 | 10 685.000.0 | 10 1.180.000. Seksi OPD
Koordinasi dan peserta 00 00 000 Perlindungan | Provinsi,
Sinkronisasi koordinasi Perempuan Provinsi
Pelaksanaan dan Jawa
Penyediaan Layanan sinkronisas Tengah,
Rujukan Lanjutan i Kota
bagi Perempuan pelaksanaa Semarang
Korban Kekerasan n
Kewenangan Provinsi | penyediaan
layanan
rujukan
lanjutan
bagi
perempuan
korban
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kekerasan
Kegiatan Penguatan Jumlah Kelom | 8 1.212.000 | 8 1.360.000 | 8 2.572.000. Seksi Wonogiri,
dan Pengembangan lembaga pok .000 .000 000 Perlindungan | Pati,
Lembaga Penyedia penyedia Perempuan Rembanyg,
Layanan layanan Sragen,
Perlindungan perlindung Sukoharjo
Perempuan an ’
Kewenangan Provinsi | perempuan Banyuma
yang s, Kota
difasilitasi Tegal,
penguatan Jepara,
dan Kgdus,
pengemban Cilacap,
Semarang
gannya
Wonosobo
, Batang
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 50 512.000.0 | 50 540.000.0 | 50 1.052.000. | Seksi Wonogiri,
Advokasi Kebijakan peserta 00 00 000 Perlindungan | Pati,
dan Pendampingan advokasi Perempuan Rembang,
Penyediaan Sarana kebijakan Sragen,
Prasarana Layanan dan Sukoharjo
bagi Perempuan pendampin ,Banyuma
Korban Kekerasan gan s, Kota
Kewenangan Provinsi | penyediaan Tegal,
sarana dan Jepara,
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
prasarana Kudus,
layanan Cilacap,S
bagi emarang,
perempuan Wonosobo
korban , Batang
kekerasan
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 100 500.000.0 | 100 570.000.0 | 100 1.070.000. | Seksi OPD
Peningkatan peserta 00 00 000 Perlindungan | Provinsi,
Kapasitas Sumber peningkata Perempuan Kota
Daya Lembaga n kapasitas Semarang
Penyedia Layanan sumber , Kab.
Penanganan bagi daya Semarang
Perempuan Korban lembaga , Kota
Kekerasan penyedia Salatiga
Kewenangan Provinsi | layanan
bagi
perempuan
korban
kekerasan
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Unit 1 200.000.0 | 1 250.000.0 | 1 450.000.00 | Seksi OPD
Penyediaan ketersediaa 00 00 0 Perlindungan | Provinsi,
Kebutuhan Spesifik n Perempuan Kab.
bagi Perempuan kebutuhan Magelang,
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
dalam Situasi spesifik Klaten,
Darurat dan Kondisi bagi Banjarneg
Khusus Kewenangan | perempuan ara
Provinsi dalam
situasi
darurat
dan kondisi
khusus
kewenanga
n Provinsi
PROGRAM Persentase | % 15 300.000.0 | 20 400.000.0 | 20 700.000.00 | Bidang Data | Provinsi
PERLINDUNGAN kab/kota 00 00 0 Parmas Jawa
PEREMPUAN yg sudah Tengah
melaksana
kan
pendataan
kekerasan
secara
berjejaring
Kegiatan Penguatan Jumlah Klp 10 300.000.0 | 15 400.000.0 | 15 700.000.00 | Seksi OPD
dan Pengembangan lembaga 00 00 0 Partisipasi Provinsi,
Lembaga Penyedia dan mitra Masyarakat Semarang
Layanan bagi Anak kerja dalam s
yang Memerlukan rangka Pemalang,
Perlindungan Khusus | penguatan Grobogan,
Tingkat Daerah jejaring Desa
Provinsi dan Lintas antar Dampinga
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra
PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target | Pendanaan

Kinerja

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

Daerah
Kabupaten/Kota

lembaga
penyedia
layanan
anak yg
aktif
mengikuti
rapat
koordinasi
dan
sinkronisas
i Provinsi

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

Jumlah
rapat
koordinasi
dalam
rangka
penguatan
jejaring
antar
lembaga
penyedia
layanan
anak yang
memerluka
n
perlindung
an khusus

Kegiat
an

300.000.0
00

400.000.0
00

1 700.000.00

0

Seksi
Partisipasi
Masyarakat

Kota
Semarang
Pemalang,
Grobogan,
Klaten,
Rembang,
Demak
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kewenanga
n Provinsi
PROGRAM Rasio Per 12,46 4.705.000 | 12,36 5.150.000 | 12,36 9.855.000. | Bidang PHPA
PERLINDUNGAN korban 100.00 .000 .000 000
KHUSUS ANAK kekerasan (0]
terhadap
anak
Kegiatan Pencegahan | Persentase % 8,333 1.995.000 | 13,889 | 2.130.000 | 13,889 4.125.000. Seksi Kota
Kekerasan terhadap Pemda .000 .000 000 Perlindungan | Semarang
Anak yang yang Anak , Kota
Melibatkan para menyusun Salatiga,
Pihak Lingkup kebijakan Demak,
Daerah Provinsi dan dalam Kudus,
Lintas Daerah rangka Jepara,
Kabupaten/Kota pencegahan Kota
kekerasan Pekalonga
terhadap n, Kota
anak Tegal,
Batang,
Purbaling
ga,
Banyuma
s,
Sukoharjo
Temanggu
ng, Kota
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Magelang,
Kab.
Magelang
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 2 1.120.000 | 2 1.200.000 | 2 2.320.000. | Seksi Kota
Advokasi Kebijakan advokasi an .000 .000 000 Perlindungan | Semarang
dan Pendampingan kebijakan Anak , Kota
Pelaksanaan dan Salatiga,
Kebijakan, Program pendampin Demak,
dan Kegiatan gan Kudus,
Pencegahan pelaksanaa Jepara,
Kekerasan terhadap n Kota
Anak Kewenangan kebijakan, Pekalonga
Provinsi program n, Kota
dan Tegal,
kegiatan Batang,
pencegahan Purbaling
kekerasan ga,
terhadap Banyuma
anak S,
kewenanga Sukoharjo
n Provinsi s
Temanggu
ng, Kota
Magelang,
Kab.
Magelang
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 2 875.000.0 | 2 930.000.0 | 2 1.805.000. Seksi Kota
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Koordinasi dan rakor an 00 00 000 Perlindungan | Semarang
Sinkronisasi pencegahan Anak , Kab
Pencegahan kekerasan Batang,
Kekerasan terhadap terhadap Kab
Anak Kewenangan anak Banyuma
Provinsi s, Kab
Purbaling
ga, Kota
Salatiga,
Kab
Temanggu
ng, Kab
Pemalang,
Kab
Brebes,Ka
b Pati ,
Kab
Sragen ,
Kab , Kab
Wonogiri ,
Kab
Sukoharjo
, Kab
Sragen,
Kab
Pemalang
Kegiatan Penyediaan | Persentase | % 100 1.700.000 | 100 1.870.000 | 100 3.570.000. Seksi Provinsi
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan bagi Anak anak .000 .000 000 Perlindungan | Jawa
yang Memerlukan korban Anak Tengah
Perlindungan Khusus | kekerasan
yang Memerlukan yang
Koordinasi Tingkat terlaporkan
Daerah Provinsi mendapat
layanan
sesuai
standar
Sub Kegiatan Persentase | % 100 550.000.0 | 100 570.000.0 | 100 1.120.000. Seksi OPD
Penyediaan Layanan | penyediaan 00 00 000 Perlindungan | Provinsi,
Anak yang layanan anak 35
Memerlukan anak yang Kabupate
Perlindungan Khusus | memerluka n/ Kota
Kewenangan Provinsi | n
perlindung
an khusus
kewenanga
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 2 850.000.0 | 2 900.000.0 | 2 1.750.000. Seksi Kab
Koordinasi dan rakor an 00 00 000 Perlindungan | Sukoharjo
Sinkronisasi pelaksanaa Anak , Kab
Pelaksanaan n Banyuma
Pendampingan Anak | pendampin s, Kab
yang Memerlukan gan anak Pemalang,
Perlindungan Khusus | yang Kab Pati,
Kewenangan Provins | memerluka Kota
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
n Pekalonga
perlindung n, Kota
an khusus Surakarta
kewenanga , Kab.
n Provinsi Brebes
Sub Kegiatan Jumlah KIE | Kegiat | 2 300.000.0 | 2 400.000.0 | 2 700.000.00 | Seksi Kota
Pengembangan bagi anak an 00 00 0 Perlindungan | Semarang
Komunikasi, yang Anak , Kab
Informasi, Edukasi membutuh Purworejo
Anak yang kan , Kab
Memerlukan perlindung Kebumen,
Perlindungan Khusus | an khusus Kab
Kewenangan Provinsi Brebes,
Kab
Jepara
Kegiatan Penguatan Jumlah Klp 15 1.010.000 | 15 1.150.000 | 15 2.160.000. | Seksi Kota
dan Pengembangan lembaga .000 .000 000 Perlindungan | Semarang
Lembaga Penyedia layanan Anak , Kota
Layanan bagi Anak perlindung Surakarta
yang Memerlukan an anak/ , Kota
Perlindungan Khusus | pelayanan Salatiga,
Tingkat Daerah terpadu Kab
Provinsi dan Lintas anak yang Jepara,
Daerah memerluka Kab
Kabupaten/Kota n Banyuma
perlindung s, Kota
an Khusus Pekalonga
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(AMPK) n, Kab
yang Kendal,
difasilitasi Kab
penguatan Cilacap
dan
pengemban
gan nya
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 2 500.000.0 | 2 570.000.0 | 2 1.070.000. | Seksi Kota
Koordinasi dan koordinasi | an 00 00 000 Perlindungan | Semarang
Sinkronisasi dan Anak , Kota
Penyediaan Sarana sinkronisas Surakarta
Prasarana Layanan i , Kota
bagi Anak yang penyediaan Salatiga,
Memerlukan sarana dan Kab
Perlindungan Khusus | prasarana Jepara,
Kewenangan Provinsi | layanan Kab
bagi anak Banyuma
yang s, Kota
memerluka Pekalonga
n n, Kab
perlindung Kendal,
an khusus Kab
kewenanga Cilacap
n Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Kegiat | 2 510.000.0 | 2 580.000.0 | 2 1.090.000. Seksi Kota
Koordinasi dan pelatihan an 00 00 000 Perlindungan | Semarang
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Sinkronisasi bagi Anak , Kab
Peningkatan penyedia Sragen,
Kapasitas Sumber layanan Kab
Daya Lembaga anak yang Purbaling
Penyedia Layanan memerluka ga, Kab
Anak yang n Grobogan,
Memerlukan perlindung Kab
Perlindungan Khusus | an khusus Magelang,
Kewenangan Provinsi | kewenanga Kab
n Provinsi Pemalang,
Kab Pati,
Kab
Kendal,
Kab.
Sukoharjo
, Kab
Boyolali
PROGRAM Persentase % 15 1.364.000 | 20 1.863.000 | 20 3.227.000. Bidang Data | Provinsi
PERLINDUNGAN kab/kota .000 .000 000 Parmas Jawa
KHUSUS ANAK yg sudah Tengah
melaksana
kan
pendataan
kekerasan
secara
berjejaring
Kegiatan Penyediaan | Jumlah Klp 10 364.000.0 | 10 613.000.0 | 10 977.000.00 | Seksi Parmas | Provinsi
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan bagi Anak lembaga yg 00 00 0 Jawa
yang Memerlukan dikuatkan Tengah,
Perlindungan Khusus | dan Kota
yang Memerlukan dikembang Semarang
Koordinasi Tingkat kan bagi
Daerah Provinsi anak yg
membutuh
kan
perlindung
an khusus
Sub Kegiatan Jumlah Kelom 10 364.000.0 | 10 613.000.0 | 10 977.000.00 | Seksi Parmas | Provinsi
Penguatan Jejaring lembaga pok 00 00 0 Jawa
Antar Lembaga mitra kerja Tengah,
Penyedia Layanan yang Kota
Anak yang ditingkatka Semarang
Memerlukan n
Perlindungan Khusus | kapasitasn
Kewenangan Provinsi | ya dalam
rangka
perlindung
an khusus
anak
Kegiatan Penguatan Jumlah Klp 10 1.000.000 | 20 1.250.000 | 20 2.250.000. Seksi Parmas | OPD
dan Pengembangan lembaga .000 .000 000 Provinsi,
Lembaga Penyedia dan mitra Semarang
Layanan kerja dalam s
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra
PD

Target
Kinerj

Pendanaa
n

Target
Kinerj

Pendanaa
n

Target | Pendanaan

Kinerja

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

Perlindungan
Perempuan
Kewenangan Provinsi

rangka
penguatan
jejaring
antar
lembaga
penyedia
layanan
perlindung
an
perempuan
yg aktif
kewenanga
n Provinsi

Pemalang,
Grobogan,
Desa
Dampinga
n

Sub Kegiatan
Penguatan Jejaring
antar Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah
peserta
penguatan
jejaring
antar
lembaga
penyedia
layanan
perlindung
an
perempuan
kewenanga
n Provinsi
dan lintas

Orang

30

1.000.000
.000

35

1.250.000
.000

35 2.250.000.

000

Seksi Parmas

OPD
Provinsi,
Semarang
Pemalang,
Grobogan,
Desa
Dampinga
n
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra

PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerja

Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

daerah
Kab/Kota

Mewujudkan
keluarga kecil
berkualitas

Angka
Kelahiran
Total (Total
Fertility
Rate/TFR)

Y%

2,2

7.145.000
.000

7.850.000
.000

2,19

7.850.000.
000

Bidang KB
KIE

Meningkatnya
kesertaan
Keluarga
Berencana

Angka
pemakaian
kontrasepsi
/CPR

%

64,76

7.145.000
.000

65,17

7.850.000
.000

65,17

14.995.000
.000

Bidang KB
KIE

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

Persentase
Pemerintah
Daerah
yang
menyusun
GDPK
(Grand
Desain
Pembangun
an
Kependudu
kan) 5
Bidang

Y%

19,44

1.686.000
.000

27,7

2.021.000
.000

27,7

3.707.000.
000

Bidang
Dalduk KS

Provinsi
Jawa
Tengah

Kegiatan Pemaduan
dan Sinkronisasi
Kebijakan

Jumlah
pemerintah
daerah

Kab/
Kota

1.686.000
.000

10

2.021.000
.000

10

3.707.000.
000

Seksi dalduk

Provinsi
Jawa
Tengah
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pemerintah Pusat yang
dengan Pemerintah menyusun
Daerah Provinsi GDPK
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 35 512.000.0 | 50 650.000.0 | 50 1.162.000. Seksi Dalduk
Penyerasian Peserta 00 00 000
Kebijakan Workshop
Pembangunan GDPK
Daerah Provinsi
terhadap
Kependudukan,
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
Sub Kegiatan Jumlah Doku 1 200.000.0 | 1 300.000.0 | 1 500.000.00 | Seksi Dalduk
Penyusunan dan Dokumen men 00 00 0
Pemanfaatan Grand yang
Design Pembangunan | Terintegrasi
Kependudukan dengan
(GDPK) Tingkat GDPK
Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 35 974.000.0 | 35 1.0171.00 | 35 2.045.000. Seksi Dalduk
Advokasi dan peserta 00 0.000 000
Sosialisasi Workshop
Pelaksanaan Advokasi
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pendidikan Pendidikan
Kependudukan Jalur | Kependudu
Formal di Satuan kan dan
Pendidikan Jenjang Fasilitasi
SLTA-MA, Jalur Pembentuk
Nonformal dan an SSK
Informal Pada Ormas | (Sekolah
Pengelola Kelompok Siaga
Kegiatan Masyarakat | Kependudu
kan)
PROGRAM Persentase | % 25 300.000.0 | 35 400.000.0 | 35 700.000.00 | Seksi data Provinsi
PENGENDALIAN kab/kota 00 00 0 Parmas Jawa
PENDUDUK dalam Tengah
pendataan
angka
pemakaian
kontrasepsi
(CPR)
Kegiatan Pemetaan Jumlah Doku 7 300.000.0 | 10 400.000.0 | 10 700.000.00 | Seksidata & | Kota
Perkiraan dokumen men 00 00 0 InfoOrmasi Semarang
Pengendalian pelaksanaa
Penduduk Cakupan n
Daerah Provinsi Pemaduan
dan
Sinkronisas
i Kebijakan
Pemerintah
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra

PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerja

Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Pusat dan
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dalam
rangka
Pengendali
an
Kuantitas
Penduduk

Sub Kegiatan
Penyusunan Profil
Kependudukan,
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga

Jumlah
Dokumen
Profil
Kependudu
kan,
Keluarga
Berencana
dan
Pembangun
an
Keluarga

Doku
men

300.000.0
00

400.000.0
00

700.000.00
0]

Seksi data &
InfoOrmasi

Provinsi
Jawa
Tengah

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)

Persentase
pengguna
kontrasepsi
jangka
panjang
(MKJP)

Y%

29,5

6.145.000
.000

30

6.700.000
.000

30

12.845.000
.000

Bidang KB
KIE

Provinsi
Jawa
Tengah
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kegiatan Jumlah Orang | 8.256. | 6.145.000 | 9.534. | 6.700.000 | 9.534.0 12.845.000 | Seksi Adv Provinsi
Pengembangan peserta KB 000 .000 000 .000 00 .000 KIE Jawa
Desain Program, Aktif Tengah
Pengelolaan dan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
(KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 250 2.040.000 | 250 2.200.000 | 250 4.240.000. | Seksi Adv Provinsi
Pelaksanaan peserta .000 .000 000 KIE Jawa
Advokasi dan KIE penggeraka Tengah
Program KKBPK n advokasi
Melalui Mitra Kerja dan KIE
program
KKBPK
melalui
Mitra Kerja
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 37.000 | 4.105.000 | 40.000 | 4.500.000 | 40.000 8.605.000. Seksi Adv Provinsi
Pengembangan dan peserta .000 .000 000 KIE Jawa
Penyediaan Materi Promosi Tengah
Promosi dan dan
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Konseling Kesehatan | Konseling
Reproduksi dan Hak- | Kesehatan
Hak Reproduksi Reproduksi
sesuai dengan dan Hak-
Kearifan Budaya hak
Lokal Reproduksi
sesuai
dengan
Kearifan
Budaya
Lokal
PROGRAM Unmeetnee | % 12,89 1.000.000 | 12,76 1.150.000 | 12,76 2.150.000. | Bidang KB Provinsi
PEMBINAAN d KB .000 .000 000 KIE Jawa
KELUARGA Tengah
BERENCANA (KB)
Kegiatan Persentase % 11,7 1.000.000 | 17,5 1.150.000 | 17,5 2.150.000. Seksi KB Provinsi
Pemberdayaan dan peran aktif .000 .000 000 Jawa
Peningkatan Peran PPKBD Tengah
serta Organisasi (Petugas
Kemasyarakatan Pembantu
Tingkat Daerah KB Desa)
Provinsi dalam dalam
Pengelolaan pembinaan
Pelayanan dan kesertaan
Pembinaan Kesertaan | berKB
Ber- KB
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 1500 1.000.000 | 1600 1.150.000 | 1600 2.150.000. Seksi KB Provinsi
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Tujuan

Sasaran

Program Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator,
Kinerja
Tujuan,

Sasaran,
Program,
Kegiatan
Sub
Kegiatan

Satua

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan

2022

2023

Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode
Perubahan Renstra
PD

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target
Kinerj
a

Pendanaa
n

Target | Pendanaan

Kinerja

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

Peningkatan Peran
Serta dan Kerja Sama
Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

PPKBD
yang
berperan
serta aktif
dalam
pembinaan
kesertaan
ber-KB

0.000

.000

000

Jawa
Tengah

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

Persentase
kelompok
tribina
yang aktif
melaporkan
Kegiatan

Y%

96,25

3.811.000
.000

96,3

4.000.000
.000

7.811.000.
000

96,3

Bidang
Dalduk KS

Provinsi
Jawa
Tengah

Persentase
UPPKS
yang aktif
melaporkan
kegiatan

Y%

90, 5

2.145.000
.000

91

2.600.000
.000

91 4.745.000.
000

Bidang
Dalduk KS

Provinsi
Jawa
Tengah

Persentase
Keterisian
indikator
Indeks
Pembangun
an
Keluarga di

Y%

25

450.000.0
00

30

600.000.0
00

30 1.050.000.
000

Bidang data
Parmas

Provinsi
Jawa
Tengah
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
kab/kota
Kegiatan Pengelolaan | Jumlah Klp 26765 | 3.811.000 | 26779 | 4.000.000 | 26779 7.811.000. Seksi KS Provinsi
Pelaksanaan Desain kelompok .000 .000 000 Jawa
Program tribina Tengah
Pembangunan yang aktif
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 200 3.811.000 | 250 4.000.000 | 250 7.811.000. | Seksi KS Provinsi
Pembinaan peserta .000 .000 000 Jawa
Peningkatan Akses Pembinaan Tengah
dan Kualitas Peningkata
Ketahanan Keluarga n Akses
dan Remaja dan
Kualitas
Ketahanan
Keluarga
dan Remaja
Kegiatan Jumlah Kelom | 15.439 | 2.145.000 | 15.456 | 2.600.000 | 15.456 4.745.000. | SeksiKS Provinsi
Pemberdayaan dan Kelompok pok .000 .000 000 Jawa
Peningkatan Peran UPPKS Tengah
serta Organisasi yang aktif
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Provinsi dalam
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) () (3) (4) 5 | (6 (7) (8) ©) (10) (11) (12) (13)
Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Persentase | % 30 450.000.0 | 35 600.000.0 | 35 1.050.000. Seksi Parmas | Provinsi
ormas yang 00 00 000 Jawa
ditingkatka Tengah
n
kapasitasn
ya dalam
ketahanan
pembangun
an keluarga
Sub Kegiatan Jumlah Orang | 200 2.145.000 | 250 2.600.000 | 250 4.745.000. | SeksiKS Provinsi
Penguatan peserta .000 .000 000 Jawa
Pemberdayaan Penguatan Tengah
Ekonomi Keluarga Pemberday
aan
Ekonomi
Keluarga
Sub Kegiatan Jumlah Kelom | 30 450.000.0 | 35 600.000.0 | 35 1.505.000. | Seksi Parmas | Provinsi
Peningkatan mitra dan pok 00 00 000 Jawa
Kapasitas Mitra dan organisasi Tengah
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Indikator, Target Kinerja Program dan Kerangka Unit Kerja
Kinerja Pendanaan Kondisi Kinerja pada Perangkat
Program Kegiatan Tujuan, Satua Akhir Periode Daerah Lokasi
Tujuan Sasaran dan Sub Kegiatan Sasaran, n 2022 2023 Perubahan Renstra Penanggung
Program, PD Jawab
Kegiatan Target | Pendanaa | Target | Pendanaa | Target | Pendanaan
Sub Kinerj n Kinerj n Kinerja
Kegiatan a a
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Organisasi masyarakat
Kemasyarakatan yang
dalam Pengelolaan ditingkatka
Program Ketahanan n
Keluarga Melalui kapasitasn
Bina Keluarga Balita | ya dalam
(BKB), Bina Keluarga | pembangun
Remaja (BKR), Bina an
Keluarga Lansia ketahanan
(BKL), Unit keluarga
Peningkatan

Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur
capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur
untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.
Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program
pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai
ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan
daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam
dokumen perencanaan.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU)
perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat
daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah
yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan
RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan
RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran Perubahan RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja
pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi
bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga
perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Perubahan RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Indikator
Kinerja Utama
Perangkat
Daerah

Satuan

Target Capaian Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi
Akhir
Kinerja

T

IDG (Index
Pemberdayaan
Gender)

Persentase
Implementasi
Pengarusutamaan
Gender dalam
Pembangunan di
Pemda

%

75.12

75.14

72.60

75.18

75.20

75.20

Persentase

82.86

85.71

100

91.43

100

100
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Kab/Kota Menuju
Layak Anak

Rasio kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

8.37
Per
100.00

8.29
Per
100.00

8.22
Per
100.00

8.15
Per
100.00

8.07
Per
100.0
00

8.07
Per
100.000

Sumbangan
perempuan dalam
pendapatan kerja

Persentase Pemda
yang
melaksanakan
kebijakan PUG

34.18

34.21

34.24

80

90

90

Persentase
kabupaten/ kota
yang menerapkan
kebijakan
afirmatif
pemenuhan hak
anak

22.86

25.71

28.57

31.43

34.29

34.29

Rasio kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

8.16
per
100.00

8.13
per
100.00

8.09
per
100.00

8.05
per
100.00

8.02
per
100.0
00

8.02
per
100.000

Angka Kelahiran
Total (Total
Fertility

Rate/TFR)

2.26

2.24

2.30

2.20

2.19

2.19

Angka pemakaian
kontrasepsi/ CPR

75.00

75.10

75.25

75.50

76.00

76.00

Persentase
Keluarga Pra
Sejahtera

Indeks
Pembangunan
Keluarga

21.64

21.14

21.14

54.38

56.29

56.29

10

Nilai Kepuasan
Masyarakat

70

74

77

80

85

85

11

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

78.50

78,85

78.54

79,05

79,10

79,10
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Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2020

Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
] Utama Perangkat Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 Akhir Daerah
Sub Kegiatan . .
Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan dan
Anak
Persentase  peningkatan % 25 100 30 30 30 - - 30 DP3AP2KB
perempuan yang
mendapatkan
pendampingan menjadi
pelaku usaha ekonomi
Persentase % 80 88.57 88.57 | 88.57 | 91.43 - - 88.57 DP3AP2KB
kabupaten/kota menuju
layak anak tingkat
pratama tingkat madya
dan tingkat nindya
Pemberdayaan
Perempuan
Jumlah perempuan yang | Orang 30 60 25 30 120 - - 30 DP3AP2KB
telah mendapatkan
pendampingan menjadi
pelaku usaha ekonomi
Jumlah perempuan yang | Orang | 20.700 | 20.700 | 3.450 | 3.389 1.200 - -- 3.389 DP3AP2KB
mempunyai hak memilih
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
Sub Kegiatan Utama Perangkat Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 Akhir Daerah
Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
dalam pemilu
mendapatkan
pengetahuan politik
Pelembagaan PUG dan
Peningkatan Kualitas
Keluarga yang Responsif
Gender
Jumlah Perangkat Daerah | OPD 73 73 35 35 73 - - 35 DP3AP2KB
Provinsi dan
kabupaten/kota yang
melaksanakan
Perencanaan dan
Penganggaran Responsif
Gender (PPRG)
Persentase keluarga yang % 100 100 100 100 100 - - 100
berkonsultasi DP3AP2KB
peningkatan kualitas
keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan
gender terlayani
Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak dan
Peningkatan Kualitas
Keluarga yang Responsif
Hak Anak
Jumlah Kabupaten/Kota | Kab/ 28 31 29 31 35 - - 31 DP3AP2KB
Menuju Layak  Anak | Kota DP3AP2KB
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
Sub Kegiatan Utama Perangkat Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 Akhir Daerah
Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Tingkat Pratama Tingkat
Madya dan Tingkat
Nindya
Persentase keluarga yang % 100 100 100 100 100 - - 100 DP3AP2KB
berkonsultasi
peningkatan kualitas
keluarga dalam
mewujudkan hak anak
terlayani
Peningkatan Partisipasi
Anak
Jumlah  Forum  Anak | Lokas 34 34 34 35 35 - - 35 DP3AP2KB
provinsi dan kab/kota i
yang terlibat proses
pembangunan
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Masyarakat Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan Anak dan
Keluarga
Jumlah lembaga | Kelom S 5 S 10 5 - - 10 DP3AP2KB
masyarakat dalam | Pok
pemberdayaan
perempuan yang
dikuatkan dan
dikembangkan

188




Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
ot Kestosan Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Jumlah lembaga | Kelom 20 20 20 20 20 - - 20 DP3AP2KB
masyarakat dalam | Pok
peningkatan kualitas
hidup anak yang
dikuatkan dan
dikembangkan
Jumlah Lembaga | Kelom 30 30 30 30 30 - - 30 DP3AP2KB
masyarakat dalam | Pok
peningkatan kualitas
keluarga
Penyusunan data dan
informasi PPA
Jumlah laporan data dan | Lapor ) ) ) S S - - S DP3AP2KB
informasi PPA an
Rasio kasus kekerasan per 8.16 7.78 8.13 8.49 7.78 - - 8.49 DP3AP2KB
terhadap perempuan dan | 100.0
anak 00
Perlindungan Perempuan
Dan Anak
Rasio korban kekerasan per 5.87 5.89 5.81 5.75 5.76 - - 5.75 DP3AP2KB
terhadap perempuan 100.0
00
Rasio korban kekerasan per 12.76 12.44 12.66 12.15 12.44 - - 12.15 DP3AP2KB
terhadap anak 100.0
00
Pencegahan dan Advokasi
Penanganan Kekerasan
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
ot Kestosan Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Terhadap Perempuan
Jumlah kasus kekerasan Kasus 1.007 1.024 997 980 987 - - 980 DP3AP2KB
terhadap perempuan
dewasa
Pencegahan dan
Pengurangan Risiko
Kekerasan Terhadap Anak
Jumlah kasus kekerasan Kasus 1198 1106 1188 1074 1178 - - 1074 DP3AP2KB
terhadap anak
Layanan penanganan
korban kekerasan
terhadap perempuan
Persentase perempuan % 100 100 100 100 100 - - 100 DP3AP2KB
korban kekerasan yang
terlaporkan mendapat
layanan sesuai standar
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Layanan Perlindungan
Perempuan
Jumlah lembaga layanan Kelom 8 8 8 16 8 - - 16 DP3AP2KB
perlindungan pok

perempuan/pelayanan
terpadu korban kekerasan
terhadap perempuan yang
difasilitasi penguatan dan
pengembangannya

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Layanan Perlindungan
Anak
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Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
Utama Perangkat
Daerah

Satuan

Target Capaian Tahun

2019 2020 2021

2022

2023

T R T R T

Kondisi
Akhir
Kinerja

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Jumlah lembaga layanan
perlindungan
anak/pelayanan terpadu
anak yang memerlukan
perlindungan khusus
(AMPK) yang difasilitasi
penguatan dan
pengembangannya

Kelom
pok

15 15 15 15 15

15

DP3AP2KB

Layanan penanganan
korban kekerasan
terhadap anak serta Anak
Berhadapan hukum (ABH)

Persentase anak korban
kekerasan yang
terlaporkan mendapat
layanan sesuai standar

%

100 100 100 100 100

100

DP3AP2KB

AngkaKelahiran Total
(Total Fertility Rate/TFR)

Angka

2.26 2.23 2.24 2.23

2.23

DP3AP2KB

Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR

Angka

75.00 73.48 75.10 | 73.26

73.26

DP3AP2KB

Pengendalian Penduduk
dan Peningkatan
Kesertaan Keluarga
Berencana

Persentase provinsi dan
kabupaten/kota yang
memiliki kebijakan
pengendalian kuantitas
penduduk

%

8.33 5.56 8.33 6.33 11.42

6.33

DP3AP2KB

Persentase penggunaan
kontrasepsi jangka
panjang (MKJP)

%

28 28.11 28.15 | 28.69 | 26.39

28.69

DP3AP2KB
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
gSub Ke iaian Utama Perangkat Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Unmetneed KB % 12.75 13.03 13.1 12.9 12.66 - - 12.9 DP3AP2KB
Persentase organisasi % 100 100 100 100 100 - - 100 DP3AP2KB
masyarakat/mitra kerja
dalam program KB tingkat
daerah provinsi yang aktif
Peningkatan kesertaan KB
MKJP
Jumlah Peserta KB MKJP | Orang | 1.346.8 | 1.374.1 | 1.370. | 1.364. | 1.394. - - 1.364.801 DP3AP2KB
22 08 872 801 922
Pemaduan Kebijakan Dan
Pengintegrasian
Pendidikan
Kependudukan
Jumlah kebijakan Doku 3 2 3 2 3 - - 2 DP3AP2KB
pengendalian penduduk men
yang disusun
Jumlah SLTA yang Lokas 35 35 ) 5 35 - - S DP3AP2KB
mendapat pengetahuan i
pengendalian penduduk
Pemetaan Pengendalian
Penduduk
Jumlah dokumen Doku 2 2 1 1 2 - - 1 DP3AP2KB
informasi kependudukan men
dan KB tingkat provinsi
Penyediaan profil
kependudukan dan KB
Jumlah dokumen data Doku 1 1 1 1 1 - - 1 DP3AP2KB
kependudukan dan KB men
tingkat provinsi yang
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
ot Kestosan Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
dipublikasikan
Persentase organisasi % 100 100 100 100 100 - - 100 DP3AP2KB
masyarakat/mitrakerja
dalam program KB tingkat
daerah provinsi yang aktif
Penggerakan dan
Pengembangan KIE
pengendalian penduduk
dan KB
Jumlah PUS yang ingin Orang | 832.30 | 866.92 | 998.0 | 845.9 | 767.0 - - 845.979 DP3AP2KB
anak ditunda dan tidak 3 6 00 79 25
ngin anak lagi tidak
berKB
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Masyarakat
dan Mitra Kerja dalam
program KB
Jumlah ormas/mitra Kelom 20 20 20 30 20 - 30 DP3AP2KB
kerja yang ditingkatkan pok
peran sertanya dalam
program KB
Persentase Keluarga Pra % 21.64 22 21.14 | 22.25 | 21.14 - - 22.25 DP3AP2KB
Sejahtera
Keluarga Sejahtera
Persentase kelompok % 96.10 96.13 93 99.01 85.57 - - 99.01 DP3AP2KB
tribina yang aktif
Persentase UPPKS yang % 89.75 90.57 88 96.59 | 68.25 - - 96.59 DP3AP2KB
aktif
Persentase ormas dan % 20 20 40 40 60 - - 40 DP3AP2KB
mitra kerja dalam
pembangunan keluarga
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
gSub Ke iaian Utama Perangkat Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Advokasi Ketahanan
Keluarga
Jumlah kelompok Tribina | Kelom | 26.723 | 25.897 | 22.87 | 24.34 | 26.75 - - 24.348 DP3AP2KB
yang aktif pok 9 8 1
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Masyarakat
dan Mitra Kerja Dalam
Pembangunan Keluarga
Jumlah ormas/mitra Kelom 2 2 4 4 6 - - 4 DP3AP2KB
kerja yang ditingkatkan pok
peran sertanya dalam
program ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
Advokasi Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Kelompok UPPKS | Kelom | 15.379 | 13.120 | 10.51 10.73 | 15.42 - - 10.734 DP3AP2KB
Yang aktif pok 4 4 2
Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum
Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase ketercapaian % 90 100 90 90 90 - - 90 DP3AP2KB
pelayanan umum
kepegawaian dan
keuangan perangkat
daerah
Kegiatan Administrasi
Pelayanan Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Lapor 4 4 4 4 4 - - 4 DP3AP2KB
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
ot Kestosan Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Keuangan PD (jenis) an
Kegiatan Pelayanan Jasa
Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat
Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya Pelayanan
Jasa Surat Menyurat dan
Kearsipan Perangkat
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi Air dan
Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya Jasa
Komunikasi Air dan
Listrik Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan
Jaminan Barang Milik
Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya premi
asuransi barang milik
daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat
Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya jasa
Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat
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Target Capaian Tahun Unit Kerja

Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
ot Kestosan Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Daerah
Kegiatan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya

pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
kedalam dan luar daerah

Kegiatan Pelayanan
Penyediaan Makan
Minum Rapat Perangkat
Daerah

Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya Penyediaan
Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat
Daerah

Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
tercukupinya kebutuhan
Bahan Bacaan/Buku
Perpustakaan Perangkat
Daerah

Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
ot Kestosan Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin /Berkala Sarana
Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
tercukupinya
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana Kantor
dan Rumah Tangga
Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Kantor
Jumlah unit penyediaan Unit 146 146 10 10 10 - - 10 DP3AP2KB
sarana dan prasarana
kantor perangkat daerah
Kegiatan Pengadaan -
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Unit - - - - - - - -
terpenuhi
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
gSub Ke iaian Utama Perangkat Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T R T T T Jawab
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Unit Pakaian Unit 100 100 102 102 100 - - 102 DP3AP2KB
Dinas Yang Diadakan
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang Orang 20 20 20 20 20 - - 20 DP3AP2KB
mengikuti
Diklat/Workshop/Bintek/
Seminar
Kegiatan Pelayanan
Informasi Perangkat
Daerah
Jumlah laporan informasi | Lapor 3 3 3 3 3 - - 3 DP3AP2KB
public perangkat daerah an
Kegiatan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah bulan Bulan 12 12 12 12 12 - - 12 DP3AP2KB
terpenuhinya pelayanan
kepegawaian perangkat
daerah
Nilai SAKIP Perangkat Angka | 78.50 84.04 78.55 | 84.60 | 78.54 - - 84.60 DP3AP2KB
Daerah
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase ketercapaian % 100 100 100 100 100 - - 100 DP3AP2KB
perencanaan dan evaluasi
kinerja OPD
Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
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Target Capaian Tahun Unit Kerja
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kondisi Perangkat
gSub e iaian Utama Perangkat  |Satuan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 Akhir Daerah
& Daerah Kinerja Penanggung
T R T T T Jawab
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Doku 1 1 1 - - 1 DP3AP2KB
perencanaan Perangkat men
Daerah yang disusun
Kegiatan Penyusunan
Dokumen Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi | Doku 1 1 1 - - 1 DP3AP2KB
kinerja perangkat daerah men
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Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2022-2023

Target Capaian Tahun

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama Kond.l st Unit Kerja
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T T
PROGRAM Persentase partisipasi % - - - 6.42 6.84 6.84 DP3AP2KB
PENGARUSUTAMAAN perempuan dalam bidang
GENDER DAN pembangunan
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Kegiatan Pelembagaan PUG Persentase OPD yang 40 60 60 DP3AP2KB
pada lembaga pemerintah menyusun PPRG di Provinsi
kewenangan provinsi
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah advokasi kebijakan keg - - - 1 2 2 DP3AP2KB
kebijakan dan dan pendampingan
pendampingan pelaksanaan pelaksanaan PUG termasuk
PUG termasuk PPRG PPRG
kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan koordinasi dan | Jumlah peserta rakor org - - - 25 30 55 DP3AP2KB
sinkronisasi perumusan perumusan kebijakan
kebijakan pelaksanaan PUG pelaksanaan PUG
kewenangan Provinsi kewenangan provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan | Jumlah rakor sinkronisasi Org - - - 1.170 240 1.410 DP3AP2KB
sinkronisasi pelaksanaan pelaksanaan PUG
PUG kewenangan Provinsi kewenangan provinsi
Sub Kegiatan sosialisasi Jumlah pelaksanaan Org - - - 100 200 300 DP3AP2KB
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf' Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T

kebijakan pelaksanaan PUG sosialisasi kebijakan
termasuk PPRG kewenangan | pelaksanaan PUG
provinsi
Kegiatan Pemberdayaan Persentase perempuan yang Org - - 30 40 40 DP3AP2KB+6+6+
perempuan bidang politik memahami advokasi,
hukum, sosial, ekonomi pada | pendampingan dan
ormas kewewnangan provinsi | sosialisasi di bidang politik,

ekonomi, hukum dan social
Sub Kegiatan advokasi Jumlah advokasi kebijakan Org - - 3575 3932 3932 DP3AP2KB
kebijakan dan pendampingan
pendampingan peningkatamn partisipasi
peningkatamn partisipasi perempuan dalam bidang
perempuan dalam bidang politik hukum sosial dan
politik hukum sosial dan ekonomi kewenangan
ekonomi kewenangan provinsi
provinsi
Sosialisasi peningkatan Jumlah Sosialisasi Org - - 1650 1815 1815 DP3AP2KB
partisipasi perempuan di peningkatan partisipasi
Bidang Politik, Hukum, perempuan di Bidang Politik,
Sosial dan Ekonomi Hukum, Sosial dan Ekonomi
kewenangan Provinsi kewenangan Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase penyelenggaraan % - - 40 50 50 DP3AP2KB
KUALITAS KELUARGA program kualitas keluarga

berbasis gender

Persentase penyelenggaraan % - - 35 40 40 DP3AP2KB

program kualitas keluarga
berbasis pemenuhan hak
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
anak

Kegiatan Peningkatan Presentase layanan % - - 40 50 50 DP3AP2KB
kualitas keluarga dalam konsultasi keluarga yang
mewujudkan kesetaraan responsive gender
gender dan hak anak
kewenangan Provinsi
Sub kegiatan advokasi Jumlah pelaksanaan keg - - 1 2 2 DP3AP2KB
kebijakan dan advokasi  kebijakan  dan
pendampingan keluarga pendampingan keluarga
untuk mewujudkan untuk mewujudkan
kesetaraan gender dan kesetaraan gender dan
perlindungan anak perlindungan anak
kewenangan Provinsi dan kewenangan Provinsi dan
lintas Kab/Kota lintas Kab/Kota
Kegiatan Penyediaan Persentase layanan % - - 42.85 48.57 48.57 DP3AP2KB
Layanan bagi Keluarga konsultasi keluarga
Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender dan Hak
Anak yang wilayah kerjanya
lintas daerah kab/kota
Sub kegiatan Pelaksanaan Jumlah penyedia layanan Kel - - 5 7 7 DP3AP2KB

penyediaan layanan
komperhensif bagi keluarga
dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan
perlindungan anak yang
wilayah kerjanya lingkup
daerah Provinsi dan lintas

komprehensif bagi keluarga
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
. Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Perangkat Daerah
Kegiatan Perangkat Daerah . .
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T

daerah Kab/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase keterisian % - - 15 20 20 DP3AP2KB
SISTEM DATA GENDER DAN | indikator oleh kab/kota dan
ANAK OPD Provinsi pada Aplikasi

Sistem Informasi Gender dan

Anak (SIGA) Provinsi
Kegiatan Pengumpulan, Jumlah kab/kota yang | Kab/kota - - 5 7 7 DP3AP2KB
Pengolahan Analisis dan difasilitasi dalam pendataan
Penyajian data Gender & aplikasi SIGA
anak dlm Kelembagaan data
di tingkat daerah Provinsi
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah ketersediaan Dok - - 6 6 6 DP3AP2KB
Data Gender dan Anak dokumen data gender dan
Provinsi anak
PROGRAM PEMENUHAN Persentase kab/kota menuju % - - 94.28 100 100 DP3AP2KB
HAK ANAK layak anak strata minimal

tingkat pratama

Persentase Keterisian % - - 15 25 25 DP3AP2KB

indikator KLA
Kegiatan Pelembagaan PHA Jumlah kab/kota yang | Kab/kota - - 35 35 35 DP3AP2KB
pada Lembaga Pemerintah, dievaluasi pengembangan
nonpemerintah & dunia KLA
usaha kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah kegiatan Advokasi Org - - 35 35 35 DP3AP2KB

kebijakan dan
pendampingan pemenuhan

kebijakan dan

pendampingan pemenuhan
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T

hak anak pada lembaga hak anak.
pemerintah, non pemerintah,
media dan dunia usaha
kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan | Jumlah forum anak yang Kel - - 35 35 35 DP3AP2KB
sinkronisasi pelembagaan dilibatkan dalam
pemenuhan Hak Anak pengambilan kebijakan
kewenangan provinsi provinsi
Kegiatan Penguatan & Jumlah lembaga masyarakat Kel - - 10 15 15 DP3AP2KB
Pengembangan Lembaga dalam peningkatan kualitas
Penyedia Layanan hidup anak yang dikuatkan
Peningkatan Kualitas Hidup dan dikembangkan dalam
anak kewenngan Provinsi KIE
Sub kegiatan Pengembangan | Jumlah KIE pemenuhan Hak Org - - 30 35 35 DP3AP2KB
komunikasi, informasi dan anak bagi lembaga penyedia
edukasi pemenuhan hak layanan peningakatan
anak bagi lembaga penyedia kualitas hidup anak
layanan peningkatan kewenangan provinsi
kualitas hidup anak
kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Penguatan Jumlah lembaga mitra kerja Kel - - 10 10 10 DP3AP2KB
jejaring antar lembaga yang ditingkatkan
penyedia layanan kapasitasnya dalam rangka
peningkatan kualitas hidup peningkatan kualitas hidup
anak kewenangan Provinsi anak
dan lintas daerah
kabupaten/kota
PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio  korban  kekerasan Per - - 5.7 5.64 5.64 DP3AP2KB
PEREMPUAN 100.000

terhadap perempuan
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf' Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
Persentase kab/kota yang % - - 15 20 20 DP3AP2KB
sudah melaksanakan
pendataan kekerasan secara
berjejaring
Kegiatan pencegahan Persentase Pemda  yang % - - 8.33 13.89 13.89 DP3AP2KB
kekerasan terhadap menyusun kebijakan dalam
perempuan yang melibatkan | rangka pencegahan
para pihak lingkup daerah kekerasan terhadap
Provinsi dan lintas daerah perempuan
Kab/Kota
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah pelaksanaan Org - - 35 35 35 DP3AP2KB
sinkronisasi pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi
kebijakan program dan pelaksanaan kebijakan
kegiatan pencegahan program dan kegiatan
kekerasan terhadap pencegahan kekerasan
perempuan kewenangan terhadap perempuan
Provinsi kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Advokasi Jumlah pelaksanaan Org - - 35 35 35 DP3AP2KB
kebijakan dan Advokasi  kebijakan  dan
pendampingan layanan pendampingan layanan
perlindungan perempuan perlindungan perempuan
kewenangan Provinsi kewenangan Provinsi
Kegiatan Penyediaan Presentase perempuan % - - 100 100 100 DP3AP2KB
Layanan Rujukan Lanjutan korban  kekerasan = yang

Bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang memerlukan
koordinasi tingkat daerah

terlaporkan mendapat

layanan sesuai standar

205



Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
Provinsi dan lintas daerah
kab/kota
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah peserta koordinasi Org - - 10 10 10 DP3AP2KB
sinkronisasi pelaksanaan dan sinkronisasi
penyediaan layanan rujukan | pelaksanaan penyediaan
lanjutan bagi perempuan layanan rujukan lanjutan
korban kekerasan bagi perempuan  korban
kekerasan
Sub kegiatan Penyediaan Persentase penanganan % - - 100 100 100 DP3AP2KB
layanan pengadaan pengaduan masyarakat yang
masyarakat bagi perempuan | dilayani bagi perempuan
korban kekerasan tingkat korban kekerasan
daerah provinsdi dan lintas
daerah kab/kota
Kegiatan penguatan dan Jumlah lembaga layanan | Lembaga - - 8 8 8 DP3AP2KB
pengembangan lembaga perlindungan perempuan
penyedia layanan yang difasilitasi penguatan
Perlindungan Perempuan dan pengembangannya
Kewenangan Provinsi
Jumlah lembaga dan mitra | Lembaga - - 8 8 8 DP3AP2KB
kerja dalam rangka
penguatan jejaring antar
lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan
yang aktif kewenangan
Provinsi
Sub kegiatan Advokasi Advokasi  kebijakan  dan Org - - 50 50 50 DP3AP2KB
kebijakan dan pendampingan  penyediaan
pendampingan penyediaan sarana dan prasarana
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T

sarana dan prasarana layanan bagi perempuan
layanan bagi perempuan korban kekerasan
korban kekerasan kewenangan Provinsi
kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Peningkatan Jumlah kegiatan Org - - 100 100 100 DP3AP2KB
kapasitas sumber daya Peningkatan kapasitas
lembaga penyedia layanan sumber daya lembaga
bagi perempuan korban penyedia layanan bagi
kekerasan kewenangan perempuan korban
Provinsi kekerasan kewenangan

Provinsi
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah ketersediaan Unit - - 1 1 1 DP3AP2KB
kebutuhan spesifik bagi Penyediaan kebutuhan
perempuan dalam situasi spesifik bagi perempuan
darurat dan kondisi khusus dalam situasi darurat dan
kewenangan Provinsi kondisi khusus kewenangan

Provinsi
Sub kegiatan Penguatan Jumlah kegiatan Penguatan Org - - 30 30 30 DP3AP2KB
jejaring antar lembaga jejaring antar lembaga
penyedia layanan penyedia layanan
perlindungan perempuan perlindungan perempuan
kewenangan Provinsi dan kewenangan Provinsi dan
lintas daerah Kab/Kota lintas daerah Kab/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio korban  kekerasan Per - - 12.46 12.36 12.36 DP3AP2KB
KHUSUS ANAK terhadap anak 100.000

Persentase kab/kota yang % - - 15 20 20 DP3AP2KB

sudah
pendataan kekerasan secara

melaksanakan
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
berjejaring
Kegiatan pencegahan Persentase Pemda  yang % - - 8.33 13.89 13.89 DP3AP2KB
kekerasan terhadap anak yg | menyusun kebijakan dalam
melibatkan para pihak rangka pencegahan
lingkup daerah Provinsi & kekerasan terhadap anak
lintas daerah kab/kota
Sub kegiatan Advokasi Jumlah advokasi kebijakan keg - - 2 2 2 DP3AP2KB
kebijakan dan dan pendampingan
pendampingan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan,
kebijakan, program dan program dan kegiatan
kegiatan pencegahan pencegahan kekerasan
kekerasan terhadap anak terhadap anak kewenangan
kewenangan Provinsi Provinsi
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah rakor pencegahan keg - - 2 2 2 DP3AP2KB
sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi
kewenangan Provinsi
Kegiatan penyediaan layanan | Presentase anak  korban % - - 100 100 100 DP3AP2KB
bagi anak yg memerlukan kekerasan yang terlaporkan
perlindungan khusus yg mendapat layanan sesuai
memerlukan koordinasi standar
tingkat daerah Provinsi
Jumlah lembaga yang Kel - - 10 10 10 DP3AP2KB
dikuatkan dan
dikembangkan bagi anak
yang membutuhkan
perlindungan khusus
Kegiatan Penyediaan layanan | Jumlah penyedia layanan % - - 100 100 100 DP3AP2KB

208



Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T R T T T
anak yang memerlukan anak yang memerlukan
perlindungan khusus perlindungan khusus
kewenangan Provinsi kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah rakor pelaksanaan keg - - - 2 2 2 DP3AP2KB
sinkronisasi pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi
pendampingan anak yang pelaksanaan pendampingan
memerlukan perlindungan anak yang memerlukan
khusus kewenangan Provinsi | perlindungan khusus
kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Pengembangan | Jumlah KIE bagi anak yang keg - - - 2 2 2 DP3AP2KB
komunikasi, informasi, memerlukan perlindungan
edukasi anak yang khusus
memerlukan perlindungan
khusus kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Penguatan Jumlah lembaga mitra kerja kel - - - 10 10 10 DP3AP2KB
jejaring antar lembaga yang ditingkatkan
penyedia layanan anak yang | kapasitasnya dalam rangka
memerlukan perlindungan perlindungan khusus anak
khusus kewenangan Provinsi
Kegiatan Penguatan & Jumlah lembaga layanan kel - - - 15 15 15 DP3AP2KB
pengembangan Lembaga perlindungan anak/layanan
penyedia layanan bagi anak terpadu anak memerlukan
yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)
perlindungan khusus tingkat | yang difasilitasi penguatan
daerah Provins & lintas dan pengembangannya
daerah kab/kota
Jumlah lembaga dan mitra kel - - - 10 15 15 DP3AP2KB

rangka
antar

kerja dalam
penguatan jejaring
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T

lembaga penyedia layanan

anak yg aktif mengikuti rapat

koordinasi dan sinkronisasi

Provinsi
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah koordinasi dan keg - - 2 2 2 DP3AP2KB
sinkronisasi penyediaan sinkronisasi penyediaan
sarana dan prasarana sarana dan prasarana
layanan bagi anak yang layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan memerlukan  perlindungan
khusus kewenangan Provinsi | khusus kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah pelatihan bagi keg - - 2 2 2 DP3AP2KB
sinkronisasi peningkatan penyedia layanan anak yang
kapasitas sumber daya memerlukan  perlindungan
lembaga penyedia layanan khuss kewenangan Provinsi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus
kewenangan Provinsi
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah rapat koordinasi keg - - 1 1 1 DP3AP2KB
sinkronisasi penguatan dalam rangka penguatan
jejaring antar lembaga jejaring antar lembaga
penyedia layanan anak yang | penyedia layanan anak yang
memerlukan perlindungan memerlukan  perlindungan
khusus kewenangan Provinsi | khusus kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pemerintah % - - 19.44 27.70 27.70 DP3AP2KB
PENDUDUK Daerah yang menyusun

GDPK (Grand
Pembangunan

Desain

Kependudukan) 5 Bidang
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
Persentase kab/kota dalam % - - 25 35 35 DP3AP2KB
pendataan angka pemakaian
kontrasepsi (CPR)
Kegiatan Pemaduan dan Jumlah pemerintah daerah | Kab/kota - - 7 10 10 DP3AP2KB
Sinkronisasi kebijakan yang menyusun GDPK
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah Provinsi
dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Kegiatan Pemetaan Perkiraan | Jumlah pelaksanaan org - - 35 40 40 DP3AP2KB
Pengendalian Penduduk kegiatan Pemaduan dan
Cakupan Daerah Provinsi Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi
dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Sub kegiatan Penyerasian Jumlah peserta wokshop org - - 35 50 50 DP3AP2KB
Kebijakan Pembangunan GDPK
Daerah Provinsi Terhadap
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
Sub kegiatan Penyusunan Jumlah  Dokumen  yang Dok - - 1 1 1 DP3AP2KB
dan Pemanfaatan GDPK Terintegrasi dengan GDPK
Tingkat Provinsi
Sub kegiatan Advokasi dan Jjumlah peserta workshop Org - - 35 35 35 DP3AP2KB

Sosialisasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan

advokasi pendidikan

kependudukan dan fasilitasi
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf' Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T

Jalur Formal di satuan pembentukan SSK (Sekolah
Pendidikan Jenjang Siaga Kependudukan)
SLTA/MA, Jalur Nonformal
dan Informal pada ormas
pengelola kelompok kegiatan
Kegiatan Pemetaan Perkiraan | Jumlah pelaksanaan Dok - - - 7 10 10 DP3AP2KB
Pengendalian Penduduk kegiatan Pemaduan dan
Cakupan Daerah Provinsi Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Provinsi

dalam rangka Pengendalian

Kuantitas Penduduk
Sub kegiatan Penyusunan Jumlah  dokumen  Profil dok - - 1 1 1 DP3AP2KB
Profil Kependudukan, Kependudukan, Keluarga
Keluarga Berencana dan Berencana dan
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Penggunaan % - - 29.50 30 30 DP3AP2KB
KELUARGA BERENCANA Kontrasepsi Jangka Panjang
(KB) (MKJP)

Unmetneed KB % - - 12.89 12.76 12.76 DP3AP2KB
Kegiatan Pengembangan Jumlah Peserta KB aktif org - - 8.256.0 | 9.534.0 | 9.534.000 DP3AP2KB

00 00

Desain Program, Pengelolaan
dan Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf' Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
Sub kegiatan Pengembangan | Jumlah peserta promosi dan Org - - 37.000 | 40.000 40.000 DP3AP2KB
dan Penyediaan Materi Konseling Kesehatan
Promosi dan Konseling Reproduksi dan Hak-hak
Kesehatan Reproduksi dan Reproduksi sesuai dengan
Hak-hak Reproduksi sesuai Kearifan Budaya Lokal
dengan Kearifan Budaya
Lokal
Sub kegiatan Pelaksanaan Jumlah peserta penggerakan org - - 250 250 250 DP3AP2KB
Advokasi dan KIE Program advokasi dan KIE Program
KKBPK Melalui Mitra Kerja KKBPK melalui mitra kerja
Kegiatan Pemberdayaan dan | Persentase peran aktif % - - 11.7 17.5 17.5 DP3AP2KB
Peningkatan peran serta PPKBD (Petugas Pembantu
organisasi kemasyarakatan KB Desa) dalam pembinaan
tingkat daerah provinsi kesertaan ber-KB
dalam pengelolaan pelayanan
dan pembinaan kesertaan
ber-KB
Sub kegiatan Peningkatan Jumlah PPKBD yang Org - - 1.500 1.600 1600 DP3AP2KB
Peran Serta dan Kerja Sama berperan serta aktif dalam
Organisasi Kemasyarakatan pembinaan kepersertaan
dalam Pelayanan dan berKB
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN | Persentase kelompok Tribina % - - 96.25 96.30 96.30 DP3AP2KB
DAN PENINGKATAN yang aktif melaporkan
KELUARGA SEJAHTERA (KS) | kegiatan
Persentase UPPKS yang aktif % - - 90.50 91 91 DP3AP2KB

melaporkan kegiatan
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf' Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T T T T
Persentase Keterisian % - - 25 30 30 DP3AP2KB
indikator Indeks
Pembangunan Keluarga di
kab/kota
Kegiatan Pengelolaan Jumlah kelompok Tribina kel - - 26.765 | 26.779 26.779 DP3AP2KB
Pelaksanaan Desain Program | yang aktif
Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Sub kegiatan Pembinaan Pembinaan Peningkatan org - - 200 250 250 DP3AP2KB
Peningkatan Akses dan Akses dan Kualitas
Kualitas Ketahanan Keluarga | Ketahanan Keluarga dan
dan Remaja Remaja
Kegiatan Pemberdayaan dan | Jumlah kelompok UPPKS kel - - 15.439 | 15.456 15.456 DP3AP2KB
Peningkatan Peran serta yang aktif
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Provinsi
dalam Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Persentase ormas yang % - - 30 35 35 DP3AP2KB
ditingkatkan  kapasitasnya
dalam ketahanan
pembangunan keluarga
Sub kegiatan Penguatan Jumlah peserta penguatan Org - - 200 250 250 DP3AP2KB

Pemberdayaan Ekonomi

ekonomi keluarga
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf' Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T R T R T T T
Keluarga
Sub kegiatan Peningkatan Jumlah mitra dan ormas kel - - - - - 30 30 30 DP3AP2KB
Kapasitas Mitra dan yang ditingkatkan
Organisasi Kemasyarakatan kapasitasnya dalam
dalam Pengelolaan Program pembangunan ketahanan
Ketahanan Keluarga Melalui | keluarga
Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR),
Bina Keluarga Lansia (BKL),
Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahteraan (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen dok - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB
Penganggaran, dan Evaluasi | perencanaan dan evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah kinerja yang disusun
Sub kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen dok - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB
Dokumen Perencanaan perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah yg disusun
Sub kegiatan Evaluasi Jumlah dokumen evaluasi dok - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB
Kinerja Perangkat Daerah kinerja PD
Kegiatan Administrasi Jumlah laporan pelaksanaan laporan - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB
Keuangan Perangkat Daerah | administrasi keuangan
Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Gaji dan Tunjangan ASN kebutuhan gaji dan
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
. Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Perangkat Daerah
Kegiatan Perangkat Daerah . .
Kinerja Penanggung Jawab
T R T R T T T

tunjangan ASN
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan terpenuhinya bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Administrasi Pelaksanaan kebutuhan honor
Tugas ASN pelaksanaan tugas ASN
Sub kegiatan Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan laporan - - - - - 3 3 3 DP3AP2KB
Penatausahaan dan penatausahaan dan verifikasi
Pengujian /Verifikasi keuangan
Keuangan SKPD
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah dokumen laporan dok - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB
Pelaksanaan Akuntansi akuntansi perangkat Daerah
SKPD
Sub kegiatan Koordinasi dan | Jumlah Laporan Keuangan | laporan - - - - - 4 4 4 DP3AP2KB
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semest
Keuangan eran PD yang disusun
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
Kegiatan Administrasi Jumlah laporan pelaksanaan | laporan - - - - - 2 2 2 DP3AP2KB
Barang Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik
Perangkat Daerah Daerah pada  Perangkat

Daerah
Sub kegiatan Pengamanan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Barang Milik Daerah SKPD premi asuransi barang milik

daerah
Kegiatan Administrasi Jumlah laporan pelaksanaan laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB
Kepegawaian Perangkat Administrasi Kepegawaian
Daerah Perangkat Daerah
Sub kegiatan Pengadaan Jumlah unit pakaian dinas unit 100 100 100 100 100 100 100 100 DP3AP2KB
Pakaian Dinas Beserta yang diadakan
Atribut Kelengkapannya
Sub kegiatan Pendataan dan | Jumlah bulan pelayanan Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
. Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Perangkat Daerah
Kegiatan Perangkat Daerah . .
Kinerja Penanggung Jawab
T R T R T T T
Pengolahan Administrasi administrasi kepegawaian
Kepegawaian perangkat daerah
Sub kegiatan Pendidikan dan | Jumlah ASN yang mengikuti orang 20 20 20 20 20 25 25 25 DP3AP2KB
Pelatihan Pegawai DIKLAT/Workshop/ Seminar
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Sub kegiatan Sosialisasi Jumlah ASN yang mengikuti oang - - - - - 30 30 30 DP3AP2KB
Peraturan Perundang- Sosialisasi peraturan
Undangan perundang-undangan
Sub kegiatan Bimbingan Jumlah Pegawai yang orang - - - - - 100 100 100 DP3AP2KB
Teknis Implementasi mengikuti Bimbingan Teknis
Peraturan Perundang-
Undanga
Kegiatan Administrasi Umum | Jumlah laporan pelaksanaan Dok - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB
Perangkat Daerah administrasi umum
Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Komponen Instalasi penyediaan komponen
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah wunit penyediaan unit - - - - - 10 10 10 DP3AP2KB
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan Kantor
Kantor
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah Bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Bahan Logistik Kantor kebutuhan logistik kantor
Sub kegiatan Penyediaan umlah Bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Barang Cetakan dan kebutuhan barang cetakan
Penggandaan dan penggandaan kantor
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan tercukupinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Bahan Bacaan dan kebutuhan bahan
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
. Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Perangkat Daerah
Kegiatan Perangkat Daerah . .
Kinerja Penanggung Jawab
T R T R T T T

Peraturan Perundang- bacaan/buku perpustakaan
undangan PD
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Penyelenggaraan Rapat pelaksanaan rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi ke
SKPD dalam dan luar daerah
Sub kegiatan Penatausahaan | Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Arsip Dinamis pada SKPD penatausahaan arsip
Sub kegiatan Dukungan Jumlah laporan pelaksanaan laporan 1 1 1 1 1 1 1 12 DP3AP2KB
Pelaksanaan Sistem SPBE
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang | Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Milik Daerah Penunjang penatausahaan arsip
Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan Pengadaan Unit pengadaan kendaraan unit - - - - - 5 5 5 DP3AP2KB
Kendaraan Perorangan Dinas | dinas jabatan
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub kegiatan Pengadaan Jumlah unit pengadaan unit - - - - - 4 4 4 DP3AP2KB
Mebel mebel
Sub kegiatan Pengadaan Jumlah unit pengadaan unit - - - - - 10 10 10 DP3AP2KB
Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin
Sub kegiatan Pengadaan Jumlah unit Sarana dan unit - - - - - 1 1 2
Sarana dan Prasarana Prasarana gedung Kantor/
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah laporan Penyediaan laporan - - - - - 1 1 1 DP3AP2KB

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jasa  Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja

Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
Kegiatan Perangkat Daerah Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 A.khlf‘ Perangkat Daerah
Kinerja Penanggung Jawab
T R T R T T T
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan pemenuhan Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Jasa Surat Menyurat pelayanan surat menyurat
PD

Sub kegiatan penyediaan umlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, air dan
Daya Air dan Listrik listrik PD
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Jasa Pelayanan Umum jasa pelayanan umum kantor
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah laporan Dok 2 2 2 2 2 2 2 2 DP3AP2KB
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan Penyediaan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Jasa Pemeliharaan, Biaya biaya Pemeliharaan Rutin/
Pemeliharaan dan Pajak Berkala dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas | Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub kegiatan penyediaan jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Jasa Pemeliharaan, Biaya biaya Pemeliharaan Rutin/
Pemeliharaan, Pajak dan Berkala dan Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional
Sub kegiatan Pemeliharaan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Mebel biaya Pemeliharaan Mebel
Sub kegiatan Jumlah Unit Gedung Yang unit - - - - - 1 1 2 DP3AP2KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Direhab
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
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Target Capaian Tahun

. . o Kondisi Unit Kerja
Program / Kegiatan / Sub Indikator Kinerja Utama .
. Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Akhir Perangkat Daerah
Kegiatan Perangkat Daerah . .
Kinerja Penanggung Jawab
T R T R T T T
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana dsarana prasarana
Gedung Kantor atau pendukung gedung kantor
Bangunan Lainnya
Sub kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya Bln 12 12 12 12 12 12 12 12 DP3AP2KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi biaya Pemeliharaan Rutin/
Sarana dan Prasarana Berkala sarana prasarana
Pendukung Gedung Kantor pendukung gedung kantor
atau Bangunan Lainnya
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BAB VIII
PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian
penduduk dan keluarga ber encana jangka menengah periode S (lima)
tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam
pelaksanaanya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak
sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian
seluruh indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator
kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan
RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dim

iliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar
mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra
dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran
Perubahan RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan
kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan
program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung
pencapaian  target-target = Perubahan  Perubahan Renstra dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Perubahan Renstra
dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada
Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan
Perubahan Renstra ini dapat tercapai;

3. Perubahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga
konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka
penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-
target Perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil
program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional
dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Perubahan Renstra
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Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Perubahan Renstra perangkat daerah Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

sebagai berikut :

1.

Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran
perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta
peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;

. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di

kabupaten/kota dan peningkatan pelembagaan PUHA pada lembaga
pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;

. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan

perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa
dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta
kabupaten/kota;

. Melakukan wupaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan
kabupaten/kota serta dengan mengembangkan teknologi informasi;

. Melakukan wupaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan

keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan
peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta
efektivitas Kampung KB;

. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga . melalui

peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina
serta pemberdayaan UPPKS secara efektif dan berkelanjutan.
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